GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 692 - 2025
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang ! a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Memadi Undang-
Undang, Pasal 181 ayal (1] Peraturan Pemerintahan
Nomeor [2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2025 hamas dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan oleh Wali Kota;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bulittingg
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah Tahun
Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih  tngel, kepentingan umum, Rencana Kerja
Pemenntah Daerah serta Kebyjakan Umum APBD dan
Prioritas dan Plafon Anpgaran Sementara dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubermur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukitunggi tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Bukittingm tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
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Lndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nepars {Lembarsn Negary Republik Tndonesia Tahun 2003
Momer 47, Tambahan Lembaran Meogarae Republik
Indoenesia Nomor 4286);

. Undanp-Undang Nomoe 23 Tahon 20014 tentang

Pemerintahan Darrah |[Lembaman  Negarm Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalhian Lembaran
WNegara Republik Indonesia Nomor 3587, scbhapsimans
telah diubah beberapa kali, terakhmr dengan Undang-
Undang Momor 4 Tahun 2023 {fentang Penetapan Peraluran
Permerintabh Penpganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun
2022 lentang Ciprs Kerja  Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2023 Nooor
41, Tambahan Lembarvan Negara Repoblik Indoncsia
Nomuor 5856];

Undang-Undung Nomoer 30 Tabun 20314 centang
Administrasi 'emerintahsn [Lembarern Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Womor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republic Indomesia Nomor 5601). sebagalmana
telah diubalh brberapa kal tcrakhir dengan Undang-
Undang Normor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemenntab Pengganti Undang-Undang Naomor 2 Tabhun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi  Undang-Undang
jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran MNegara Republik  Indonesia
Nomor 8856);

. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Kruangan antara Pemernintah Pusat dan Pemenntaban
Daerah (Lembaran Megara Fepublik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Mormor GFo7);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahiun 2022 tentang Provinsi

Eurmatera Barat {Lembaran MNegara Repubhk Ilhdonesia
Tahun 2022 MWormore 1641, Tambahan Lemharan Negata
Repubilit Indonesia Nomnr 6806G);

Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tabum 2019 lenlang
Pengelnlaan Keutangan Daerah {Lembaran Hegarz Eepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Wepara Republik Indonesia Normor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Notmor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evalussi Ranvanpan Peraturan Dactah
rentang  Pertanpggungiawaban  Pelakzanaan Anpgaran
Pendapaten dan Belanja Dacrah dan Rarucangan Pecatliran
Kepala Daersh tenrang Penjabaran Pertanggungjewaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacmah;

Perariran Menferi Dalam Megeri Nomor 77 ‘Tahun 20020
tentang Pedoman Tekmis Pengelalaan Kevangan Daeral;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 9 Tabun 2021

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Feraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapetan dan Belanja  Daerah,



Menetapkan
KESATU

KEDLUA

KETIGA

KEEMPAT

Rancangan  Perataran Daersh lenlang Anggaran
FPendapatan dan Belanja Daerah, Eancongan Peratunan
Kepala Dacrah tontang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dar Belan'a Dacrah, dan Runcangen Peraturan Mepala
Dasrah rentang Penrabaran Angzaran Pondapalan dab
Brlanja Daerah;

10. Peraturan Merteri Dalam Negeri Nurmors 153 Tahun 2024
tentang Pedoran Penvuisanen Anggaran Fendapalan dan
Belanga Dacrah Tahun Angeparan 2025,

MEMUTUSKEAN ;

Evaluazl Mancangan [eraturan Daerab Kota  Bukittingg
tentang Perubshan Angpareo Pendapatan dar Belama
Daeralh Tahun Anggaran 20235 dan Rancanpan Peraturan
wali HKom  Bukillinggi rtenlang Penjabaran Perubahan
Atggaran Pencdapatan dan Belanja Duersbh Tabun Augpacan
2025 scbagaimsna  tércantum  calam lampiran yang
meripakan bagisn liduk terpisabilan dari Kesutusan ini.
Wali kKota Bukittinggi bersama Dewan Ferwekian Maloyat
Daerah  Kota Bukittinggi memndaklanjitr hasil evaloasi
deniwan melakukan penyemparnaan dan peonvesasean alas
lancangan leraturan Dgerah Kota  Dosotnonggl  tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Raneangan Persiuran Walh Koga
Bukittinggi  tenlang  Penjabaran Perobahan  Anggaran
Pendapatan dan Delanja Daerabh Tahur Anggaran 2025
heerdasarkan hag!l evaluas: paling lambat 7 (tujuh)] han
terhitung scjek diterimanys Kepurnedan Gubernut inid.

Dalam hal hasil evalaes tidak dittndaxzlanmti olell Wali Kota
Bukittingm dan Dewan Preravakillan Rakwal Dagrabh Kola
Bukittinggd, can Weli Keta  Bulattinggi  menetapkan
Rancanpan  Petalurar Daerva’y Ko Bukitiingpl teotang
Pertbahan Anggaran l'cndapatan dan Beianga Dacvah Tabnan
Angparan 2023 menjaili Poraturan Daerah dan Bancangan
Peraturatt Wali kKota Buttinesr  lentang Penjobaran
Perabahan Angearan Pencdapatan dac Belanja Daerah Tahun
Anposran 2023 menjadi Peralurene Wall Kota, Guberour
mengustlkan  kepada Menteri Dalam  Negen sclanjatova
danter! Dalam  Negeri mengusulban  kepada Mender
¥eusngan  untuk  melakukan  penundaan dan/atao
oemolongan dJdana Transfer omurn sesual dengan ketentuan
Deraturan perundang-undangan,

Wali Kotz Bukictinggl menyampsikan komball Rancangan
Peraturan Dacrah Wali Kotz Dukiltingg tentang 'crubahan
aupgaran Pendapatan dar Belanja Luaerah Tahun Angearan
2025 dan Ranceapgan Perasuran Walo Kot Bulkotineg]
tenzang Penjubaran Porutmban Anggarsn Pendapatan dan
Belanie Daerah Takun Anggarsn 2023 yang telah dilakulkan
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penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan  hasil
evaluasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

Wali Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
menjadi Peraturan Daerah kota Bukittinggli tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah Tahun
Angparan 2025 dan menetapkan Rancangan Peraturan Wali
Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
menjadi Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Oktober 2025

GUBE SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Inspekiur Provinsi Sumatera Barat di Padang;

3. Wali Kota Bukittinggi;

4. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.



LANMPIRAM

KEPUTUSAN GUBERENUR SUMATERS BARAT
NOMOE Q00 - B2 - 2025

TANGGAL 22 OKTOBER 2025

TENTANL

EVALUASI RANCANMGAN PERATURAN DAERAH
KATA BUKITTINGGL TENTANDG PERUBAHAN
ANGGARAN  PENDAPATAN TIAN  BLRLANIA
DAERAH TAHUN  ANGGATAN 2025 DAN
RAMNCANGAN  PERATURAN WALl  KOTA
BUKTTTINGGT TENTANG FENJABARAN
FERUBAHAN ANGGARAN PENTIAPATAN Tial
BELAN.JA DAERAH TAHUN AMGCARAT 2025

HASIL EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BURKITTINGGI

TENTANG PERUVEBAHAN ANCGGARAN PLNDAPATAN DAN BELAMNJA DAEMKAH TARHLN

1

LI

ANGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALT KOTA TIUKITTING(Y]

TRENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAMN [N BELANIA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

TLULITIAN EVALUALS]

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kola Bukittmggl enlang  Peralzdan
Anggaran Pendapatan dan Belgnja Dacrah [(AFBIM Tahun Anggaran 2025 dan
Rascangan Perasuran Wali Roty Bukittinggs tentang Penjabaran Ferubahan APBLD
Tabun Anewsaran 2023 uneek mesagcjl kesesuajan Kancangan Peraturan Dacrah
Kora Bakittinegl tentang l'crubahan APBD Tabue Angperan 2025 dan Ravcangan
Peraturant Wali Kota Bukittinggi :entang Perjabaran Ferabahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan ruang Lingkp:

a. keleniuan peraldran perundang-undangan vang lebih vngal

b kepentingsil umum;

£. Peruhahan Rencenes Kerja Demeringil Daeran [FRKFR|, Eebgakan Umom
Perubahinn AFBD {femabahan KUA] dan Perubwbhan Poworilas Plafon Anggaran
Sementara [PPRAS), Keranwka Ekoroani Makre dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
IKEM FFKFI: dan

f. Rencana Pembangunan Jenpgka Menengah Deergh (RPJAD),

schegaimana maksud Pasal 3141 Undang Undang Nome: 23 Tahun 2014 cntang
Pemerinrahan Daerak, Pasal 180 arat 4 Peraturas Pemeriatah Nomer 12 Tabhun
2010 temang engelelaan Heuangan Dacrgh, can Pasa. 7 Peracuran Pemerintah
Yomaor 1 Talwn 2024 wentang Hermomiansi Kebjjakan Fislkal Nasional.

FAakMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Fasa, 243 ayat (1] dar Pasal 314 avat [1] Undang-Undang Normor 23
Tabun 2014 wentang Pemeriniabizan Daerah sebagaimana ielah divkah beberapa kel
teraihit elengan Undanp-Undang Nomer & Tahun 2023 {entang  Penelapsn
Peralurar. Pemerincah Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjedi Undanp-Undany, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Taxun 2019 tentang Pengeloinon Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2} Peraturan
Mendert Dalam Mepen Nomnor 13 Tahnn 2024 eniang Pedoman Pemyasinan
Angparan Pendapatan dan Belunja Daerah Tahun Anpgaran 2025

Sequbungan dengan kal tersebol, lecbadan Rancargon Peraturan Naerah Kors
Bukbllopal tentang Perubahan APRT: Tahun Anpparan 2025 sebapai salu kesalien
vanp terdirl atgs permidapaian, belanja dan pembiavaan harus mendapar evaluass
Livhernur sebelumn dilerapkan Bupati Wal kota, melipall



A Fokus kebgskan pembangunan dacrah Keta Bukitbingg Tahoe 2025,

1. Proyveksi Pertuwmbuhan Ekansori
Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahum 20235 schesar 5,299,

2, 'roveksi Tingkat Penganggucan Teriuka
Proveks tinghkat poogangguran terbuka pada zahun 2623 sebesar 4, 7%

A, Prowyeksn Kemikdinman
Proyelst penduduls sk pacda tahun 2025 sebesar 3,99%

4. Prowehes Girng Rasio
Thenvcks ginn rasio pada talan 2025 sebuesac (0,246%,.

Sebiubungan dengan hal terzetml, Pemeriniah Kot Bukitlinggd berfokus pada
prioritas pemangunan yvang tesb dietapkan dalam Perobahan HKPLDY Tahun
2025 serta dddak dilakuvkan berdasarkan perlimbangan  pemnecrataan antar
perangkut dasran atau berdosatkan alokasi anpparan pade tahun angpearan
sebelurnr, a dan jugs raemfokaskan pencapaan target polavanas publik dengas
menganpeargan progratm, Tegiatan dan sabh kegiatet vang moenjadi kewenangan
daerah untuk peneapalan saseran pombongunan berdasarkan skala procilas
dan #ebuuhan dacrah yvang bDerorientase pada pernenuhan kcbhburohan urusan
prmenintahan waih dan belanja mandatory spending serfa pemenahan targe
Slandar  Pelayanan Mmima.  [5PM), lanpa harues menganggarckan  scluruh
program, Kegiatan dan sub kepulan vang menjadi kewenangan dacrah serta
mentnjang pencapaiatt 17 [Lujuh lelasy Program Priocilas dan dan pencapaian &
[dolapanf misi atan Asla Cita sesuaf dengan kewecatpan an perstoran
perundang-undangan.

B, Pondapatan Thacrah

Pefidapalan darrah adalah sclurub penenmaan daerah berupo nang vang masuk
ke dalazn reketunp Xad dmuam dacrah dan menambah clwitas dana lnocar secta
merupakan hak pemerintab daerab dalam @ [sam) tabun angearan vang lidak
perla dinayvar kembaly olel  dasraly, Sefipgpa peondapatan daerah vang
dhangeaskan dalam APRDY cnerupakan perkirasn veng terokur secara rasional
yang dupatl dicapal unfuk setiap sumber pendapatan Jan roermiliki kepastinn
serta sesual dengan ketenfan nersiuran perindang-undangan,

Selanjutoya, untuk mengukour tinghia. polens! sendapzlan duerah Pemerintah
Kota Bukittinggl, di bawah i lerlampir iren #lokas’ can realisasi pendapatan
taerah Peroennlah koly Hukitlinggs selama 2 itiga) tahan dad Tahun Angpatan
2023 sampan denpan Tohun Anggaran 2025 schagmimana Tabel. 1 zebagai
berikut:
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Eordusarxan tabel i oo, Pemerintoh Kota Buxittinggl harus mermperhatikan
antara lain:

[. tcningkatan I'engelolaan Pojak Daerah
Pemenntat Kota Gukitingn dapal melakukan aosialisas den cdukasi kepada
masyarasal toitang kewajtban pajak serta meningliotkon sistem pemenpatan
pajak uniuk  moemimmalksn kebocoran  dan peningkatan kepatuohan
poembayaran pajok oleh masyarakat.

2. Oprimalisaz Pendapaten Ash Daerah [FAD)
bMenggall polens sumber dawa alam dan sektor ekonomi loknd, sepert
pariwigata, perranian, dan perikanan secla peringhaian layansn publikc vy
sifatnys. berbayar sebagne salah sata upava dalam peninghatan penenmaan
bagl Pemenniah Kota Bukiatingg vang bersumber dori relribusi.

A Pengembangan [hirastoakbos
Membangun dar memperbaiki  inlrastrukior daelam rangks menduakong
pettumbabhan ckonomi, scperti jalan, transportasi, dan fasilitas urnwm serin
meningkatkan aksesibililas dasral nnruk menarnk investor dan wisatawsn.

4. Kernasama dan Kemutraan
Menjalin kemittaan dengan askior awasta vk invealsal dalam provek:
provok  pombangunan Can jupa mongegall potonsi kerd sama dongan
pemerintall pusal ataa pemerintah daerah lain cntuk herbap sumoct daya
don progetabuan,

o, Inovas dan Digilalisast schagal bentuk Pemasaran FPotensi Daesral
Monertapkan teknuoloep irdosmasi unbale nempermudah proses adminisorasi,
termnasubk perpajakan dan perizinan setta nembangn atal menyisplan
platfuortn dipital umok mempromesikan ceoanggealan daerah dan potensi
daerab sarta mengikuts pameran dan kegiatan promesi yang berlojusn uestak
MEonAn T TSk,

f. Peninplatan Kualites Sumber Daya Manusia
menyrdiakan pelatihan dan pendidikan unmk meninglathen keterampilan
tenaga keja lokeal] serta mendorong kewirausaliaan don pengembangan uzahia
mukro, kecil, dun menengab (UKW E

T. Penpawasan dan Akunlabiiitas
Meningkatkan rranspsransi dalam  pengelclasn keuangsn daerab unlub
membmnpun keoercavasn mascaralot dan m{rm'.r:apk:i,n.nlstem audit vong
efelkufl untuk memastikan pengsunaan dana yvang efextil, efisizo, ransparan
clan akuo i atwel.

Belana Dasrah

FBelanta darrsh mergpakan pengeluaran yang dipergunakan  sebagsi wujud
urisan  publixz baltk uresaze wejib o dan orosan pilihace vang dikelola oleh
pemerintah  daeran yang  elall  ditecapkar  berdasarkan  undang-undanp.
Selanjuloya, penpelvsran deerab pang dialekasiloan seeara tepat yang diperhukan
oleh masyarakat akan memunculkan perkebangan yang positif dalam upeaya
prrungkal=n bagl kesejahteraan rakorst .

Branputnva, uniuk mengukur belanja dacrabh Pemenntalh Kota Bukittingm
dibrgwah il teriamplr tren alokasl can realisasi belarga dacrab Pemenicrah Kota
Rukittingg aelama 3 [figa) rtabhun dad Tahur Anggaran 2023 sampal doengan
Tahun Angearan 2025 schagamana Tabel, 2 schaga: berikooat:
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Berdasarkan tebel di alas, Pemoerintzh Kota Sukittinggl harus memperhalikan
antara lain:

I Perencanaan Amggatan vang Tepat
Memasokon hahwo belazja daeralh disusun berdesarkan prnotitas kebatahan
sepertl infrastrufkiur, keschatom, pendidikan, dar pregra=sn pemboerdayaan
masyaralear relaluy snalisis kebatuban vang lebth baik  yvang  dapat
memasrikan kebutuhan anpgarannyi schingga tepat sasarmn.

2. Anggaran Berbasis Kinerja
Perierapan snggaran berhasis kinema momangkinkas:  permerintab dasrah
nuluk mengevaluasi hasil dan dampek dean sellap kegiatan alau program
yang ibiayw, schingga dapat meningkatkan cfckcivitas belanja.

3. Penpuatan Sisten Pengendalian Iniernal

Pemerintah Kote Bukittingg perlu memperkuat pengawasan untuk merncepah
pernyalabgunaan angearan alau pemborosan anlasa lain melalo pemanfaatan
teknoleyl nforinass untgk mernoniter jalannya prograun secara reul-time serla
mengnplimalkan peran nspekicrat Daeral dengan melibaigan lembags andit
eksternal seperti BPK [Badan Pemenksa Kouangon) untulk melakuzen audit
secara nlin guna memastikan bahwa belanja deereb dilakukan secars
transparat dan akuntabel,

4. LOmuammeant dan K-Procurament
Panpuatan implementast plasform egoresmment dan e-procuremant untuk
pengadaan barang/jasa capal mengurangl potens’ korupsi, meningkatkan
transparans, dan memastikan bahwa proses pengadaan mclalul platfoom e-
guecrament dan & procuremert lelnh efekif dan efisien.

2> Moriwoerng dan Evaluas: Program
Melakuken momlerrg dan evalunsi guna merpgesabhni apakal peogram,
kepiatan dan sub Kegiaban vang dianegarkon dalam AFBD sesuai dengan
ourput yang direncanakan dan rmembenkar macfast bagh masyarakat vang
selanguloys aken digunakan wuntuk perbalkan anggaran sesta proprum,
Eeginnin dian sub kegiatan peda takun anggaran benboutnva,

. Pembiayaas Daera™

Mengubkur pemziayaan dacrah rang efelmif adalah suam largkah penting wntuk
rmuenilal seberapa elektil jumlah dan pengpunean alokasi angearan yang tersedia
wntuk mendubung pembanpunan dan kessjahrerann masyazalat di dacrah,
Pembiayaan daerab vang efekuf juga dapat diihel dar berbagai dimensi, anlaca
lai= efisiensi, perierataan, transnaransd, dan akumiahilicas pengsuanasn ANEZAran.

Jelanjutnya, untuk mengukar pembiayvaan daerabh Peinerintabh KEnia Bukitonegl
Cibawah i terlamnpir fren slokass dan realizas: pombiayaan daerass Permerintah
Kota Buidttinggi selama 3 (t7ga) tahan dari Tabkun Anggaran 2023 sampai dengan
Tatiun Angparac 2025 sehapaimana Tabel. 3 sebagal bherikad;
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Berdasarkan tabe! di atas, Pemerintah Kola Bukiflingg harus memperhatikan
anlaca lain:

i. Efisicnsi Pengaunaan Anggaran
Menganaliz:s perbandingan antars belanja Caersh dengan hasi yvang
dicapal, scpert pembangunan infrastruktur atau penimglatan kaalitas
pelayanan publik. Delanis vang tidak cisien memanjulkkan pemborosan.

2 PBiarc pcr Layanan FPublik
Menpukar berapa blays yang dikeluarkan untuk menyvediakan laysuan
publik dasar scpeni keschatan, pendidikan, dan infrasirukior. Semakin
rendaly biays per layanan dengan hasil vang optimal, semakin efigien
pombiayaan terseoue,

3. Evaluasi Kmera Program
Mengubkur dampek dan program yang didanai deogan anggaran dacrah,
Setiap propram haas dievalvasi dard sisr eutpi! dan ouicome untuk
memastikan bahwa anpggaran vang dikeluarkan -meoghasilbst marfaat
rang sebanding,

E. Tahdapan dan jadwal pooyusunan APBD

Rancanpan Peraluran Dacrah Kota Bukittinggi teneang Perubshan APHD
Tahun Anggaran 20325 dan Raocangan Perafuran Wali Kewa Bukiltinggi
tentang Pomiabaran Perubslhian APBD Tahun Anpgaran 2025, disampalkan
kepada Menteri Dalam MWepern rdengsn tahapan padweal enyosunen AFPBDO
sebapgaimana Tabel, 4, sebagai berilkut:

Talbe]. =
Tahapan dan adwal Proses Penyusunan Perabahan APBED
o Peaclapat ! Persendjuan o za:
. Mo Lralsn — - - - Heterangan
NraLLr Tanggal
1 Penyumpasic Bancangan - ' T T T
Peauschan ks dac Bancanigaa
'+ Perusenan PRAS ol '"C"'"'S'E""Bu U fAnE L K f 2025 Louka02s | medine i
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| Petunahan APBD TA 2025 : Anggaran berakchir:
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=il Penetapan / Persetuiuan ! Sural |
No. Uraian = i Keterangan
Momior Tanggal |
7 | Penyampalan Rancangan - |
Peraturan Decrah tentang .
UM ko o 3 Seprember E-:impadémnmw Fﬂh?ﬂg
Rancangan Persturan Kepala 910/ 7T41/BK.03 /3025 lem at
Dasrah tentang Penjsbaran / f 2025 | metelah tnnggal
Perubahan APBD kepada porsetujusn  Rancangan
Chubernur uniuk dievaluas; | Perda APELY

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
sudah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penvusunan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Bab ILA.1.d. Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor @ Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk selanjutnya
harus terus berkomitmen mempertahankan kepatuhan dan konsistensi pada
setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD dan/ateu Perubahan
APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Dacrah
Kota Bukittinggi tentang APBD dan/atau Perubahan APBD setiap tahunnya,
scbagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomar 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penyvusunan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan  kebijakan
pemerintah pusat guna mendukung pencapalan 17 (tujuh belas) Program
Prioritas dan pencapaian 8 [delapan) misi atau Asta Cita sesuai
kewenangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesual kemampuan keuangan
daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan
kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi vang
inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan:

3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian
target pelayanan publik sesumi kewenangan Pemerintah Daerah dan
kemampuan pendapatan daerah; dan

4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran
belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang
sesual target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan,

sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

HIL. BINKRONISAS] KEBLIAKAN PUSAT DAN DAERAH.
A. Dulungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nagional Tahun 2025,
L. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi Stunting.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting [pendek
dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan
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funder weight) prda anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus)
pada anak balita Rpl0S5.778.710.905,00 atau #2,90% dari total belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rpl27.585975.778.00,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman Peraturan
Pregiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,
butir 5.2.14.a.Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 /4890 /SJ tanggal
24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran vang antara lain tercantum pada:
a. Dinas Kesehatan, pada Sub Kegiatan

1} Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar
Rp26.271.212.228,- atau 50,40% dan total anggaran pencegahan
Stunting

2} Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Giz  Masyarakat sebesar
Rpl.155.787.500,- atau 2,22% dari total anggaran pencegahan
Stunting.

b. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Pengendalian Penduduk dan KB pada Sub Kematan Pendampingan
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon
PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar
237,600,000,- atau 34,86% dari total anggaran pencegahan Stunting

diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih
besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-
masing sub kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting di
dacrah,

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan
sub kegmatan sesual dengan target capaian Kinerja vang diharapkan dari
sub kegiatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan
stunting apabila ditinjau dar aspek indikator, tolok ukur, dan target
kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat [3) dan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

2. Alokas Anggaran Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan
pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga
pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi scria
stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
agar mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi secara memadai dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
efektivitas, elsiensi, kepatutan dan kewsjaran penggunagn anggaran
sesual maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 dan pemutakhirannyva.
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Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam
Hancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam
pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai
kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem.

Penvechaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
dianggarkan Rp72.051.461.276,00 atau 9,19% dan toial belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daecrah Kota Bulkittinggi tentang Perubahan
APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan
butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2024,

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:
a. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, pada sub Kegiatan: :

1) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta
Desain dan Teknologi sebesar Rp3..122.765.700,00 dimana
terdapat Belanja Perjalanan Dinas biasa sebesar Rp.33.000.000,00
dan Belanja Perjalanan Dinas Pakel Meelting Dalam Kota sebesar
REpll17.745.000.00 dengan jumlah belanja Perjalanan Dinas sebesar
Rp147.745,000,00 atan 14,33% dari total anggaran kegiatan.

2] Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bag
Pencari Kerja berdasarkan  Klaster Kompetensi sebesar
Rp345.510.124,00,- dimana terdapal Belanja Perjalanan Dinas
biasa sebesar Rp.14.580.000,00 dan Belanja Pegalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota sebesar RpE0.600.000,00 dengan jumlah
belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp95.180.000,00 atau 27,54%
dari total angparan kegiatan,

diindikasikan memiliki proporsi alokas: anggaran belanja penunjang letah
besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-
masing sub kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ckstrem di
daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
penunjang guna mendulung capaian target kinerna program, kegatan dan
sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari
sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dar aspek indikator, tolok ukur,
dan target kinerja kematan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3} dan
Pagal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat.

Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagal program pricritas
nasional, Pemenntah Dacreh Kota Bukittingg harus mengalokasikan
dulkungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 vang menjadi kewenangan
sesual dengan kemampuan keuangan dacrah. Dalam hal alokasi anggaran
Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah wyang
mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kota Bulattings wajib
mengalokasikan anggaran Kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025
sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud bubir 5.3.2.d
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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3. Dulkungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

Penyediaan alokasl anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota

Bukittinggi tentang APBD Tahun 2025 guna mendukung program

pembangunan 3 (tiga] juta rumah per tahun untuk Masvarakat

Berpenghasilan Rendah [MBR), antara lain:

a, Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat
dan lengkap {tuna wisma);

b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan kawasan
permulaman di dacrah scbagai acuan seluruh stakeholder,

¢. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permubliman di
daerah termasuk penerapan hunian berimbang;

d. Mempercepat proses perizinan [PBG, SLF, KKPR);

e. Mengalokasikan dana dan/atau biava pembangunan untuk mendukung
terwujudnya perumahan bagi MBR,;

f. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan;

Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah;

Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan uatilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o m

6. Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa
Dukungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggs tentang APBD Tahun 2025 dalam
mewijudkan swasembada pangan sesual dengan kewenangan di daerah
antara lain mendorong dalam upava peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusta di bidang pertanian.
Selanjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di  daerah,
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi juga melakukan pengawasan dan
pengendalian harga pangan di daerah, antara lain:
g, Memastikan ketersediaan dan keterjanghkauan pangan;
b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;

. Momforing harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar,
sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar
Rpl159.894,.104.948 00 atau 42 ,34% dari total Belanja Barang dan Jasa
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan
APBDD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi angearan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Menengah, sebhagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor
2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/8.] dan
Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februar 2022 tentang Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemenntah Dacrah Kota Bukittmgm harus mempertahankan
secara lerus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran
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Penggunazan Produk Dalam Negerl dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Menengah sekurang-kurangnyva 40% (empat puluh persen) dari total
Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukiitinggi tentang Perubshan
APBD Tahun Anpggaran 2025 sebagaimana amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 5.2.5.5.5).a).(1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 2024,

. Sinkronisasi dan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota
Bukittinggi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025,

Sinkromisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah
pusat berfujuan memastikan elektivitas pembangunan di daerah dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional, dengan melakukan smergli perencanaan program kerja tahunan
antara pemernntah pusat, Pemerinlah Daerah, dan antar pemerintah
dacrah melalul Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah (REP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. RKP dimaksud merupakan wupaya dalam menjaga
kesinambungan  pembangunan terencana dan  sistematis | serta
menyelesaikan isu  permasalahan masing-masing maupun seluruh
komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagal sumber daya vang
tersedia secara optimal, eflisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,

Tema RKP tahun 2025 adalah *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan” yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga
kesinambungan pembangunan aerta mengakomodasi atau
memprioritaskan program-program presiden terpilih. Untuk menciptakan
fondasi vang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta
untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetaplan
prioritas nasional sebagai berikut:

a. Memperkokoh Ideolog Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM],

b. Memantapkan Sistem Pertahanan Heamanan Negara dan Mendorong
Eemandirian Bangsa melaluil Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

¢. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas, Mendorong Rewirausahaan, Mengembangkan
Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra
Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains
Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestssi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda [Generas: Milenial
dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeni.

f. Membanpgun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan,

g. Memperkuat Reformas: Politik, Hukuam, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi
dan Penyeludupan.

h. Memperkuat Penyelarasan HKehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapal Masyarakat yang Adil dan Makmur.
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Borkattan  dengan  hal  tersebyr, dubgngas alpkes angearan  dalam
Rancangan Peraturan Daerabh Kote Bukillnggi tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 werhadap Kohijakan Prioritas Petnbanpunan Nasional
Tahun 2025 yang tercastum dalarn Peraturan Presiden Nomor 1049 Tahun
2Ud4 tentang Hencana Kerga Pemornntah Tahun 20085 2an Pematuren
Mentesi Dalatn Negeri Nomor 13 Tahan 2024, Pooritas dasionad Tahun
2Udo scbagaimana tabel di bawoh ini:

Tabel =
Alokaszt Anggacran unluk Sinkronisas Kebyakan emoennicah
Fota Bukittintest dengan Prieritas Pembangunan Nasinnal
_Tahurn 2025

. Rasin |
NENYL =
LITR Phertas NFoasional K- A PBL 2005 Tl."l.'ll'L.'l.\,"l.:I_]'_I
RR Bz
Dacrah

S ——

A7AIFTA4T T4 G g

L Memperlkakah  [declogn  Pancesilia,  Denobresi, den
Husk Awisi Wanuwa 1140,

2 Memanlapkan Swslirm Pedahanan Keamanan Semars
dan Moradoievnsg Kemmsndinan Boegsa oelalu:

B . I e o PR o L™

Henmembads Pangan. Energl. Aur, Ekoromi Svsriab,
C Lkonomi Digrtial, Exnpnam: [Tijag, dai Ekoenomi Ding

L ]

Molanjpulkan Pergembanget  Inicdsiraklar dan
Menmpkatkin  Llapanpan Eegie rvang Bercualiles,
Metddorang, Kewizavnsahaan, Menwessbaugsca: dosin
Kreasif serla Mengemba-ghan agromarisit Indualn &
.. . Semra Produgs Melwu Peren Akl Koperasi
-1 ‘l.ﬂrm]'lrrl-r.:mt I-"r-.m'nargunan Aanmber Da:..'a Manusia
120M|, faizs Teknolag, Pendidiican, kKeschztan,
Freslos: Clahvega. hestlazoan fomde., socla AREIFARNE1S 18, &0
Pemgiecan  Peran Prrempean, Peonaca  [Wkemcras
fruleninl dun Creserard ¥ don Penvandang Dosicklifng

HAGERTTR2SS A A0

5 MeLwrijuikan Thlimsisi dan Mergemzanglkeagn I-dusiA
B nakia Huraber Dava Alam ounlek Mezingkaikan U520 3.5 [ .50k 1,39%%
Hnoom Tamiouh di Dalam Yepen

[ Mrmbsnpun  rled desa dan dad bawsh wncuk
Peetoitbohan Erenan, escranas Sxocorrn, dan 3245 45H. 5% 0,315,
Pemberariasar kemiskinan

? Momiped K1or Heloemaza Pohtike Bakem,  aan
Birokrasi.  Acrta Mempoihoal  Poocepaiorn . dao
Femmherariasar  Rorgpsi,  Markobn,  Joedi dan
Penyulacdupan -

48T #1135 446055 Bl S0

4 /]

Myempericugs Penvelarezan Retidupan vang Harmonig
dengan Lickydngu,  Alame dan Budaya,  serla
Peningrelan Toleransl Antarurman Beragems ciouk
Mencapin Mazxeasakal vang Sl clan Makoar

I TAGER, 538 s

i
i
Junmalah Alokas] Avggarat dalam R-APED I TR 075 366,945 100, i %
Total Bclanja fmerah | 782.978.356.545

9,

Sinkromizasi Kebijokan Fiskal Pemerntah Kola  Bukidinpgi denpa=
Bebsijakan Elkunomi Maxrg Jan Pokol-Polkek Kebialkan Priskal [KEM PPEE]
Mezjonal T=rhonp 2025

Selain REP, Pemenotah jugs menyusun Kerangka Elkonomi Makro dan
Fakok-Mokok Kebijakan Fiska [REM PFPKF] Tahun Angsaran 2025 vang
memberbkan desain aras kehjakan makro dan Bskal scbaganl salah satu
acdan  bagi pemeriitah dasrah delamn penyusunen APSETY Ta. 2025,
Penyclarasan dengan KEM 1PPREFE dapacr neningkatkan  sinergisitas
krbijakan [ikal nasinnal.

Bebgokan Fiskoel 2025 disrahkan oniuk mmewugudkaot vai Indoenesia Emas
2045 dengan kondisn APEN vanpg sehal dan diselatuskan derpgan dukunpan
dari  pemerintall daerah melahi APBD untuk  mencapal arpet
prmbxnpunen . yang  lelah o ddilelaplesn deogan menegemnabloan arah
kebajakan nasional ke dalem straeun kewilavaban, Belerapa perangkat
lahyjakar teiah distapkan untuk mendokung pengedlan sinecpr skl
tersebnal antara lam melal penvusunan KA PPET Remonal, Penpelolaan
Risiko Fixkal Daerah, Pembangonan Indexs Begrooal Well-bey, dace
Sinergi Bagan Akin Standar.
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Tvma KEM FPPEF TA 2025 adalah “Akseteraos: Percambubhoan Ekonomi yanp
nklusif dan Berkelmnutan”, Untuk mempercepat aksclerasy transiormast
chonoml makra dalam jangha menengah pemetictah uga mendocong
peagaatan kualitas sumber daya manusia, pembanganan infrastmakiar,
dan peningkatan wilal tambah sumber dava manusia.

Birategpl janpka peradek diperlakan untobl nencapal vist Ineconssia blaju
2045 melalul akseleras pertumbohan ebonomi, penguacan Well-being, dan
konvergensl antar daerall, Unilgk mendakung akseleras) periumbuhan
ckonoemt dkaerak, Peroda ditiaraphan terus menmgleatlan belunja prodoekal
melalii peningkatan belanja modal dangatan Delania infrasimkiar untuk
mendukung oksclerssi pembanpunin dan melikeukan efisicnsi helonjo
operasional,  Selwn e, dalam menyasun kebiadkan pendapatan,
ootimahizas. PAD perly dilaloghksn yrtamenya melalal perbaikan administras
perpajalian daerah dan lerms melakokon penggalian poatensi.

Scianpuarnya,  uantuk  aspek pempuatan Well-heing dilskolkan melalog
kebpakar  Transler Ke Daerak  [TED)  vang asimetns dengan
memperirmnpangkun kebuluhan dan baraklenstik setiap Pemde dan
pengudtan terhadap easmarking TKD dan Pajak Daerabh dan Retribosi
Diactan [PORDY serca penguatan evaliasi terhadap pemenuban mandatory
spending agar dapad mendukung peringxatan periumbuban ekonom.

Adopun, untuk aspck konvergensi docroh, diharapkan Pomerintai Hota
Buluttings dapal medsuvkan penpglatan kerjasatms antar daerab sshutipga
dapat ‘=bih teclibat da‘am  permoenuahan global supply chan  melalui
pesngemnbangan sentra ekonomi bama. Selain 1tu, dengan progembangan
dessa mandin diharapkan dapat chih mempercepar proses komvergensi
antar dacral.

Berkaitan denpan bal tersebol, oersandingan bBeselarssan anlars tarpen
Kinerja Ekonomi bMakro Dasrah Kota Bukirtinge: dengan Target Kmerja
Ekonom: Mabkro Provizs dan Nagoooal disajikan pada Tabel di Daosab ine:

Tabrel 0
Keselarasan Hazil Persandingan Kerangha Ekonomi Ma<ro
Pemoriniah Koty Bukittingm denean ¥erangka Ekonomi Makro Provinsi
dan Nasional Tahun 2025

1T Torar T
I-LHI'!_J,I".I nrlt-lgk: I Tanrt Kerne gk Pzl Eermnigen ':IEH;I.'R:.II
1 ! [ olkATE Fea u r ﬁL:: . bl Tz Walro Ehulivdal Wik ::Hl:::ll
| Ya ! '_' A FoCIRk Al Rubrhola s Ralr %Xr.a “ula . Kr:
| . k- am Woukreo [ SRTTIN] R E T . : N koAb kiln .
; WEM -k ek | P00 FRER Pl BLA-
- . Tulun AL R EA T b BT e
Al 1"
1 L Tocou: 125 i
HE) A | I 1a} . 14 T
- R T PO C e i e ammfers s mmmiman e mam
L[ e etk e -5 505 .34 528 i
I Fhivrann %] o _ L .
Tioman™ Frotgadgma S EREE < vy a7y a3 i SeHines
| a Fazi [ BN O AT N h2rd VAR RINETRTE
I . . T — -
Irpd: ke Frerrnimcipa v ' = . oL
] Hlan e o W] aruarEs
! Manu=m 1M1
| Timpgan- Krrighira - _— Titul
! AR i EATF a4 1. '
: [ I ! . " i FSlpiew
r Ferigropnze F o §0FE
) Kl .

10.8inxronieasi daan Daiungan Kebijokar Pernbangunan Peroetintoen #ofe
Bukittinggi dengan Kebwjrkan FPembangunan Provins: Samalera Datatl
Tahuo 2025,

Dalarr dokiumen pendubung Rancangay  Peraoaran Pasrsh lenwang
Perubaahan APBI Tahun Angparen 20205, Pemerintah kot Buki-tinggi telah
menvatakan culungan alokns angearan belangs daeral wntuk memdakung
7 [tujuh] oricntas pembangunan Proviest Sumatera Barat Tahun 2025,
sebagal benbmt:



Tabel 7
Alphas Angraren untuxs Sinkromsast Kebijakan Pemenntas Kota Bukottinggi
dengan Prioritas Fembangunan Provins Sumatera Garar Tehun 2025

_____ EENLETR (STE
.. N . lanur Terhadag
ko Priarizas Provirk AL an 225 Relanja
N L .
Memngkatkan Kugl tzs Sember Dave Manmma varg ) -
1 Sehat MNerpenge kb, Teramnpi' & Oerdava Raing 146 191.805.219 . 18,45
Meringkaaban F-1 6] ke et s p EAIERE |
2 kemasrarakaran beodasan Kan falsalal Al e S2.051 A3 563 R L)
Hrara - Svara' dassndi Kivahnl-h '
4 Ml:lrl.:lrlg.ki'lﬂ'i.-"'l.l1 ..r|:|I.'~|.|_ Gannisin cien |1r\-::|:!uhIiEI.".:-i Ry .1'.':-,: 0,37
| PeTLanure, perkrounen, petemnkan daz prrikanar
H . k- IR I — -
o !'-’Jcr_-_ﬂjgkra-ﬂ-.an FEHE e RRATRAN dan ndusori b 4 EES SHO | a7
kecitfmeemengat srea rlennnmi el s S, bl
ek . TR Y T T
; Morwnphathan chooean: zacanl dan besdaya Swo L% 600 GOy as Ly
ik Lo IC Ll T
: Muimngkittkim  cumilsrgurnadn Inicesicnkbar . risng op- I
. I : Fiang, . AL HE n
barhezdidan dan hethelazkemiz A AL RS &, 42 :
1 - o —]
i Mrvrzjudkan  1ata kepla wearvartireali i datn H .
7 pecaviatan pablik sang hersik, akumeal=al sera RO TR TRV ud ]
Leapheokanlcbis ! :
Jumlih Alckens]l Acggerun delam R-PAFPBLD . TRILBTS.366.945 100,00
Toval Batatije Daerah i T3 BT3, 306,945 :

Berdasarkan RKP Tahnuo 20905 dan KEM PPKF TA, 2025 dan Perubahan
HKFL I'rovinsi Sumatera Barar Tahun 2025, Pemerintoh Kota Bukittingai
agar moemingkatkan sinergl Gan peonrclarasan chijakan pemerintah dasrah
denpgan pemerintah misat, puna mendukune pencapaian visi dan migi
Proeawden dan Wakil Presaden meladul arahan utama Presuden dan prioritas
pemtianpasan ndsonal  dalam rangka mendukuog sasarman atama
porgembangan wilygyan Provings Sumslera Hamal pada tahun 2025
schapaimana diamanatkan dalam l'crataran Presiden Nomor 109 Tahun
2024 melipuii:

1. Mempercepat pertutt:buahan egonomi wilavah Suratera Harat sebesar
4695 53 5,19 %,

2, Menurmnnya tinglot kemiskinan wilavah Sumatera Barat sebesar A4,50%:
&d 0.14%; dan

3. Menurunnya tingkat pengangguaran terbuka wilavah Sumatera Baral
sebesar 3,37% =.d, 3,787,

4, Meningkatkan kuwalizas indeks Modal Mavusia (IMM] oenjad. sebesar
Q5T

oo Menurunboan Besio Gind memads 0,270 4-0,277%9,

H. Atokazi Anpgaran [Dalam Rancangsn Peraturan Dacrah Kota Bukitonggl
tentarig Perubaan APDD Tahun Angraran 2025 Terhadap Kebijakan Priositas
Femerm-ah Daerah Kova Bukallinggi Tahue 2025,

Dalam Rancangan Poraturan Daesah Kota DBuakitboggsi tentanp Perubabhan
APBD Tahun Angearan 2025, Pemerintabh Daerab Kota Bokittimgg  telahb
menpalokasikan anggaran belonja daerah Serdasoarkan Prieritas Baerah Tahun
2025 schapaimana Tabel schagai benkut:
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Tabel &
Aleleas Angearan Femenntah Dacrah kota Bukittingsl Berdasarkan Prioritas
Daerah Tanun 2025

Jumilgh Foreanan 'IeE:;:::u-.:-
Pai1 v i ateas Lo -t g 3005 Lo
prene Mo
| Teerzh 1%
L. Henrighislan e hﬂril.|l:_'|.'l1il.r.l ’ L R 11
20 neagkatae Yeboor Denadidikan 194 545 327 5374 LU s
"3, | Peningkatan Sektor Kesehatds dan Ll n 1V L3505 AT RAD 2152
B T e ST PR JU A S i
H. h-.n...lplh:.:l.:.. wupiriwislinn,  Hen Thadawie  cam LA T T RG 2 il i
- DMALnagic ;
E0 0 P nghotan Tols ke lols Pemen-lafun AR 1US 356, 18 b (e S
TR Pengemuangan S biersasvanakalan dan . .
Pemlm-anzasan Kemiskinen B TALE, T ket
T 7. | lvngembasgar Behtos 'ertaaea 235 3LEdRT | L5
Jumblah Alokes] Anggeran dalam AFED B55.87H,. B56.571 14T, v X
""""" T “Total Belanja Daxrab  B55.578.856,571 | B

Berdasarkan  rabel sebagaomana o wales, Permenntah Doaerah Kota Koto
Bulkitfingg carus menyelarssken alokas anpgpassn calam Perabahan APBL
Tahun Angrarat 2025 dengoan Prorfas Permbanpoonan Daeran herdasass<an
Perubahan REFD  Kota Bukittingpi Tahun 2025, dan  menglpayasar
konsiztens: pada tahapan selatjutnya dengan dokumen vanag tercantum dalam
SIPD BRI

Pendacann Urusan Pemetintahan Daescsb vang ditetapgan sesuan dengan
ketentuan peraturan prandasg-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalekasixzan belanja unsuk metndansas wasoan
pemerintaban daerah yang besarsnnya  telah ditetapkan  sesusi dongan
ketentuan peraturan perundang undangan. schagaimana dmamanatkan dalan:
Pasul 50 ayal {1} Peraluras Pemerindah Nomee 12 Tahoo 2019,

Penyedisan anggaran dalam Hancangan Peraluran Lacrah Kota Bulottingg
tenilang Perobahan APBD Tahun Anpgparan 2025, vang oesacannya lelsh
diteiapkan sesualr denpan kelentusn peraturan perundang-undangan
fmandarery spoending), sebngai herikoat:

1. Alokas Anggaran Uniuk Mungs Perididikan.

Penyedizan aupparsse untuk fuogst penclidican semula sebesar
Epl02 441,570,399, 00 borkurang scbesar Bpl297. 019,238,000 atow (0.1 5%
menjadi sehesar REpl2d 1445510014000 atau 25 78% dan total helanja
darrah drlam Bancangan Peraluran Dacrabh Kola Duolkiltingg leniang
Prruhahan APRI: Tahun Angparan 2025, vang antara lain fercantam pada;

a. Sub Kemalan Pombatgunen Sarane, Prasacana doan THiuas Sckolab
arbwiar Kp7. 100 GO0 A00;

b Bub Kegiatan Peoyedingn Pendedik lan Tenspas Kependidilan: ey
Satuuan Mendidibkan Sckolah Dasar schesar Bp L5.057.450,000,00;

2. Bub Repiakan Pengadoan Alat Prakiek Jdan Peraga Peserta Didik selosar
Hpl 077,144 900,00,

. Sub Kemalan Penyeodiaan Pendidik dan Teaapa Bependidikes  bam
Satuan PAUT sebeaat Rpd 251 661 4384 00

e, Yub Kegiatan Pernyediaan lendidik dan Tenaga Kependidikan bam
Sl am Pendiclikan Sokolah Mericngah Frrrama sehosar
Ep3 043 330 345,00,
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f. Bub Kematan Pengelolaan Dana BOS Seckolah Menengah Pertama
schesar Rp7.216,460.000,00;

g. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan PAUD sebesar Rp4.251.661.484 00,
h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD sebesar Rp2,267.480.000,00;

. Sub Kegatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten [Kota sebesarRp505.191.620,00,

j- Bub Kegiatan BSosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan
Pendidikan Dasar dan Masyarakatl sebesar Rp33.808.000,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan selkurang
kurangnva 20% (dua puluh persen) dan total belanja daerah sebagaimana
maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagammana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikandan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittingsi harus mempertahankan
secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran
untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen| dari
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
tentang Perubahan APBD Tahun Angegaran 2025 secbapaimana maksud
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat
(1] Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang
diprioritaskan penggunasnnya untuk peningkatan kualitas dan akses
bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di
Kota Bukittinggl dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok
sesuai sub kegiatannya,

Penetapan besaran standar satusn  harga untuk  tenagas  pendidik
berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota/ Walikota
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alpkas: anggaran untuk
fungsi pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja
sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiren Klagifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Buldttingg tentang Perubahan APED
Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Hpl72.228.540.976,00 bertambal
sehesar Rp28.480.980.563.00 menjadi sebesar Rp200.709.521.539,00 atau
25.72% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau
transfer Kepada Daerah danjfatan Desa dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
yvang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
sebesar Rp7. 100.600.600;
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b, Bub Kegislan Peningkatan Pelayanan dan Akses Aaswvarakal lerhadep
AMuscum sebesar BPL.290.045 420,00,

. Bub  Kegisian  Peninpkatan  3istern  Drainase  Perkolaan  sehesar
Gl 34d 57 900, 00;

d. Sulr  Hegistan  Pembangaonan, Pematlaatar. Pelestarian  odan
Pumnbiorighksran Bangunan (educy unhak Kepenringan Stratcgis Dacrah
kabupalen/Kota sebesar Rp9O5. 532 300 00,

€. LHub Kematan Permclihataan Tieckala Jalan seheaar Rpl?, 533,951,498 00,

. Sub Kopiaran Pemeliharaan Rutin Jaian schesar Rpl, L1876, 900,00,

g Sul Kepilatan Perbaikan Pumalbr Tidak Layak Huni amiwk Pencegohan
Tumbuh dan Berkembangnys Pormuakiman Kumuf G Lanr Kosasan

Permmukiman Kumuh dengan Luas d) Bawah 1O {Sepoluh) Bla sebesup
Bp2 15060027 000,00,

h., Sub Kepgiatan Peayediaasn Prasarana, Ssrans, dan Utilitas Umam di
Peruumiabian Lk Metivarjang Furipai Huriian sEDERAr
Rprd 1. 0664 12,9498 (M

i Bul Kegiotom  Pengeiolaan  Roang Tesboka  Hlac {RTH]  sehesar
B 043 0 LA 500, THY;

j- Sub HKematan Penangatian sampab melahn pespangkotan scebesar
Bple 3822397 38,00

Beium memenauak! alokas angeacan uniul Detasogs Infrasioeklar Pelavaman

Puslik paling rendah 40% (empat puluh peesen) dan tetal belaga dacrah di

luar belanja bagi bhazml danfatau transfer Kepada Daerah dandatao Desw

dalam Hanocaopsn Peraluran Drirah Kota Bulattingg: tentane APET Tahun

2005,

Unlak itn, Pemerintah Dasrah Kola Bukittinggn hars aoengd payakan

pemecuhan alokss anppatan Belacys  Infrastiraktor Pelavanan Publik

pabing rendaly 408 [smpat paiul persent dari total Bedarnja daerah di luar

Fielrnya THag Elasl dan fatan Transbker Kepacda Dacrah danfaaa Desa dalam

Ra~cargan Peraturan Doerah Kota Bukittings entang APBD Taihun 2025

pAaling larna 5 (lireat fahare wrbilung sejak thelang-Tndeog NMomor 1 Tahoo

2022 diundangkan, sebagaimana maksad Pasal 147 Undang-Undang

Mormn | Taban 2022 dan balir 5013 Lampiran Peratoran Menien Dalam

Negerl Nomer 13 Tahun 2024,

Fenyesugion  porsi Delanja  inlrastrukiur pelavanan publik  lersebul
dilabkulcat secara berrabap denpan berpedotman pada kKlasrerisasi sesga
ketcntuan  peraturan peruncane-undangsn  dengean mempenimbunpglkan
rrumal areh aembangunan infrastrolaur casional vang tercantum dalam
o poribangiuanan jEngks moenengat, koncisi snicastrakiur dacrah dun
kapasitas fiskal deerah, sebagaimana maksud burir 51,31 Lampiran
Prraturan Menten Lalarm Negen Momor 15 Taboge 2024,

Helatgutitra, dari aspek toknis ponganggaran. alokasi anggoran untuld
belanjs intrasinukiur pelavanan publhik harus dialihkan ke dalam nincsan
ohick bBelanja schagaimana maksad Kepulusan Menten Dalam Megen
Bormerr HE0C1.TR.5-3406 Tatun 2024,

. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawal

Penvediaan anggaran Bolanja Pepawnd Ep375,3092, 042 139,69 aran 47, 88%
dar total belanja dacrah delam Hancangan Peraturan Dacrah Kota
Bukittinggi ontang Perubahan APBLD Tahun Angparan 20025,

Selemyuinya, penyediaan anggeron belanja pegawal o luar tambaban
proghasilan gum, tunjangan khusus gor, tonjengan profesi guara dan
tinjangan sejenis lainnys vang bersumber daen TED vang telah ditentukan
peaggunoannya Bpddd 3k 75 840 atau 43,72% dan total belanja dacrak
dalam Rancangan Peraturen Dacrab Kota Bukittiongg fatiang Perooahan
APRT Tahun Anggaran 2025,
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Alokazl anpparan tersebut belum memenuhl ketentuan zalokasi helanja
prEawai, diluzr tambahan penpghasilan guru, tunjangen khusus gur,
tunjangan profes: pury dun tunjangan scjenis lainnya yang berswnber dari
TR vang telah ditentukan penppunaantya paling tinggi 304 [tiea ouluh
persen] dam 1otal belanja dacrzh.

Unmik itu, Vemermrah Dasrah Kota Bukittinggli hacis rmempershan-
kan/mengupayalan  sceara toras mencrus dan konsisten dadasn
menpalokasikan anggaran Delanja pegawal dillac 1ambahan peoghaslan
gy, tumjangan kKhuasas puru, muaygangan profesi guru dan runjangan
sejeriis lamewa vang  boersumber  dan THLY yang  lelah ditentukan
pengeunadnnya, paling e 30% lea pulub perses] dar letad belapja
dacrah dalam Fancanga— Peraluran Dacran Kota Bukillnggl tentang
Perubaran AFBD Tahon Anpgaran 2025 secerd bertobap dalam wakta 5
{limna) tahun sesak diterbitkannya Undang-Tndang Normor 1 Taban 2023,
schagaimana maxsud fasal _946 Undang-Uncdang Nomor 1 Tahun 2022,
butir 3,227 dan butir 3.4.1. 0 c Lamoiman Peraluran Menter Dalam Negeri

MNamor 15 Tahuan 2024,

coAokast Anpparsan Belangs vang Beregmber doan Pendapatan Pajak Daerch
dan Eetribuis Daerah (FORDY] vang htentaloan Penggunaannes

Sesul dara pendukcang vang disampaikan Femerina™ kota Suldctinggg
mrergalokasikan belanja dacrah dan Pendapatan P’ejak Daeraz Don
Rotribuzi  Dmeran  (PDEDYM  yong  Ditentnkan  Penggunadanova dalarn
Rancangan Perubaban APHL Tehan Anggarzn 2005 scbagsi berikut:

4. Alokasi Brlanja dan Cpsen Pajak Kendaraan Bermoior yang ditentukan
Prespgprunanigea

Penvediaan alokasi belanjo  yang  Dersumber dari Opsen Pajak
Kendarsan Bermesor yanyg ditensukan Pengpuananoya sebesar
Bp3.141. 50047700 atas 21 .08% darm target pendapazan Opsen pajak
Kenduraan Bermotor sehesar Bp 14,555 556G, 770,00

pada sub kegatan antaca luin schagal secilout:

11 Pelanja Permmelinvarasn JJalac dan Jdembedan-dembaian-Tembatan
pada Jalan Kola selesar Rp225 7aa 477 00,

2) Belanya Perneliharaan Jalan dan Jembaltan Jalass Jalan Kota sebesar
Rp&sE 400 000,030

Sudah sesuaf dengon ketenluan dinana Pemerintah Kela Bukibtingsen
wallh menganegarakenn schesar 109 hasl penenmaan Pondasatan
Opacn PEKO uniuk pembangunan den/alpo pemelibacraan jalen acria
peningkatan moda sarana ransportas: wmun sebagaamana cimaksuad
dalamn Koepulusan Menter keuangan Momor 220KM 72024 1enlang
Perandaan [incmn Belanja Dacrab Dan Hasil Peccerimaan Pagak Dasrah
Tang Telah Nilentukan Ponggunaannys ntuk Evaluasi Pememahan
Belanja Wanb dalarm APBD don Latnpican Peratuean Menter: Dadoao
negerl Nonwr 15 tzhun 2024 tenitang Pedoman Penyusunan Perubahan
AFBTY Tahun Angparan 2023

L. Alokasi Helanja dem Pajak Barang dan Jasa Tecionsu |(PBJIT| Tenaga
Listrik vang ditentukan Pehgpuinannye.

Ponyetliaan aiokayl belama yang bersurmber dan Pajak Sarang dan .Jasa
Terientu (PBIT] Tenaga Iistrik yvang ditentukan Penggunannya sebesar
Bphé 305 000 Q00 00 =tan EO0O0%  dan rsreet pendapaian Palak
EBEarang dam Jaza Terent (PRIT] Tenaga Tistnk aebesar
Rpt 205000 Qo .

Antara lain pada.
li Sub  Kegioran Penyediaan  Perlengkapon  Jalan di Jalan
Kabupaten /Rota sebesar R 700, (O 00, G
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21 3ub Keglatan Penyediaan Prasarana, Sarana, doan Tdinas Umam
Perumahan  unmk  Menwnjang Fungsi Huzien  sebesar
Rpd 059 5602 998,00, dan

3 Sub Keginlan Fehabilitazi dan Pemelinarsan Perlenghapan JJalan
sebesar Kpd (104,065 200,00; dan

4 dan Sub kegatan Penvediaan Jasa Komunikas, Sumber Dava fur
dan Listrik sebezar BpdCo GO 00 GO,

Sudah sesuad denpgan ketentuan dimaena Pemerintah Kola Bulatlinggt
wrjilr mengangpsrakan sebesar 10% kasil peperdmaan Pajsk Barsng dan
Jasa Tertenta [MBJT] Tenapa Listrik unink peovediaan penecangann
fAlaz umume melipett peryeediaan den pemelibarean inflrastmokiur
penetangatl jalan umnn serta pernbayaran biays alas konsumnst lensgs
listnk untuk penerangan jalan wnuem sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menlert keuangsn Momuopr 22 KM Y2029 Lenlang
Perandaan Fician Belamja Daerabl Duare Hasll Periermaan Paisk Daengh
Yone Telah Ditentukan Penpgpunaonnyva Unluk BEvaluasi Pemenuhkan
Belanja Wapb daam AFBHD dan Lampicsn Perstutan Menter Dadam
negari Nomer 15 talan 2034 (entang Pedoman Penyusunan Perubahan
APEL Tahun Anpparan 20235,

Alpkast  Belanjs dust Prgk Ain Tacah [PAT] yazg  diteatukan
Penggananiya.

Froyoediapn alokasi belanjo yone bersumber dari Pajok Airr Tonah (FAT)
vanp ditentukan Pengounannva scbesar Rp100940.000,00 atau 14.28%
dari targe: pendopnian Pajol Air Tanah |PAT) =ebesar Epf3 000 000,00
peda sub kcgstan  locngclolann Wuang Terbaka Hiau  sebesar
RplO G40 GO0, 00

Budah zesual congan kotentuan ditnang Pemcrintan Kota Bukittingg
wijllh  mmengangearakan o seoesac 10% nasl penenimeaan Pajsk A
Tanshuntuk pencegahan, penanggulangar dan pemulihan pencematan
dan/alay kerusakan lngkungan hidup dalam daesrsh ksb/kota vang
Lerdampas  erlisdap  kualilas dan kosolilas aoc tenabe,  eoclipotdi:
penanaman pehon; pembuatan lubang atau sumur rezapan; pelestarian
butan atsu pepehocnan dan penpelolasn imbah sebagaimans dimakesond
dalamt Eeouwtusan Menoerl kevangsn Notoer 22/ 85MO7F /2024 1entang
Fenandaan Rincian Belanja Thacrab Than Hasil Penererraan Pajak Db
Yaty; Telsh Ditentukan Penypuooasnovas Uotck Evaloasi Peieguhan
Brtanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
negerl Nomor 12 lenun 2024 enlung Pedoman Penvusunan Perubahsn
APHD Tahun Anmjpparan 2005

Alpkast Fclunja dart Pajak Rokok vang ditentukan Pengguna-nya

Penyediaan alokasi Belanja vang Dersomber dari Pajak BEokok vang
dizeniukan Penggunannys sebesar RpF 4200058 250000 e 60,7 5%
dan targs pendapalan Pajak Rokok sebesar BEpl2 228 7EO.606,00 pada
Sub Kegiaran Ponaelolaan Jaminan Kozenatan Masyarakat sebosar
Hp7. 429 05825000,

Spdah memenuhi bketontuan dimana Pemenniah Kota Dubitingga
waylh menganggarasan sebesar MG dan tarect Pendapatan Pajak
Bokok dimdana 79% poraimva (gtan 37,0%) untuk pembiayasan jaminan
socliaz melalui BRIS dan 23% (atau 12,5%] sisanva untule Penepukon
Hukum, sebapaimans dimaksod dalam Kocputosan Me-ten keuangan
Momor 23 /KM.7 2024 tentang Penamdaan Bincian Guelanga Daccah Dari
Hasl Peneritmaan Pajak Dacralk Yang Tclah Diteitukan Pongganaannya
Untuk Evaluaasi Pemenabizs Belaoyga Wigilh ralaps APBD Tan Lamguran
Puraturan  Moeolernn Dalam Negert Bomor 150 rahun 2024 tentang
Pedoman Penyusiunan Perubahan APBED Taliun Anggaran 20235
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). Pendansyan pelaksenasn Urusan Pemerintahan Wayib teckait Pelayanan Dazar
dalam rangka perienuban 5P

Penyediasn alokasi angparnn dalom Eancanpgan Peraturan Dacrab Eora
Bukithinggl tentang Perubahan APBL Tahun Anggaran 200250, untuk
pemenuban SPM sebagzimana diatur dalam Perataran Pemerintah Nomor 2
Tauhun 2018 tenteng Starclar Felayanan Minimal, setwgni berilon

1.

a g

SPAM Bidang Penrdidikan

Adokast angparan untuk befanja SPM Bidanp Pendidikan somoala schesar
Hop2 7. 820, 164.982.00  berkurang  sebesar Rpld Qb3 720157000 alau
[13.33%) menjadi schesar Bp13 861,428 525,00 atau 1049% dari towal
Bebarga Urusan Pemennichon Bidang Pendidikksn Kpl 79814, 956,718, 00,

Ankasi anggaran anitk befanja SPM lemicbel dialokasikan wniuk lavanan
dasar Bidang Pendidikan kewenangan Kabupaten Kola sebagai berikui:

a. Anpka  Farusiposi Sekolab,  dianpgpacken semola Aachesar
Epd4. 9o 346,000,000 bertambah schesar Hpl 860143643500 atau
A7 AR menjadi sebesar Rph 822 689 655,00

h. Literasi dan M-amrrasi, CiAngearkan sernula sehogar
Epll 296 029,882 00 perlurang schesar Bpdl LLIS2.09T 732 00) atan
{20855 menyad) schesar RplQ 40,6087, L0,

¢. Kekhususan PALL, digneearken semuala zebesar Rp 117 3,680,000, 60
bertambah schesar Bp 13,200,000,00 ataw 1,12% memjach scbesar
Rpl, 187,189 900,00,

Harus diprioritazkan dan ditingiatkan pengalokasian anppa-anuya uatuk

moementthl incikator pencapaian SPM Pendidiban uniuk Kabapaten fKola

gestal makand Peralutan Peterintlab Notnor 2 Tahuon 2018 Peraturan

Menter: Dalam Negeri Nomor 59 Taban 2021 tentang Penerapan Staondar

Pelavanan Mimmas, dan Peraruran Menrerd Pendidikem can Kebudavaan,

Rigcr dan Teknologn Momor 32 Tahuan 2022 teotang Standar Trk-is

Pulayanan Mitureal Peodidhkan, vang tertin dan:

11 100% warga negarn usia >0 tahun yang berpartisipasi dalam
Pondidikean Anale 1sia Mhins,

2 L00% warga nepara usia 7-1% lahun vang berparlisipast dakam
pendidican dasar,

g1 J00%warga newara usia T- 18 tanun yvang belurn menvelesalloan
pefdidican  daser dan menencgah yans  berpastisipasi datam
pendicdilan kesalarasn.

HPM Eeachatan

Alvassi  angparan ouluk belanga 5PM Kesehatan weiola sebesar
Rp693.2141 800,00 betliurany scbosar Rpi34.GT8.723 00] ataw  [5.03%
menjadi achesar HpbhSH, 230 077,00 atauw (,78% dan total belama Unasan
Pemrenintahan Ducany Kesehalan sebesar RpAd. 704107 590,040

Aoz sl afpparan antuk belanja SPM letsebut dialokasitan unik lavanan
dusar Bidang Kesehatas kewenangan Kabupaten fKota sclwgaa berifouat:

4. Pelavanan Beschatan 1ba Hamil te1ap sebesar Bplal. 294, 000.00;

b, Peoelelaan Pelayoanan Kesehatan Tha Bersalin seangla oseleszaor
Epd5.562.000.00 berkurang sebesar REp|23.521.000,00] araw {51 63%)
men)adi sebesar Rpdd O G500 O,

¢, Pengeiclagn Pelavanan Keashatars Bayi Barue Lohir tetap sebesar
Epl9Q. 708 200 00,

d. Peagelolaan Pefayasnan Eesehatan Balita tetap sebesar Hpl4. 141 4000400;

¢, Pengelelaan Peloyvanan keschatan peda Usia Pendidikan Dasar telap
asehesar Hpld44, 920, 000,00;
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[ PFongcololaan Ielavanan Kesehatan pada Usin Produktif somuln selesas
Rpb 262 000,00 beciambabh schesar Epl 02130000 atau 16,31%
menjadl scbhesar Rp7.283.500,00;

g. Pengelolaan Pelavaan keschatan pada Usio Lanfut tetep seboesar
Rplo sa 000 00,

h. Mengelolaan Pelaysnan Kesehalan Penderita Hiperensi serotla sebesar
Fp 6636600000 scrramball gsebesar Bp10021 27700 ataa L3.10%
moenjadi sehezar RpTo 287277

1. Pengelolann Pelayanan Keachatan Penderita Disheles Melilus detap
schesar Rpd. 300 000,040,

J- Pengeiclaan Pelayanan Kesehatan Orang denpan Ganppusn Jiwa Beral
etap scbesar RpA7 6 i5.600,00;

k. Penpelolaan Prlavanan Kesshatan Orang Terduga Tuberkulosis teloap
sebesar )77 1.465.000,04,

L. Pengelnlaan Pelayanan Heschalan Orang dengan Risdke Tesinfeksi HIV
gemilla scbesar RplO3.775 000,00 berkurang schesar Rp(22, 500, 000_00)
Aalau [21,08%) menjadi sebesar Rp& 1 27353 Q0000

oo ditingkatkan alokasi anggarannya dan digunakan unluk Pelayvanan
yang bersdal peonpkatanipromoif  dan pencegahangpreventil  serrs
memenulil mutn pelavanan seliap jenis layanan dasar pado SPM Bidang
tweachatan, Zchagaimana maksud Peraturan Pemerrmiah Nomor 2 Takun
2018, Peraturan Menteo Dalam Neged Momor 59 Taban 2021, dan
Peraturan Merter: Kesehatan Koo 4 Tahun 2019 rentzng Staqdar Teknis
Pemenuban Muta Pelayanon Dasar Pado Standar Pelavanan  Minimad
Bidang Eesehatan untuk metremuhi indikator pencapaian S Kesshata-
unluk KalbupaienflKota yang terdicl dari:

1] 10U% ikw hamil yang mendapalkan layacan kesehatlan,

21 100% iba bersalin yang mendapatkan layanan kesehazan;

31 100%: bewyd e lahic yang mendapatkan lavanan keschatan,

4] LO0%: Balita yang mendapatkan lavenan kesehatgn;

S T00% wargs negata usia pendidikan dasare vang mendasatkan
lazranan kesehatan;

b 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan  lavanan

keschatan:

r LU0 warga negara us:a lanjut vang mendapaikan layaner keselnen.

gy 100N warga negaca penderila hipertenst yang mendapatkan [&yonoan
kesetiatarn,

9 1007 warga negara penderiia dm@betes wellitus yacg mesridzpatkan
layanan kegiechetan;

TIHTIHFA wazga cegata dengan gangguan Jiwa berab vang tenayaoni
kceschazan,

L1 100%: wargz negara lerdugs luberculosis yang mendapatkan layanan
keschatan;

12] 198 warga negara dengan risike terinfeksi virus vang melerrahla
thala tahan lubah manusia [Homen Immunodeficieneyr Vimisy yang
mendapatkan lavanan kesehatan.

3. 53PM Peketjaan Umum dan Prnataan Buang

Alokasi anggaran untuk belanja 3P Pekogfaan Untum semola sebesae
Rip1 022,146 Z00,00 bockurang, solasar Rof331 520,300,000 atau {32435
mejadi sebesar RpS, 5049 960,232 .30 atau 15.17%  dan wwwal belanga
LUmezan Pemerintahan Bidang Pekerjann Umum dan Penataan RKuang
HpZ 1 810,504, 652,00
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Alosasi anggaran untuk belanja SPM Llersebud dislokasikan unok layanan
dazar Beidang Fekepgaan Umwen dan Penatsan  Ruang kewenangan
Kabuparen/ Koto, sebagai be-llnn.:

b

Pengelolamn dan Pengermbanpan Sistem Ponyediaan Alr Mimuam [SPAM)

di [Jacrah Kabupaten /Kota pada sub kegiatan:

Il Penyusunan Rencang, Kebiakan, Soategi dan Teknis  Sistem
Penvediaan A Minum [SPAM] semula sebesar Rp 34A80937600,00
berkurang scocsar Rpl235.000.000.001 ataw (BT ,35% 1menjadi
sebesar Rpl (3,937 600, 00;

2) Peruasan  Sistemn Penyedisan Air Mmum [SPAM)  Jacnggao
Ferpipaar samula  tidak  csneesrasn menjadi sebesar
Rpa7, 324, 200,00

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 30 Lombaly Dommestilk dalam

Daecrah Kabupaten/ Kota pada sul keplatan:

1] Pembianpuran lnstalasi Pengolahan Doampar Tinga (IPLT) semula
sebesar Kp229.b14,400,00  berkurang sebezar Rpd0 00000004
atau [12,02%) menjadh scbesar Rp219.614 300,00:

2| Penyvusuttan Rencana, Kebijakan, Sicaegi dan Teknis Sistemn
Pengelokian  Air Limbah  Domestik (SPALD) scmula  achesar
Fpd423.504 800 00 berkuraneg scocsar Fpll 33 850 800,001 araa
1L B0%) e sebesar Rpd 89,724,000, 00,

agar dJdidngkatkan alokas angerarannyn untulk memenuhl  mutn
polayanan sctiap joms lbvanan dasar pada SPM Bideng Pekegaan Umum
darn Penalvan Ruang. Sehagaimana maksud Perataran Peimerintah Mecoor
2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dala-n Negeri Nomor 5% Tabhun 2021,
dan beraturan Menten Prkeraan Umom dan Porumaban Ralopat Momor
29/PRT/ MR lenlang Standar Teknizs Standwr Pelayanan Miniooal
Pekerjpan Umum dan Penatasan Buasng untuk memenuhl  indikator
pencapaian  SPM Bidahp Pekedjaan Umvm dan Penat@an Buang
kewenangan Kabupatlen/Kota yang terdivi dart:

1| 100¥ warga negara yang mompereieh kebulnhan pokok air minum

sehari-har.

A 100%, warga negara yang memperoleh layanan penpgelabian air limteah

demne sl

4, 5PM Perumahan Bualovat dan Kawasw Pemusiman

Aluleast anpparsn untuk belanga SPM Bidang Perumahsan Rakvat semula
sebesar Rpd 0 300 000,00 bectargbab sebesar Hpl. 300, 100,00 artau 3,70%
menjadi sebesar Rpd.b00 536 600,00 atau 32,10% dar dar ol belanja
Urusan Pemernlahan EBidang Merumaban dan Kawasan Permukinman
Rpds 999, 900,00 Alokaxi  angearan ontuk belanja 3P tersebot
dialokasikasn untuk nyvansmn dasar Bidang Perumeabiast RBakiyal dun Kawasan
Femukimean kewenangan kabupaton/ koeta schagad boerikur:

il.

Penvedinon dan rrhabkilitas? samah vang layak huns bepn korhan
JeneEna kabupatendkota, dianpgorkan  zemuala sebesar Rpd 00
ocrtamban monjadi 2chesar Bpdd, 299 000,00,

Fasilitasi penycediaan ruroah yang layak hond bagl masyarakat vang
terkena relokasi nrogram Pomerintah Dacrah Kabupaicn lota scnimla
dmngepar<an sebhesar Rp40.500.000,00, namuom dalarn Rancangan
Peraoahan  APBD  Ta, 2023 dikuwrangl angeoroan osebesor
Rpadd), SO0, 000,00 menjad R0, 00 atau tidak dianggarkan,
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agar difinghkatican walekssi angeporannya untul memconuhi o muta
pelayanan sctiap jonds loyaan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakeyit
dan Kawasan Pemnusiman, Sclanjulsya techadap layanan dasar pada poin
angka b tersebut di atas, vang belum ada anggarannya, maks Pemerinoah
Kota Bukitungzl wafih mengediakan aickasi anggaran vang memada:
biagl petatzangan ayanan dasor terscbur, sebagaimana maksud PeratUrec
Femerintah horoor 2 Tahun 2ULE, Peraturan Menteri Dalam Kegen Nomear
o Tahun 2021, dan Perajuran Menterd Pekerjaan Urmum dan Perumihan
Brloyat Momor 29/PRT/M/ 2018 tentang Sandar Teknis Standar Pelavanan
Miniraal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang uniuk menenuhi indikaeor
petwapmian 3PM Bidang Porumaban Rakyal dan Kawassan Peoukiman
kewenangan Kalrupaten fKats yang terdin dari:

1 TO0 warga negara Kerhan bencana vang memperelels rumah layak
=umni;

2] L% warga negara Yang terkena reokasi alobat program poerednian
darrah Kabupaten/Kota vang memperalen fasilitas: penvedizan
uenah vang lavax huni,

SPM Tranrbumiinmas

Alekes anggatan untuk belanja 9P Bidang Trantitumlinmas  scmuls
zebezar [Kp2, 400675 300,00 berlambab schesar Rp 9606.803.100,00 atau
108,71 % menjadi sebesar Rp 3,367 TR 200,00 aian 2,98% dar dari wetal
belamjn  Urusan Pomerintahan  Bidang Tranttbumlinmas  sebesar
Ep3.i 955 605.891,00. alokasi anggaran untux belanga SPM teracbut
diatokasibkan unluk layanan dasar Bidang Tranobumlinmas kewenangan
Kabupaten/Kota sebagai berikat:

i, Pelaywnan ketentraman dan keterciban Urmum dianggarkan  sehesar
Rpdal, D1&8.000,00

b, Pelayanan informaesi rawan bencana dianggarkan sebesar Rp0,00 atau
tidak dianggarkan.

¢, Pelayanann  pencegabhan dass kesiapsiapzarn Aethadap hencana
thinnggackan sehesar RpSs? 3. 368,000,000,

tl. Pelayanan penyclamatan dan evalkuns <orban berncans  diznggarkan
Rp0, Q0 atau tidak disunggarkan,

e. Pelayanan penyelamatan dan rvakuas: korban kebakaran dianggarkan
schrosar Epl. 5440, 50l 400 043,

agar ditinglathan alokasi anpgarannya antek memenuhi muo pelayaan
selap jenis layanan dasar pada EPM Bidang Trantiburnlinmas. Selanjutnyn
lethadan layanan dasar pada ol angks b dan angka d tersebul (i aras,
wang belarn alds anggerannysa, maka Pemenntah Kota Bukictingpd weajib
menyediakan alokasi noggaran yving memadal bag pelaksannan lavanan
dasar tersebut sebapaimana makeud Peraturan Pemneriolazh Nomor 2 Tahun
218, Peraturan blenien 12a.am Neger. Nomor 59 Tahun 20210, dan
Peratueran Menteri Dalam Mepges Nomoe 121 Tahan 2018 wentane Standar
Tebknis Muru Pelayvanan Dasar Sub Urusan Ketentrevman dan Keteniban
Lhnum di Provinsif Kabupaten/ Ketauntuk memenuhi indikator pencapaian
5PN Hidang Trantibumlinmas gewenanean kobupaten/Kota vang terdicl
gari:
L] 100% warga negara yong mempecnleh laysanan akihatl dan penegakan
hulcam perdr dan oerkada.
2] 100G werpgs nepdara vang memperplel lavandan informasl rawan
hencana.

3 liMbwarga negara yvang mempercieh  layanan  pencegahan dan
kesiapaiagaan terbadap bonoana
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4 t00%warga negara yang memperoleh lavanan  peoyslamatan dan
avalinag karban beneomnn,

Sl LDD%ewargs ncgara yang memoeroleh lavanan penyelamatan dan
evitkuas: knrben kebakaran.

&, SPW Sosial

Alokast  anggaran  untuk  helama 3PM Sosial o semula sebesar
RpfCl 785 200,00 berkurang sebesar Rpll131.184.700,00] atau {14,56%)
menjadi sebesar Rp7ad.600,500,00 atau 2,98% dari tota] belanja Urusan
Pemeruitahan  Bidang  Ketenleraman  dan Xetertiban  Umum sena
Ferlindungan Masyarakat Rp3l 935805 8%1,00. Alokasi angearan uniuk
beanja EFM iersebul dislokasikan untuk layanan dasar Bidang Sosial
kewenargan kabupaten/kota sebagai heriboat:
4. Rehzbilitast Seztal Dasac Penyandsng Disphilitas Terlantar, Anak
Terlanlar, Lanjut Usia Terlantar, serla Ciclandangan 'engemiz di Luaz
Fanu Soslal diangesrkan semula sebesar Rphd 1 361,500,060 berkurang
mieradl sebesar Bpddd 278, 300,00, |
b. Perbndungan dan jaminan sosial pads szal dan sciclah tanggap |
dasureat bencsna bagt korban  bencana  dacrah kabupaten/koa |
dignggarkan sermwula sehesar Rp259 523 700,00 berkurang menjadi
sehesar Rpl3a,322,000.00.

dagar ditingketkar alczasi anggarannya untuk momenuhi mutu
pelayanan setiap cenis  lavanan dasar pada SPM Bidang  Sosial,
schagaimana tmaksud Peraturen Pemerintah Nomor 2 Tabhuon 2018,
Feraturan Menterp Dalam Megeri Noemeor 5% Tahun 2021, dan Peratoran
Menteri Hosial Nomer @ Tohar 2018 tentang Stendar Toknis Pelavanan
Datar Pads Standar Pelavanan Minimal Bidarg Sosial ustale mmernesuhl
indikater pencapaian 2PM Bidarp Sosial kewenanean Kabupaten/Kota
vallg terdion dar;

1p 100%: warga negara penvandang disabilitas tetaciar mendapalkan
rehialnlilaw soxial daxar penyardpng disagilitas lelaniar di luar panii.

2 100% warga negara anak telunlar mendapatkan rehabiltosi sosial
dawar mnals telintar di luar ponti,

3 100Fa warga negara lanjut usia welantar mendapatkan mehabilitasi
seeial dazar lanil usia di Juar panti.

4] 10 warga negoarafgelindangan  dan pengemis mesdapetloan
rehatilitas somal dasar tuna sosias di luar panti.

I 1008 warga negara Korban bencana yang metmnpéroich perlndungan
dar JArrinan Sosal.

Beriaitan dengat Fol tersehil, alobkost anggaren pendoracn peleksanaan
Lresan Pemerintahan Waplk teriuil Pelayanan Donsar dalon Rarcergern
Peretairan Doeerah Koo Bulsmingeg tenfimy Perpbabian APRD Tahun Anggarnm
2025 dinilar beium cukup memadul dalam rangke pemensfien SBM, off mopee
rheeassift Bredeapenat Tevpezracary clasur gerreep Betinaen (farggarian -

. SPAM Bidong Perimohon Kakyel dan Kownosen Memakimen podo
Fositase pernigecdicen ek gereg lagisk Farms Doogn reepsprarcial gang
terkena rainkasi program Pemeriniah Daerah Kabupaten/ Kota,

2, EPM  Brdarg  Tranttbumdinmas  pado  Pelagsnan percegahan dlan
kestapsigroon lerhadap bencana pada;
1. Bofnygonor fformos! rawnn benoano; det
L Peduyurncer pernyefamatan don ediiuics korban tenoana |

Prtud itn, Pemrertndak Doergf Kol Bekittings wagfih menyedickan
aglokasi anggaran goang memodal doelom Rurcungoers Percfenrn Doenah
Fota Bukiltinggi tentang Perubohan APBD Tahun Anggaran 20235 dengun
rempriomicgskan perdanaan Umeon Pemerintahan Wajib tarkall peiaganan




dasar dalarl renghe pemenuhan SPM sebagatmang maksud Pasal 298 qyal
(1} Lrdang Undang Nomor 23 Tehun 2014 sebageimunu teigh dinbol
beberapa Kail lorahkir dengan Undang-Cadany Nomor & Tohun 2023 don
Pagol 49 Feraturun Pemerintab Nomror 12 Tabuas 2012

Apabiln Pemerintak Kotq Bukitfinggl tidak menyediakan alokosi
anggaroan uptuk selurvh layganon dasar terkait pemenukan Standar
Pelayanan Minimum (SPM), make untuk penerbitan romor register
Perda Ferubghan AFBD Tahun Anggoararn 2025 wafib menyampoikan
Surat Pernyntasr Hepaie Daerah perithal ketidaksanggupon
pemerintech daerah untuk mengediakon arggaran bogl layenan
dasar untuk pernenuhan SPM dimalesud.

E. Penyedhoan anpgoran dalum Rarncangan Peraturan Dacrah Kot Buokittingg
tenlang Perubahan APEBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranmcengan Peraturan
Waul Kolg Bulottingg tentang Penjabaran Pyrubaban APBD Tahuo Anggaran
2025 yang dileniukan edeh peraturan perandang undangan, sebagsd berikut:

1. Alokas Angparan uniuk Pengawasan.

Penyediaan  anpgeacen  dalam rangka penpuatan pembinsan dan
pengawazan pada epeRtoral Pemernlab Dacrah Keta Bukittingel adalah
sebegar BpQ 03T 66594500 atauw 1,15% dar total boianja dacrah dalam
Eamcangan Peraluran Doeerah Kota Bukitcnggl terlang APED Tabun 2025,
yang divraikan zebagai boriloat:

H. Alokosi belanja gaji dan tunjangan i luar 1171 pada SEPD Inspeklorad
Rpd.b0I 360 983,00 atoun 446% dari dotal belanja dacraly  dalatn
Rancargan Peralvuran Dacrah Hole Bukitiingel tenlang Perubahan
AI'BL Tuahun 2025,

b. Alokas: Dbelanja twnbmban penghasilan pegawai ASN pada SKPD
[nancktoral Rpd. 369,568,812 .00 atau 0.43% dan Luiwl belanja dasrah

Sehubungan dengan hal fersebul, penyedisan alckasi angzaran woluok
pengawasan pada SKPD Inspektorac i loar belanjs gaji dan 1unjangsn scrta
belanpa tarmbwhan penphaslan pegawai ASN Rp2.066.736. 150,00, aluu
0,20% dari otal belanja daerah dalan: Rancamgan Peratuyrzn Daerah Kota
Bukittinges temrang APRD Tahun 2035 sesand maksud budr 5.3.33.d
Lampirzn Perasuran Menteri Deuam Meperi Nomoc 15 Tahon 2024, vang
ArlArs lam ercaniom pedie

4. Sub  Kegatan Penpawasan  Kincrga  Peroenstabh Tlacrah scoesar
Rpti2. 494 S00,00,

b. SBub Kepatan Pergawasan  Heosngan Pemoernintah Daetall seicsac
RpEl, 270, 700.00:

C. 3ub Kepiatan Moenitorinog dan Evaluasi Tindak Lanjuat Has:| Pemerikssan
EPE Rl dun Tindsk Lanjut Hasil Pemerksaan APTP Rp24 037 500,00,

d. Sulb  Kegialan Peogawassan ddengan Tojuan Tertentu sebesar
Rp22.998,900,00;

e. Suh Kesiatan Pendampingan dan Asistensi Uruasan  Pemerinbabzg
Cra=ral selresar Rpl 14,2500 000,00

Belum memenuhi alokasi angearan dalam rangka penguatan pembinasn
dan penpgewasan pacda Inspektorast Pemerntah Lracrah Kota Bukdttingm
sekurang-kbarangsyva sebezar U,AUY% jnol koms. erysat priuk sembilan persen)
dari total belatjn doerai sesuai dengoaty Ketentuan pesaturen perundang-
undoripan,

Linruk ird, Pemeatintab Dasrah Keta Bukittmgn hangs menambah anggaran
untuk pengawasan dar menmupavakan secard terus menerus dan konsisien
dalam mcnegalekasikan  pemeonuhan  alokmasi  ongeorandalam rangks
penguatan  permbinaan dan pengewasar pada  nspekioral Pemerintah
Darrah Kota Bukittingai scelmracg- lurangnyva zesesor LW fsatu persen
dar totat betanja daerah tidak termasuk belanja paji, tunjangan, dan TPP
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AN pada SKPD Inspektorat, sebagaimane rmaksuc butir 5.2.33 Lampiran
Peraturan Menied Dalam Nepen ¥omor 15 Tahun 2024, vaite lerdapa:
selisih kurang sebesar Bpsd 383 001, 123,71

Selanjutnya,  =pablia Pemenntah  Hota  Bukillinggi  belum dapat
ruengalokasikie  anggeran  pengawasarn  sesaal congan  kewrnangannva
dengan jumlah minimal sesuai peraturan perundang- undangan make Wali
Kota wajib mempumpalkaan surat pernyaican Wali Keta perifal
keldabsanggupan  dan  bomitmen wntuk HieTgupaakennga Gl masa
mendatang dengan didukung sural permyataan Inspeictur Daerah e
menerangian bofeei alokast anggaran yung disedwkan dalnm Perubohon
APBL Tahun Anggaran 2004 ieluh menodbagn wnluk mendoriod kebumban
betarfa hagl  peleksanaan  program dan hegioton pembinaan den
pengaasan, melipusi.

a. kegiatan pengawasary, yaiti:

1] Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang
rmenjadi kewenangun dacrsh dilakukan dalam beniuk pemesntksaan
kelaalan  ierhadap  kelertuan  peraturan  perundang-  nndangan
rermiasuk  ketmatun  polaksanaan  NEPK vanp  ditctapkan  olehe
peflenin ah pusaldan/atau pemeriksa kinerja:

) Revin dokumen perencangan permbangunan dan rencana keuangsn
daerall melipun runeangan akhir ERKPO, raccangen akhic rencana kesja
Prranpkat Dacrab, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD:

3} Petnerinsaan Peogelolzan Heuangan Daeraly;
4] BEevin Laporan Keuangan;

2] Kymatan i‘ongawaean Lainnya melipnt Probity Audit, Beviu Laporan
Kinerja, Revit LPPD, Pemerksaan dengan -ujuan Lertenta, pengawssan
percncanaan dan pernganggaran yang berasis gender. pemernkssan
penpelosan euangan desa; dan

0l Penguatan  -ota kelola pemernntahan dan  Peningleatan  [nlepritas
meliplels,  pengendalian gratifikasi, Pelaksanasm  sumvel  perlaian
mitegritas, pelaksansan sesialisast dan kampanye antikorupsi kepada,
scluruh  clemen masyvarakat (legislatf,  chsckatif, apasar penegalk
bukur, masyvarakat wnurl, penilaian matedin pelakssnosan refnrmasi
burokrasy, asistensi pembanguean reformast birokras:, capoaioan alesi
penetpaban  korupst yang dikeordinasikan oleh  alratcg  nasional
pencegabiatn  korupsi,  canaian aker koordinasi dan o supervis
penccgahean korupsi  terintegrasi vang  Jhkoocdipaskan Koousi
Pembetantasan Koragps (KUK, opcrosionsdisasi sapu bersih pungitan
Lar, pemerksaan investigatil, findak lannll poranjian kenasama AT
dar eparat penegas hukum dalam penanganun laporan fpengaduan
masyarakat vang benndikam koclsips, monitoringdsn evaluasi lindak
lamjut hasl prmernksaan Bada: Pemerikse Keuangan (BUK) serta
tindak lanjin hasil pemeriksasn AL,

b. Penipgkatan kapabilitas APIP meliputt kapratalitas APIP level 3, maturitas
sistemn pengemncdalian internal pemerintah, penerapat matajemes risiko,
pEfaatan amdegritas dan annkorapsi,  pendidikan profesional
berzelanjutan melalus pendidikan ¢an pelatihan serta bimbmgan teknis
micimal 120 [seratus dua pululip o/ takun pee APIP,

C. HArANH AN Qrasarang pelgnwasan sepert laptop. alal peneouikur beton
dan lain linn;

Asbagaimang maksud butir 33,33 Lampiran Peraturan Meuled Dalum
Megeri Momnr 15 Tahun 2025,
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2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar
Rp8.565.789.963,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kota Bukittingg tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 20235, yang diuraikan ke dalam alokasi;

a. belanja pegawai sebesar pada SKPD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Daerah  sebesar
Rp4.1623.212,275,00 atau 0,53% dari total belanja daerah, dan:

b. belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawsian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp145.400.000,00 atay
0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Angparan 2025,

Schubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan
kompetensi penyelenggara pemerintah  daerah pada SKPD yang
menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan di
luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp4.258.177.688,00 atau
0,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bulkittinggi tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.2.3
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 135 Tahun 2024, yang
antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Dsersh, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp749.54%.500,00;

Sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi
ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah
Daerah, paling sedikit 0,i6% [nol koma enam belas persen] dari total
belanja dacrah, serta alokasi anggaran terscbut diluar belanja pegawai dan
belanja pemeliharaan pada SKPD wvang menyvelenggarakan unsur
periunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk
berbagai program pengembangan kempetensi dan uji kompetensi sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daersh Kota Bukittinggi harus mengupayakan
pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah
Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total
belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada
SKPD Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingsi tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.2.3
Lampiran Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

3. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB tetap sebesar Rp 53.701.590,00 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 20235,

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi amanat
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemecliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdavaan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi angparan tersebut
dinilas belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan
umat beragama di Kota Bukittinggi.




- 3 -

Uniuk iy, Pemerntalh Tiaerah Ko Bukitlingg hams terus
mengupayakan pemenuhan alekasi  sopgaran vsng  memmadsi puna
mendukung  oelaksanaar: Lugas Kepoln Daerah/Walgl Kepala Daerah
dala:n pemeliharaan kerukunan Ginal beragama, pemberdayvaan FEKUE dan
pendirian Rumal Thadah yvang diangaerkan pada peranpkat daceah Vang
melakbsenakan urdsan peroerintahan di bidang wesatuan banssa dan
politik coealus hikah sebagaimana muksad butic 5.3.1.a.3).d} Lampiran
Feraturan benteri Dalam Negenn Nomer 15 Tehun 2024 dan Surat Edaran
Menteri Thalam Negeri Noowr Q0370397 050 tangeal 25 November 2020
lentang, Penyedisan Anggaran Forum Kerubanan Umas Beragama Dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Eracrah.

4. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinesi Punpinan Dactah

[FOREOPINMIIA),
Penyediaan anggaren untuk priaksanaan PORWKOPIMDA Kabupatcn/Keta
sermiald sehesar RpE Tdd 372000 30 berkurang schegar

Rpd 149658 000, 00) atan 18,58%) menjadi sebesar Hpl.394,714.000 .00 |

rlane 0, 20%: dari total belanja dacrah dalam Rancangan Persiuran Daerah

kot Bulkitizge tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang
tercantiuen pada

1) Bub Kegiatan FPeabksanaan Koerdinasi i Nulang Heowaspadaan Deni.
ieda Samo Intelien, Pemantauan Orang Asing. Tenage Kegr Asing
dun Lembaga Azmg, Kewaspadaan Perbatasan antar Megara, Fasililasi
Kelembapapn Bidang Kewaspadaan | serta Penanganan Kondlik di
Diacrah sehesar Rp104,124,000.00.

b] Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitorog, Evaluasi dan Pelaporan di
Hidang Kewaspadaan THni, kerjesama Intelijen, Pemanlsuan Orang
Aamg, Tenaga Kena Asing dan Lembaga  Asing, Kewsazpadaan
Cerbatasan antar Nepara, Fasibtasl Kelembagaan Bidang Kewaspadaan.,
scria Penanganan Konllik di Baerah Scbesar Rp37 843.800.00.

¢} PMelaksanaan Forum Koordinas: Pmpinan Daerah Kabupalen; Kota
schesar Rp3l] 287 .200,00.

diangrarkan dalam Hancangan Peratwran Daeran Kala Bukitlingel tentang
Penabahan APED Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peninpgleatan
gfeklivitas FORKOCMMDA HKabmpaten/EKowa,  FORKOPIMLES  Kota,
FORROPIMMDA  Kotn, den Foewrn Koorchnasi Mmpinan di Kecamatan
sehagal  prlaksanann  uwruzan  pemerinlahsn umum yong  menjadi
kewenangan Presiden schagay kopala pemerineabhae dan dilaksanakan olch
Ciubernur, Bupaii/Wali Kota, dan Camat di wilaysh kerja masing masing
sebagaimany dismanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1% Pahun
20022 tentang Forum Koordinast Pmpinan di Deerah, das batir 5.3.1.a.43i.
Lampiran l'craturan Menteri Dalaem Negeei Nomoer 15 Tahun 2024,

3. Alukasi Angearan uanrik Timn Penggerak Pembordayvasn dan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK].

Pornvediaan anggaran untulk TE-PER semuly sebesar Hpy, 388,4556.9640 00

berkurang sebesar BplA35.951,940,001 atau #2.55%) menjadi schegar

RpY 136399 820,00 atay 17w dan wtal  belanja daerah  dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bulditingei tentang Perubahan ARFBD

Tabwim Anggaran 20235, dianggarkon antuk mendukusg pelaksanasn tugas

dan fungsi TP PEKK Kabupaten fKota melalui:

ay Upayva prrecpatan ocnurunar stuntikg melalai pendampingan keluares
demgan P'embenan Makanan Tambahan (PMT) vang dianggarkan pada
SEED yang secara Tungsional terkast deongan pononganan pelayanarn
sutial dasar.

bl Nukungas lerhadap upaya pembinaan karakter =cluarga melalui Pola
Asuhy Anak dan Femaja Ji Ees [Hgia! vang meliput. seninglkatan
kualiras keluarga sejahrera dar harmenis, keluarga berah narkoba,
kelaurgn anti trafficking, dan keluarga vang melindung. anak dard
kekerosan seksual,
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Mencorong upaya Geroakan Keluarga Indomesia dalam Peningkatan
Kualitas Mend’dizan dan Pengelolsan Ekonomi mnelalul peningkatan
kualitas 3DM, perunpkatan perckonomian berbasiz keluarga, serta
upaya peningkatar pencapaian kcluarga, kewirausahean rumahtlangga,
darn perkoperasian.

Mendoreng upayva penglalun ketahanan keinarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukohkan Halaman Asri, Terotur, ledah, dan Nyaman
demgan  mendayagunakan  lahan/  pekarangsn  dengan  tanaman
produkul dan bernila ekonomi tingei, melaloakan kampanye progran
diversifikas) pangar dan pemanfialan pangan lokal scbapai upsva
menpurangl angka stuniing, pencapajan pola pangan harapan dan
ATLINEES] TawRn pangan serin mendosong pengernbangan pamah schat
larvak haniftata laksenas rums=hlanggs.

Dukunipan ferhadsp upaya Gerakan Keluarga Sehal Tangpusp dan
Tangeuh Bencana melalni oeninglkatan pengelolaan poda Posyandu di
tingkat Desasxelnranan antara lain pengadsan alar keschatan dasar
seperil timbangsn digilol untuk ibufanak, Astropomets, Therrumeler,
insentil bagl Kader PR, Kader Dasawisma dan Kader Posvandu, serta
kegialan lam yvang herdampak langsung pada penarunan Anghs:
kemarian Bayi {AKB), anpky kematian b fibu hoamil), melahircan dan
nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejabilera [DEKEES),
PENINERaAlan perdn serta masyarakat daam mewagjudkan kKeluarga
rang tanggap dan  langguh bencana  comehtangges,  peninghainm
prransetla  mnasyAarakat untgk mengembangkan Kegiatan kesehatan
dasar keiuarga dan Keluerpa Berencens unluk iercapainys kejuargs
wvarg langpuh dalam perencanaan kcuangan selar
PemberdayarnKader PRK dan Kader Dasawisra dala-n pengeloaan 10
(sepuluh) Procram Pokok PEE, yang meliputi:

"1 penphayatan dan pengatoalan Pancasila;

2 polDnE COyonE;

3 pangan:

4 =andang;

oy perumabian den lata lakseme rumah fanges;

v pendidikan dan ke-cramprilan;

Ty keschatan;

8] pengembangan kehidupan Berkoperasi,

] kelestorzn Engkungan Ridup; dan

I Hperencar aan sehatl.
Dukungan pelaxseanasn  lugaa dsn fangs TP-PEKE  Kotay HKota
dianggarkan dalam Eancangan Peraiuran Daeralh Kota Bukillinggsi
tentang  FPeruoaban APBD Tarun Anggaran 2005 dengan
moempnortaskan melabw progrem, kegizlan dan sub kepialan padi
SKFPD dengan herpedoman pada clasibloasn kodefikas) dan nomenklatur
perencandan pembangunan dan  kedangan daerah sesllal depgan
ketestuan poraturan perundang- undangalt.
Pemenntah Dmcrah Kota Buldttinggi juga dapat mengongeardan dalam
bentuk Nelanje Hibah yang disnggarkan pads SKPD berscnesn dan
diristel menarut ohyek, rncan olpek dan sub cincian obyek pada
program, Kegiatan dan sub kegiatar sesual dengs=n tugas dan fungs
TI' PEK  dengan priestas  pesgrunaat ontuk  oeendukung upara
prudampingan keluargs  dalam porccpatan ponooronan o Stuadnie,
pengelolaan Posyandu, pengelidasn 10 [(sepouioh) Program Pokoke PKEK,
brgratan Subkti sosial, peningkoton kapasitos Kader PEKE dan Kader
Drasasising, dukungan perckonormas berbosis keluarrg, oeninpkatan
kelaranan kelusrga &1 budang pangan dan sandang, dukungan
penpentbangan kewiransahaan i bidanp usaha kerajinean
mrahlangea, duxungan kegiatan milin dan operagsiona’ Sekretariatb
TE- PEK Habupaten/Kota, serta kepiatan lainnya,
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1] Pengangegaran dalam beruk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penenima hibah., Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanasan
tugas dan funps: TP-PKK Habopaten/Kota lersebul  diprioritaskan
untizk  dianggerkan  dalam Rancangan  Peraturan  Daergh Kota
Bulkittinggi tentangPerubohen APED Tahun Angparan 2025 melslyi
program. kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedomian
puada bubir 50012 b Tampiran Poraturan Meoteri Dalam Negeo Namor
13 Tahun 2024,

b. Alckast Anggaran untuk memaukan kebudayvaas lndonesia.

Fenvediaan  anggaran untuk omemnajukar kehudayaan Indonesia vang
antara lain tercaniwmn pada:

a. Pochndungan.  Penpembaugan,  Pemanfastan Ohick Pemajuan
Eebudayaarr sebesar Rp2?, 179 200,000, dan

b, Pembinaan Bumber Daya Manwss, Lemboga, dan Pranata Adat
serhewar Bpd MLATE 300,00,

charpgparkan dalam  Rancangan Peraturan Daerah Kota Dukislinggs
rentartg Porubahan APTD Tebun Anggaran AR5, dengan borpedornan
pada butir 5.2.20.clampiran Peraturan Menteri Dalarn Negern Namor 15
Tabran 2024,

7. Alokasi Aneparan weelelk Bamndouan Hukym.

Penyedinan anggara: untuk Bantuvan Hukam yang lercantum pada Sub
Keptatan  Fasuliiasi Bantuan  Husum gebesar Rpd51.455.800,01,
Dianggarkan dulam Rancangan Peraburan Dacrah Keia Bukiktingei teantang
Porubahun APBD Talian Anggaran 2025, termasux dipriodfaskan untuk
penyandang dialcitas/ditabel achagal salah satu pihak yang kerbak
mencnma bantoan hukoum. zebagaimana maksud burie 5.3.30. Lampiran
Peratoran Mentert Dalam Negern Momor 15 Tahun 2024,

4. Alukasi Anggaren  Jolok Utusan  Kesatuan  Bangse dan Polidk  oleh

Fermnerintah Mramerah,

Penvediaan anggaran vang anfard l@in tereantum pada:

a 5Sub Hegiglan Polaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebanpraun, Bela Negura, Kerakter Bangsa, Pembauran Keboangsaar,
Bireka Tungpal 1xa dan Sejarah Kehangsaan achorar Kpd 1544958 400,00;

. Sub Fegitan Peluksatiaan BMonulocing, Evalaast dan Pelaporan di
RBidang Pendafraran Chmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluss den Mediasi
Sertplieta Dhrmnay, Peruggawassn Ormas duan Ormas Asing di Daerah
sebesar Kph 429 900, G0;

¢ Sub Hegialan Pelakzanaan Keorditasi di Bidang [dealogi Wawasan
Kehangsaan, Bela Megara, Rerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Binska Tungpal [ka das Sejarah Kebanpsaan sebeaar Rpl.d. 589970000,

d. Bub Kegiatan Pelakesnoon Koordinasi di Bidanpe Ketohanan Ekosteoi,
Sosial. Buoaya der Faslilase Pencegaban Ponvalagunasan Narsotika,
Fauilitazi Krralomar Umar Beragama dan Peaghayat Repercavaan di
Caeral sebesar Bp52.7013.250,00.

diangpgarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Korta Bukittinggd tentang
Prrubwhes: APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpmioman pada barir
3.5.1.% Lampiran Peraturan Menteri Dalam Hegeni Momor 15 Tahen 2034,

3 Alokas Angeoaran Dona Boantuan Operasionnl Seloclod |BOS),

Peoyedizan anggaran yang bersamber darl Dana BOS, yang antara lain
{erATtur PHNIHZ

a. Belanja Barang dan Jasa BOEP-BOES scbesar Rpl1.922. 827 .610,00:
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b. Belanja Hitvh Uanp Dana BOS sebesar Rp7,2323.080,000,00:
C. Belunja Modal Peralatan dan Mesin BOWSE Hpl 894 457 490,00, 00
d. Belama Modal Aset Tetap Lainaye BOSP Rl 073, 504 900,040,

dianggarkan dalurn Rancanpsn Peraturan Daecah Kota Bukiftinggi lentang
Perubabian APBIF Tabun  Anggacsn 2025 dengan berpedoman  pads |
eraturan Merter: Dalemn Neger: NMomor 3 Talwon 2023 tentasyg Pengelolaan
Dana  Daniuan  Operasional  Satuan Pendidikan pada Pemeriotah
Daerahcdan butw 3.0.2.1.3.2.p Lampiran Peraturan Menien Dalam Meger
Nomar 10 Talun 2024 serls Persturan Menreri Dalam Negerl Nozpor 99
Tabun 2019, Keputusan Menteri Dalan Keperi Nomeor G50 58380 Tahun
2021 schagainana lelah divbak: beberapa kali terakhir dengan Kepulusarn
Memten  Dalam Negeri FNemor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dar
pernutakchicanes.

F. Alokast  Auggeran untuck  sinergl Provinsi dan Eabgpaten/Kota  dalam
Friakzanaan Pemunputan Pajak Dacrah dan Opzcn Pajak Dacrob Tabun 2025
dalam rangka optimaiisasi perunguian Bajak Daerah dan Sinerg? Pemungutan
{rpsen Palak Daerah.

Dalam  rargka  optimehsass pemungatan Pajak Daerab dan Sineng
Pemungutan Opscn Pajak Doaeral, khususoya PR, ORNKA, Opsen PEE dan
Cpsen DONKDE, Pernesintah Dlacrabh Kota Bukittings agar menyediakan alolcas
angearal: wniuk sinergi Trovinsi dean Kebopaten/Kola dalam Pelaksanaan
Pemunguetan Pajak [werak dan {pscen Pagak Dkicrah Tahoo 2025 dalam
Fancangan *eraturan Daerabt leclang Perulimhan APBD Tahun Angearan 2025
derpgon  wlubam  AoEgaran sesual Poganjisn kKeoa Sama WNomor 120-
D247 PRS/OSB-2025  dan 930711 /BK.O2/XI1/2024  yang *elah disepakaci
rnlara Pemerintah Provins dan Pemerintah Kota Bukittingg:.

Unlule melaksanzkan hewatan herupas

1. Pertukaran data, rexonsilas’ data, duan/atzy pemanfaatan data potens
perpajaksn, penznan, CTia datad ataun miormasi lainnya vang tercksil
dengan objck dan subjck pajals,

Pendataan objck dan subek puak;

Penagibhan Pajusk;

4. Pengawasan dan penefitiar pajalk;

[ ]

b Pemanfaaian program  atag kegialan penfugkatlan pelayanan kepada
tmasyarakar, khusiusnya di bicang prrpagakan;

f, KEWE,

F. Boslalisnsi

#. Peringkatan pengetahuan dan kemampuan aparastur adao somber davs

tamasia di bidas g perpaijakan termasuk pelatihan dan permlbinason:

9, Progguiaan jasa ]a&anan prernbavaran ulech mbal seign;

1} Penyedipnn sarand AN Draksarans pocmungutan pajak: dan

11, Kepiatan Jain yang dipandang pesin untok dilaksanakan dalam rangka
mengnplimalkan penerimasn pajak.

Penvedionn anggaran wuntul sinergn semungitan Papk Dacesh dan sineret
Pemupguian Opsen Pajak Dacrah, khususnya PEE. BBHEKE. Upsen PKD dan
Opsets BINKB tevachut di atas apar di aesuaikan dengan amanat Paszal 285
aval (b Perataran Gubernur Sumatera Borol WNomoe 1 Tobun 2025 entang
Pajak rlan Rethhual Nacrah dimana;

1 Alokasi angaran Kabupaten/Kota alas penerinmaean Opsen PRB paling
ruinE. berdied oar:
a.  1,20% dari penerimaar Opsen PEKB vang lebib daci Kp2d Milvar
b 1.530% dud penerimaan Opsen PEB antars Rp 1 Milvar sampai
dengan Bp20 Milyar;
o L,75% dari penerimann Opsen PEDB yanpg koreny dari Bpld Miyar.

2. Alokasi angaran Kabucaten/kota ntas penerimaan Opsen BRNKRB paling
mnmal terdin dae:
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a.  1,25% darl penerimaan Opsen BENKE vang lebih dar Fpdl Milyar;

b 1.20% dari penerimaan Opsen BBNEE aniars Bpl 0 Milya- SAMpal
dengan Rp20 Milyar,

c. 1,75% dari penerintuan Opsen BBNEB yung kurang dacd Rpld Melyur.

Berdasarkan duata yang disampaiksn dalam keienpkapan Evaluasi Ranperds
Eoa Hukinicgel tentang Perubahan APBIY TA. 2025, alokasi anggaran vang
discdia<an unruk  sulergl provingi dan  Kabupaten/Kota  dalam rangka
upl.malizasi pemunputan Pajak Daerah dan Sinerg Pemunguten Opsen Pajzi
Daecah sebaga borikoat:

1. Alokasi anggarsn yang untuk sineryl pemungdtan Pajak Daerah dan
thpsaen Papak Daeraby vang herasalb dari Opsen PEKE disnprarkan sebesar
RpZ39 373 400,00 artan 1,99%, dari 1argel pendapatan Opsen PKE acbosar
Rpl4 55535067000 atau swdah memenuhi tminimal alokasi. Alokasi
anggara:? lersebol dianggarkan pada sob: kegiatan antara jain:

A Analisa dan Pengemhbangan Pajak Daesah dan Penyusanan Kebijaxan
Pajaic Daerah Rp20 000, 000, [0,

b Ponapiban Pajak Dagrah Bp 2 16 630,000, 00,

C.  Fenetapan Wajlh Pajak Dioergh Rp29.255 000, 3.

2. Alokasl anpggaran yang untuk sicenyd pemungutan Pajak Daersh dan
Cpsen Pajak Daerah yang berasal dari Opzen PERKE dianggarkas sebezar
Rphld 150 00000 atan 9.99% dori target pendapatan Opsen HENKB
sebesar Rpi 51265285400 atsu Ixlum memenul minitnal  alokasi
ditnana  tercapat  selyih kurang sebesar Rp43.321.442.62),  Alokas
angearan Lersebut disngparkan peda san kegiaan:
ia.  Penyuluhan dan Penyeberlusssn Kebygaka:  Fajak Dacrah

Epls. [ 5000000,
b, Penagmhon Pajak Dacrah Rp3S Q00 004,040,

Untuk ilu, Pemenulabh Koeta Bulkatunggl hams mensmbsb aledssl anggaran
untuk sincrgi provinsi dan kabupdatenSkota dalam rangka optimealisas
pemangulan Pajak Dacrali dan Sinergi Pemnonpatan Opsen Pojak
Dacrahdengsn menatupl sclisib surang angparan sebagaimana tecsebuar ol
AL,

[V KONSISTENS! PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A Jurmnlah program dan kegiztan dalam Perubahan REPD, KPLA dan Perubkahas
PPAS, geMa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittnggl teolang Perabahan
APBD Tahun Anggazan 2023 dan Bancangan Peraturas Wali Kia Bukitlingg!
rentang Penpabasan Perubsshan APBD Tabun Anggaran 2025 sebuagaimana
Toabel sebugal berikear:

Tahel 9
Konsizlensi Program, Kegiatan, dan Sub Kepislan Kancangan Peraluran
Daerah dan Rancanpan Peraturan Kepaln Maerah dengan Perubahon REKPL,
Perubahan KUA dan Perubuhan PPAS

F-RITD Penyhiaar, RLIA-PRAS Raccnan F-APRED
Mo | Uraen | —7 Foasa T - i Fapo
Jumtlah i Tambalk: ik Jufilak ! e
— . : | IR I ) L {p)
I | I'rograrm Lug 125 . L
——— .. . ! [ :
| 4 | Koiratan Gk THAATE AR RSN P, TAZATE NS A PRt TR R WY T EF T
Sl C e T
3 . R e =
| Kugaan <8 ;e = _

H. Eerdasarkean tabel selagaimana o alas, rerhadup kesesusisn Bancangan
Peraturan Daerah Koto Buaittingsi teqtang Pecubsban APBD Tahun Anggaran
24125 can Hancangan Perataratt Wali Keda Rulkiltimggl teatsng 'enjabararn
Perubahan APBO Tahun Angysran 2023 denegan Perubahan RKPD serta
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Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dluraikon pada Kepiatan/sub
kegiatan yang terdapat dalam Roncangan Peraloran Uacrah Hota Bukillnggi
tentang lcrubanan APERD Tehun Anggaran 2023 das Perabhshan KUS zera
Peruhahan PPAS selurahnya belum terdaspat dalam Perubahan REELY.

Untuk itu, Pemenintaly Dacesh Kota Rukittinggi hamis  terus mernjapa
komxizicns pada setiap tahapan perencanaan anggaran daceah, muolai dazi
Prrubahan HKIPD, Perabahan KUA can Pemubahan FPAS dan Rencangan
Peruturen Dlarrah Kola Bukitlinged lenlang Perubahan APBR TA 2025
sebayaitana maksud Pasal 265 ayac (3], Pasal 310 avat (1), agyart [2) dan ayae
[3) Undeng-Undang Nemor 23 Tahun 2004, sebageimana tciah diubate
beberapa kali terakhic dergan Undang- Undang Komos 6 Tahun 2023, Pasal
17 ayat [ ilndang-Undong Nomor D7 Tahuo 2003 tentang enpgelolpan
Kewangan Mogara, 1'asoal 23 ayat (41 Petaturan Pemerintah Bomor 8 Talian
2008 tentang Tahapen, Tawm Cara Pervvosana:, Pengendalizn dan Evaluasi
Prlakwanzan Reneanz Pemmhanganan Daetah, dan Pasel X3 ayar (2], Pasal 80
ayal [1] dan Peagl 90 ayar (4] Peratoron Pemerintah Nooor 12 Tahun 2014
acria Permendagn Nomes 85 Tahan 2017 wontang Tata Cara Perencanaan,
Benpendaliun dan BEvaorsi Peombaongunon Daoerah, Tan Cara Evalyzs
Rancanpgan Pergluran Dacrah tentang Bencana Membangunan Jangka Panjang
Dagrah dan Eencans Pembangunan Jdengka Mencngah Daerah, Sevta Tato
Cara Perubabhan Kencana Pembanugunare Jangkes Panjang Tiaerph, Rencana
Pembangunan Jfoangxa Menengah Daerah, dan Rencang Kerga Pomenntah
Lyacrah.,

Selpin itu, dolam penyusunan Parubahan APBD Tahwun Angpearan 2025
Pemerintah Dackah Kota Bukittinggl hewds melukukan penyelarssen antars
Hancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dengan KEM
FERE, sehinpya  lerhwdap Hancanpan Perubahan KUA don Rancangan
FPerubshan PPAS wvang telah dilakokan peoniladen  Eeaceaaian  eersebut
didakiukan penyeripumean can sclanjutnys Cibahas serta disetujul bersama
anturg Eepale Dunerah dan DPFED untux memjadi dosar dadoom penvusdnsn
Perubahan APBD TaA. 2025, schagaimana diamanatkan dalam Pasal 7
Peraluran Pemerintab Nomor 1 Tahun 2024 fenianp Harmonisast Kehilakan
Fiskal Nasional.

Berkaitun dengon hal lersebul, terhodepn program, kegiaton dan suh Repofon
yang Hefum tercunivem delom Perubahar RKPD, Peribaban KA an Percbohan
FPAS hdok diperkenankaon uwrtuk dianggarkan delam Rancangon Peraturan
Iacrah Kola Bukntingg temtang Perubakar APBD Tahunt Anggarcen 2025 dan
Remmeiargmern Pergruran Wil Kotg Buicifiinggl lentang Perfabaran Peruehabian
AFED Fohun Anggeron 20025, dor Romis dilthlean unbil mendanai program,
wegiatan dan suh oogiaton pronlos sebagaimonn ercontein datom REPEL KA
dan PPAS yang menuyang pencapamn TF Twaeh Beles] Prograre Prontas oo
peneapaian & (deigpan) mis! gtquw Asta Cifo, Prioritas Pererbangunan Nosonal
Tatun 2025 sesual dengan katantaan peraturan pemundaeng-umdangm,

Dalam hof kegintan dimcisid merupaken Mebioion nosmong], foeadoor denargl,
keperuan mendesak, Readacr hhar fose, dan eamanaft Keferdnon prerdia
prevurding-didungan eng lefnh tingegn weteleh Penshobun REPD ditetupiaor,
Berubabhanr KUA dan Perubahon PPAS disepakat don Rencorngoun Perglunoem
Daerah Kema Dukittinggt tentang Perubohoer APRDY Tokhun Angogeran 20025
elizedupel bersoma, Pemeratoh Daerah Koto Bukitiinggr depat men gesuathurn
progerorr, degreefeen: efure xeb hegiaton o wrtuk sefunrenpo ditempung dodom
Peralurgn Doerch Kol Bukitingq tenlong Perubahan APSD Tahun ARgganTh
2025 sesuai dengan keterfuan poraluran peridang wackangan.
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V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Dacrah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tehun Anpgaran 2025,
harus berdasarkan pada perkiraan yang terulkur secara rasional yang dapat
dicapal untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian
serta sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang- undangan,
sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 20189,

2. Penganggaran target pendapatan dacrah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
meliputi semua penerimasn uang melalul Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan
lminnya yang acsual dengan Ketentuan peraturan perundang- undangan
diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1
[satu] tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 2B ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah
Kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Kabupaten /Kota dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir
5.2.11.a.2] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan
manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenpgarakan
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa vyang
bermutu bagli pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai  kondisi,
karakteristik dan potensi daerah yvang bersangkutan berdasarkan tata
kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas
Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat
rasionalitas bagian laba atas penvertaan modal dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan memperhatikan
perolehan manfaat ckonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
wakiu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota
Bukittinggi kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance
based), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja
sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, mengingat
geluruh fsebagian aset dan  kekayaan perusahasn  dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi vang tercatat
dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu
lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah
mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi
kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulinan ekonomi dan
restrukturisasi transformasi ekonomi,

6, Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus,
antara lain Bantuan COperasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa [DD), Dana Kapitasi,
Bantuan Pemerintah darl K/L wang diterima perangkat daerah dan
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pendapatan  lainnva  yang penedmasn pencdapatannya Gidal melalud
Rekenimg Kas  limnum Decran (REUD),  penedmaan pendapatannya
dilakukan boercasarkan pencalalom fralifikasl atan pongesahan pendapest an,
mekan:she nterach, pemolengan langsung atau mekanisme lainnys sesuai
dengan ketentuan peraturan porundang-undangan.

7. Peranpparan  pendapatan dacrah vang memilikd faraktemstik khusus
terimasik Alukas ana Desa JADTH vang pembayaran zenghas:an tetapnya
diteruskan dari rekening pemenntah kepado  rekening  desa  scauas
ketentyan Pasal 72 avat [3) Undang Undang Nomor 8 Tahan 2014 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kall diabarn terakie denpan Undang-
Lndang Nomer 2 Tahun 2024 tentanpg Perubshan Kedua Atas Undang.
Lndang Nemor & Tahun 20014 tentang Desa yaip peloksanagannys diatur
dalam peraturan pemerinteh.

2, Rlasifikasi keiompek Pendapatan Ashi Doerah divraikan menuna jenis,
objek, rincan objek, sub rincian objck dikelola berdasarksn kewenangan
pengclolasn keuangan pada Saluan Kerla Penpelela Keuangan Dastah
(SKPKDY, Samuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD} dan fatau Badan Layanan
Unram Dacrah (BLUD) sesual dengan keienfusan peraiueran oorandang-
urdangatt.

49, Klasifikasi kelompok Perdapatar Transler dan Lain-lain Pendapatan daera®
varng sah yang diuraikan menorut jeris, objek, sincian ob’ek, sub nncian
abjek dikelola rerdasarkan kewenangan pengelolasn kenangan pada SKPKD
seslAl dengan ketentuan persturan perundang-undangan.

10. Analisiz Postor dan Easio per Sub Fincian Objek Pendapslan.

. Analss Postur dan Rasio per Sub Rizcian Ohjek Pendapatan

Penpganggatan target pendapatan daetabh dalam Rancangan Peracyren Duerah
Ept:y Bukittmgg tentang Peorubsasan APBD Tahun 2025 zemuls sebosar
Rp7S0L754 923 14000 bertambah scbesar Rpd 13617041600 atan 2.76%
nwenjadi sebesar Rp7H0.R%1.003 556,00,00, sebagannana tabel sebagai berikud

Tahel. 10
Fendapatan Daesrah
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Trem Proporsi Pendapatan Asli Praerah
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Berdasarkan tabel sehagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggl tentang Perubahan AFBD
Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan dacrah yang bersumber dan PAD dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Ep 154.733.530.399,00 bertambah
sebesar Rp7.710.703.065,00 atau 4.08% menjadi sebesar
Rpl62.444.233.454,00 atau 21.63% dari pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APED
Tahun Anggaran 2025.

Tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikout:

a. Realisasi PAD per tanggal 30 Juni 2025 Rp 79.747.493.529,00 atau
51.54% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp154.733.530.399,00,

b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp 130.112.097.312,00 atau
84_70% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 Rp 153.460.514.484,00; dan

c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp 123.1 12.709.360,00 atau
80.59% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 Ep | 37.413.200.479,

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kota
Bukittinggi harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD
Tahun Anpggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target
PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonom: dan
tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke
dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1] Penganggaran target pendapatan Pajak Dacrah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubashan APBD Tahun
Anggaran 2025 tetap schesar Rp&8.846.342.374,00 atau 9,17% dan
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang
antara lain diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Reklame tetap sebesar Rp890.000.000,00;
b] Pajak Air Tanah tetap sebesar Rp7 5.000.000,00;

¢) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
tetap sebesar RpS5.226.842.474,00;

d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tetap sebesar
Rpl3.551.289.266,00;

¢) Pajak Barang dan Jasa  Tertentu tetap  sebesar
Rp293.035.000.000,00;

fl Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB] tetap sebesar
Rp14.555.556.770,00,

g] Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [BENKB| tetap
sebesar Rp5.512.653.864,00.

- ey ey AL ST RO EROTIONIL OEErEL],
F]‘D].I'El-tsl pertumbuhan  ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan
indeks pcmhan;iman manusia, kemandirian  fskal, ngl-:a;.
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan
diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan
makro ckonomi yang mendasari penyusunan APBN dengan berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah
Hl:lmm"ﬂS Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.1.¢ Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan
dengan peraturan dam_'&h yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah
dan retribusi dacrah dimaksud dan disusun berdasarkan:
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KERLIAKAN BELAN.]JA DAERAH

A, Kebijakan Urnam Belanjn Baerah

F.

1.

g

=

f1.

Permerintah Lraerah Koto Bukallinggl dalam mengangearkan Belania caerah
disuzun dengan menpgunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menenpah, penganegaran terpadu, dan penganggaTHn berbasis kincra.
schagsimana maksud butir 22,24 Lampian Peraturan Menteri Dalam
Neger Noroor 15 Tahun 2024,

Dalam koratgka sincrp dan penyclarasan. alukasi anggaran untue selap
petangzar dacrah ditentukan oerdasarkan target kinera prrlaglr':-man [_:nut_]lil-:
tiap-Cap wusan permerntahan yang  ifokuskan paca pnonlas
pombanpunan yang lelah ditetaphan dalam RKPD sera tdak dilakukan
berdasarkan pertichangan  pemeralaan anlar perangkal daerah atau
berdasarkan alokasi anggaran pada 1ahon anggaran schelumnya.

Berkaitan dengan hal terschut, Pemerintal Daerah Keta Bukilinggr harus
memfokuskan pencapaian target pelayanan publik denpan merganggarkan
progrant, kcgatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenongan daerah
untuk peocapaian sasaras pembangunan berdazarkan skala prioritas dan
kebutuhion dacrah vang beronecnlas: pada pemenvhan kebutuhan unisan
pemeriniaban wijlh dan belanga Maerdotory Spendiig serla pemenulian
targel Standar Peloyanon binmal [(SPM], tanps haros mesgsnggarkan
seluruh program, kegiatan dan sub kegatan vang menjadi kewenangan
darrah webapaimuana snalkeswed butir 1 Lampiran Perataran Menteri Dalan

Meperi Nomor 153 Tahunr 2024,

Pemerinta': Daerah Kota Bulattingg monegtapkan taspet copaian kineda
program, scgiatan dan sub kegiatan yang konkoit dan tidak absurd untuk
belenja daeral. dengan tetap memperhatkan rasa keadilan, Xepatutan, dan
manfaal uniok masvarakal sesue dengan keleolusan peraiuran pcrundang -
undangan, cfivien, ckonomiz, ofcktif, transparan, dan bertanggang jawak
gsebagaimann malsud bulir 3.2 2.0 Lampiran Peratusan Menlen [Dalem
Neweri Noummor 15 Taban 2024,

Dalam sangka meoingkalkan koa'itas belanja dalan APBD, Permsrintah
Laerch Kola Bukittinggi memprioritaskan alokasi snpgaran belana pokok
dibandingkar  dengan alokasi  anggaran  oelanja  pesunjang guna
roendukung capaian targe: kinege program, kegiatan dan sub Kegiaran
sebagammans maksud Pasal 4 numf ¢ Lampiran Peraturan Meciled [rlam
Megemn Momor 1a Tanun 2024,

Brlanja Dasrah diiraikan metnuat organisast disesua’kan dengan susunan
orgasizasl yarp diletapkan berdasarkan ketentuan perataran peranclan g
undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peratgran Pemerintah Nomor 12
Tatzun 20280,

- Brlanjs Dacrah berpedoman pada standar harge satnan, analsis standar

belanta, dansatan standac el seoagaimana maksud butic 3024 b
Lampiran Peralumarn Menten Lalam Negeri Momor 15 Tahun 2024,

Uusan Pomerintah Dacrah

Pengalokasia: Belanja Dascah odalom Rancangan Peraturan Daepah tentang
Purutraban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kina Bukirtingel Tahun
Ao yang diaraikan sesual urusan pemerinlshan konkuren vang menjadi
kewenangan peinerintah dasrah Kora Hukittings disajikan pada tatwel dibuaah

.
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan
Peraluran Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 sebagai berikut:

l. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

€. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar
Rp.783.975.366.945,89, scbagaimana Tabel sebagai berikoar:

Tabel. 12
Belanja Daerah
JUMLAH (Rp)
URAIAN E—— rﬁﬁm I Porsi
T ) _ 2 ] 4=3:2 5
BELANJA DAERAH | 737.994.762,793 | T83.975.366,94589  45980.604,183,89 | 100,00%
Belanja Operasi 693.373.230,741 | T31.255.280.5337,89 | a7.BRI.049,796,89 93,28%
Belarsn Pegawn 370.114.967.790 |  375.092.0942.139.69 5277 974.340.68 | 4765
Helarya Barang dart Jasa 254141710847 | 228.432.101,294.30 | 3438000044730 | 4189k
Belanja Subsih 2,500,000,000 2.500.000.000,00 000 R
Relanja Hibah 25,144 852,104 33,065 237.108,00 | (1,679,615 000,00 0,007
Belnrya Baniuun Sasl 147 1700.000 67 5 00,000, D0 203 300.000,00 a5
| Belanja Modal 33.870.912.051 | 48,071.166408,00 | 14.200.384.387,00 0,21%
M Tanah e 0,06 0,00 6,135,
HM Peralatan dan Mesin 7.113,532.255 16,584 591 178,00 9471058923 00 o000 |
BM Geling dan Banguran 20.280,731.200 72, a03.651,014,00 2022919 814,00 319 |
E:;:Jm stingar, can 5.156.451_406 7.H26.BZT7.116,00 2470, 375 620,00 2.6
05 Al TEIII]J Lammym LMD 15T. D L, AS6 05T, 10005 A5, SO0 000, T 1 KK
Belanja Tiduk Terduga 1.000.000,000 1.000,000.000,00 0.00 0,17%
Belanja Tidak Terdugi T 1.000.000.000 L 000,00, 000,00 .00 0,00%
Belanjs Transfer 9,760.620,000 3.648.920.000,00 | (6.101.700.000,00) o.ia%
Belarnjs Bantuan Kelangan 9.750.620.000 JEAENID000.00 | fo, 101, 700,000,00 0,13 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja dacrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
1. Belanja Operasi

Penyediaan ANggaran Belanja Operasi semula sebesar
Rp593.373.230.741,00 bertambah sebesar Rp37.882.049.796,89 atau
5.46% menjadi sebesar Rp731.255.280.537,89 atau 93.28% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
tentang MPerubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran
anggaran untuk kegiatan schari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang tercanium pada jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada;
1] Gaji dan Tunjangan ASN
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Penyedioan anpgersn Pelanja Gall den Tunjanpan ASN  zemula
sEbsAr Rp212 663 .532.078 .00 berkurarny vebosar
Bp(l.167.753.100,17) ata, (0.5 )% menjadi seburear
Rpd L1495 778008 89 atan 1.6%7% dan rolal belan'a daerah dalam
Rancangan Peraluran Tracrah Keora Bukitlinggd tentang Perubalian
APBDY l'ahun Anggaran 2025, diangparkan dalam Ruarnesnpan
Frraturan Dracrab RKata Bukimingge teidang Perubahan APRD Tahbun
Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
prkok dan tunjangan ASN serla pernherian gajn ketiga belas ar
Tumangan Har: Kava, kebuinhan pengangkstan Calon ASN sesoai
formasi pegaws Tahun 20024, kewaiiban penppajisn penpanslatan
Fegawai Pemerintah dengsan Pefanjian Kerjo (PFPK] pada tahun
sebelumnya sesual denpan kebifakat Jomnas! PPPR vang ditetapban,
kebutuhan kendikan gai: berkala, kenaikan sangkat, unjzngsn
kelaargn dan mutasi pegawai dengun memperhiiungkon acress vang
besarnya maksimum 2,5 (duo koma lima persen] dar jum.ah
helanja pegawai ontuk guji pokok dan turpangan zebageinang
maksud bueir 34010 1a, bttt 3.4.1.1.1.k, dan batir 3.4.1.0 t.c
Lampiran I"cratwan Menteel Dalaem Neger Nomer 15 Tahun 2024,

Helenja Jlaminan Keschatan, Jamizan Kecelakaao  Kerja, dan
Jaminan Ketnatian

aj Peuvetdlingn anpparan Belanja [uran Jaminan Keschatan ASN,
Fimpinan dan Angpota DPRD, zera KDRH/WKDH diuraidan
welmpal berikon:

(1] Delanja Turan Jammnan Keschatan ASBN secouls sehesar
Epl 2 7R)250. 312 0] berkurang sebesar RpSh 9856 12,00
ataw [044%)] mengad] sebeesar Rp12.723,271 700000 yang
diperiniukkan  hagr ASN  dalam  Rancanpar: Peralucan
Dacrah Kota Bukillingyg: tentung Pemuoahan AFED Tahun
Anggaran 2025, sudah memeruhl asuanatl kerenluan
puralatan perundang-undangan, dimana besaran alokas
angzaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar 4% dari
Jumlah belanja Peneriinaan Hn) tunjangan AEM
Fpdid.474,929 838,00 veitu sebesar Rpl2 9VE G997 194,04
alae terdananr berlebih sebosar Ppl65,725,194 ,00.

Pernitungan aloxasi Belatya Tura= Jeminan Keschatan ASk
stbagal hermbat;

. Mo ' Hompanan Parhitengan ) Adgpaman dﬂ..':| t
: I - .Ft an . . - . .. . .
i e G ke 2 T VRl A R
' ul sarlaein Tusjaspan Selanrga, abik 12107 a0l
|- T lenin FHgaARen Sakatar AEH R I T Py
I OUTTE Y Selpaj rumjanesn furggar: Ash N (T [ ) A Y
T T e T et TR ok AnH T T et
P70 7T 4T Jiamga ramsnhan e aghasilan Ay 2ads Jariee
e umied e e R It
T3 lureno pang bares diBaFarkon (omilsk Pebackibom x 46 Ly WTE WIT, 44
A4 Nokad Delsoje Tumn Jeminan Keoweharam ASA B - s T T
" Beduln ' LR LK T

Unluk 1lu, Pemerintah Daesrah kola  Bukittingg
rmempetabiian pommuhn hesaran alokas: angparan urluk
luran Jaminan  Keschstan Sagm ASH cdoalam Rancangan
Peraturan Jacrah Kota Bukittingsi tentang Porubahan APOD
Tahun Anggaran 2025 dengan mempechitungkan  jamlah
keewajiban pembayaran laean Jaminan Beschatan bap ASN
dimaksud termasuk Kewnjiban Tahun Angnraran selbelumnya
yang belum direslisasikon kepada Badan Penyelenppars
Jarinan Seswl (BRSS) Beseholan sebagaimana diamanatkan
Undarng-Undang Nomer 40 Tohun 2004 tentang Sistem
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Jeminan Sosial Nasional, Usdang-Undang Kernor 24 Tabiun
U1 tentang Dadan Penyclongeara Jaminan Sosial, Pasal 30
den Pasal 32 Peraburas Presiden Nemor 82 Tahua 2018
sebagaimana lelah diubal beberapa kali lerekhir dengan
Peraturan  Presiden Nomor 59 Tahue 2022, Peraturan
Merter: Dalarn Neweri Nomor 70 Tahun 2020 enlang
Penyeloran loran Jaminan Kesehulan bagi Pekerja Penerima
Upaly di [langhungan  Pemerintsh  Daerabh dan tir
47014 dan butir 34 L. 1.1e Lampiran Peraturan
Menteri Dalary Nepger: Normne 15 Tahun 2024

Belanga luran daminan Kesehatan bagi DPRD totap schesar
Fpa43.000.000,00, vang diperuntukkan bagi Pimpinan den
Angeotn DPRD dalam Raneangan Poraturan Daerah Eeta
Bukitiingel tentang Perubahan APBD Tahun Anpgaran 2025,
belum memanifl beearan alokas anpgparan Turan Jaminan
Keeehatonm bagi  DPRD scharusnya sebesar Rp
4131 431.330,00 darl 4% dan jumnlah belanja pujl tuejangan
Firapitian dan apggotz DR Bp 10,035,533.000.00 sesual
ketenraon  peraturan perundang-undangan berkurang
gebhesar (Kp3as.421 320,00,

Umntuk ity, Pemenntallh Dacrah  Kota  BukitGioggd  agar
menyesuzikan  bessran alokast snggaran unluke Turan
Jaminan Keschatan bapri Piinpican dsan sAnggpota DPED dalam
Rancangan Peratursn Daerah Kotz Bubkitlingri  teclsng
Perubaian APBD Tahun Anpgaran 2025 sebagaimana
tiamenatkan dalam Peraturas Pemoerintah Kemoor 18 Tabhon
2017 tentang Hak Keoangan dan Acministrabif mpinan dan
Avgpnla ewsnn Porsakilan Rakyal Daerah sebgaisnana 1elah
diubaly denpgan Peraloeran Pemoriniah Nomer 1 Tahun 2023
iencang Perabahan atas FPeraldran Pemerniah Nomor 18
Tahun 2017 rentang Hak Keuangan dan  Adooimiminaif
Fimpinan dan Angpole Dewan Perwalalan Hakyeat Daerah,
fdengan memperhitungkan fumlall kKewaj’ban  pernbayaran
[uran Jaminan Keschatan bag Fimpinan dan Anpeota DPRED
dirmakesiad termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnnya
vang bGehmn  dicealisasikan kepads . BPIS Kesehatan
schagaimans diamanatkan dalam Undang-Uncang Nomor 46
Tahun 2004, Undarg-Undang Namae 24 Tahan 2011, Passl
) dan Pasal 13 Porauran Presicen Nomor 82 Tabiun 2018
gelagaimana lelab diubmh beberapa kali terakbur dengan
Peraiuran Prosiden Nomaor 39 Tahue: 2024, Peraturan
Menter: Dalam MWegeri Nomor 70 Tuhon 2020 dan batir
a4 111.& serta tir 3.4.1.1,17,¢  Lampiran Peratwran
Menter: Dalam Negesi Morwre 15 Tazun 2024,

) Betanja [uran Jaminat Kegsehatan bagi KDH/WEDH totap

srbosar . Rph, Qw2 832,00, yang  diperuntukkan bagi
KDHWKDH dalam ERancangan Perataran  Gacrah Kota
Bukithingg: tentang Pera>ahan AFBD Tohun Anggaran 2025,
sudah memendfi amanat detentoar peraturan perundoang-
nundangan, dimana besaran alokas: anggavan uran Jazpinsn
Kesohatan bag KDH,/WHIDH seharusnya schesar A% dan
jumlah belana gaji tunjanzen KDH WKL
Rp735.544. 346,00 vmbue schosar Rp2%42E.773841  atan
tecdapat selisih lebih sebesar Rp22.428.941,94.404.

Feraitungan alokasl Doelanga lucan JJamiman Keschatsn bag
BEDH WEDH schaga: benkal:
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Unlux 1, Pemerintaly Daerabh Keta Bokitlinge:  haras
mempertalanian  secard lerws mensras dan Rensisten
dadurn menpalaknasikan snpgaran aotlck luren Jzminan
Kesehatan bap! KDH/WKDH dalam Ranconpan Peraruran
Narrah Kotn Bukittinggi tentarng Pernbahan APBED Tahoan
Anggaran 20256 denpan mromperhitumgksn jumlzh
kewajiban pembayvaran huran Jamdiwan Kesehatan bags
KDH/WHRDH  dimaksud tertnasuk kewajiban Tahun
Anggaran sebelumnya vang belum direalisasikan kepada
EPJE Kesehatan sebagaimana diama=atkan Galam Undang
Uncang Nomor 40 Tahun 2004, Urdang Undang Nomar 24
Tohun 2011, Pasal 30 dam: Pasal 33 Peraruran Preswden
Nomer 32 Tahun 2028 sebagaimans elah diubak beberapa
kali tcrakhir dengan Ferataran Presiden Momaor 59 Tahun
2024, Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 79 Tabun
2020 butsr 3.4.1.0.1.d. serta butic 3.4.1.1. 1.0 Lampwan
Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor 15 Tabun 2024,

b Penyediasn angearsn Belacja Taran Jaminen Hecrlakaan Keda
dan WJaminan  Rematian  yang  diperuntukkan  bagi AN,
Pimpinan dan Anggots DPRD xerla KDH/WERDH, sebagai
herikat;

(1| Belanga [uran Jaminan Kecoelakaar Kerna dan Jaminan
Kematian vanp diperuntukken bagi ASNH dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Keta Bukittinggi  tentang  Perubahan
APEBD Tahun Anggaran 2025, divraikan pada:

[#) Belanj4 Turan Jominan Kecelakaon Kerja ASN etap
sebezar Rpd SO0.000 00 dan

(B Belanga Juran Jaminan EKermatizn ASK detap sehesar
Rpd . 300,000,060,

Sudah  memerufl  amanat | Ketcotuan | porataran

perundang-undangan, mengngal hesaran alekas Belama

luran Jaminas Keceloakaan Kerja datn Jaminan Eematizn
yang ciperuniukkan begm ASM seharusnyvas

lal Redanja Iuran Jancinan Kecelakaan Kerja ASN, yaimu
3, 29% dan gr)l pokok RplsD 482,530,987 ,89 menjadi
sebesar REpd. 20000000 atay terdapat sclisih lebudh
sebesar Kp L30.4T8. 050,988 B9,

Ib) Belanja Turan Jamihan Kematian ASN, valla 0,72% Jdund
AL o koeake Rp130. 4R 330 98T, 50 manjadi
Epd SO0, atan rerdapat selish  lebih sebesar
Rp124 903,863,322+ 25,

Pemernnmiah Dacrah Hnota Bulkrtinggi memenuhi o aloliegi
anggaran untuk furan Janinan Kecelalcaan Kerja dan lacen
Jaminan Kematizn bagl ASN sebapzimang malregd Pagal 22
ayat [11 Peraluran Pemerincah MNaomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kooclakaon Keora dan Jaminan Kematian
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Bag: Pepawns Apearaiur Zipii Wepara sebegnimona telan-
diubah dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 86 Tahun
20LT tectung Perubahan atas Peratersn Pemorintah Nomer
70 Talhun 2015 fentang Janunan Kecelaksan Kega dan
Jaminegn Kematiar Bagl Pegrowad Aparatus Sipil Negara, dan
butir 3.4.1.1.1.g Lampiras Peraturan Menleri Dalar Negeri
Momaor 1.5 Tabun 2024,

(2]

Selarya luran Jaminan Kecelakaan Kera dan Jaminan

Rematan vang diperuntukkan bagl Pimpinan dan Anggota

DPED decum Huancangarn Peraturan Dacrah Kota Bultittingg

twentang Perubaban APBD Tabun Anpgacan 2023, vang

divraikan pada:

{a] Belanja Juminan Kecelubksan Kerja DPRD tetap sebesar
Epl.585.000.00- dan

(Bl Beliga  Jaminan Kematian  DPRO tetap sebesar
Epd. 500,000,000

disnggrarkan  dalam Rancangan  Peraturan Daergh Kotz
lulatringgm tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
detpan terpedoman pada Cndatg-Undang Nomoer 94 Tahun
2004, Undang-Undang Nemer 24 Tahun 201 F, Peraturon
Pemerintah Nemes 18 Tahun 017 sebagaimana telah
divoall denpan Peraturan Perrerintah Nacnor 1 Tahun 2023,
Peraturan Presiden Nomor B2 Tahun 2018 scbapaimana
telan ciebah beberapa kol terakhir dengan  Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahuon 2024, Peraturan Pemerinrah
Noror 70 Tabhun 2015, sebagaimana telah diubalh dengan
Peraturan Pemeriniah Nomer 06 Tahun 2017, dan bt
341 1.1.g Lampiran Peratiran Meonteri Dalam Negeri
Mormor & Tahan 20241,

(3] Belanja. luran Jaminan Kecelakaan Kega dan faminan
hematian  yang diperoontukken 2agiKDHWEDH dalam
Hancangan Poraturen Dasraly Kola Buokitlingg! ientang
Ferubalan APET} Tehuo Anpgaran 2025, yang diuraikan
pada;

(3} Hclanja laran Jaminan Kecelakaan Kege KDH/WEDH
acmmula  sebesar Rold3 A61,00  becracmbwb scheosas
Rp5d. 215,00 alay . adhg mesjad: sebosias
Hp 4o, 880,00 don

] Belanfa [uran Jamican Keomatsn KDH/WEKDH tcrtap
sernula #ehesar RptOOUSH2 00 berrambah sebesar
Epld 500,00 atad 3. 2% inenjedl sebesar Kpd 13 440,00,

danggarkan dalam Rancangan Peraturan Cherah Kota
Bukithmpe tentang Ferubahan AUVBD Tahun Anggaran 2025
dengan berpedomen pada Peraturan residen Momor B2
Tahun 2018 sebogaimana relah diubah bBeberaps, kali
terakhit dengan Peraitgran Presiden Nomor 59 Tahun 2024,
Pergturan Pocmerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimans
telah  diskah dengan Persturan Pemconintah Noshor 66
Tahun 2007, dan butir 34.1.1.1.% Tampiran Feraturan
Menlen Lalam Negert Normore 13 Talhiun 2024,

of Peryediaan anggacan dalamn rangka pengembangan pelayanan

kesehatann di luar  cakupan penyelenpgueraan jaminan

keseialan vang disciisnkan oleh BE)S Keschatan dalam rangka
pomwclinaraan kesehatas berupa:

(1) Pelakzanagan Madrcal Check Lip Wepala Doeralr dan Wadkil

Kepala Daerah setnula tidak diappgackan menjady schesar

FEods, 000,000,00 dalam Roncangan Peraturan Daerah Kota
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Bukitunggi tentany Pecubahan APBD Tahun Aspgpacan 2023,
dan

{2] Pelaksanoas Medical Check Up LRI dianggarkan schesar
RpoC 000,000,200 pada Ratcangsn Peraturan Daerab Kols
Buldttingsi tentang Perubahon AFBD Tahliln Anggaran 2025,

agar diangearkan dalarm Raoncangan Peraluran Daecah Koaa

Bukittinggl lentang Perubawhan APBD Tahun Anggarar 2025,

kepada:

() Repala Dacrabh fWaktll Kepala Daerah scbanyak 1 (satw) keali
dalam | [saiu) tabun, termasuk keluarga 1 (saiu)
stn/ suaml dan 2 (2ua) enak, dianpearkan dalam beolek
propram dan keglatan pada SKPD vang secacs lingsienal
lerkeatt scsaal dengan  kelenluen  peraturan porindang-
unrlangan; dan

Untuk Pimaiman dan Angsota DPRD sebanvak 1 (sasu) kali
dakan 1 [satu) tahun, Udak termasuk istrif suami dan anek,
dianggarkan datam benruk program dan Kegistan pacda
ShIPD yang sccara  lungsional lerssil  sesual dengan
kotentuan peraturan perundang-undangan. dilakakan i
delam negen: dengan tetap tnemprionilsskan RSUD terdekal,
Rurnah Gakit Umum Pusat di Kabupaten fKola arau Jumeah
Skt Uriviam Pusat 1erdebal

(2

schagaimana diamanatken dalarn Persturan Pemerintah Momroe
18 Tahun 2017 sehagaimana telah diukah dengan Poraniren
Pemerintaly Nomor 1 Tahan 2043, bunr 34.1.2.2. b4l
Lampiran Peraluran Menteri Dhdam Negeri Noemor 15 Uahon
2024 dan Surac Menreri Dalam Nepgeri Domer 188,31 707/ 8J
tenpgal 2 Mewember 2017 Hal  Penjelasan  erhadsp
Implementas) Substans  Peralursn Pemnennotoh Nomoor 18
Tahun 2017 termang Hak Xeuwanpapn can  Administracif
Pimpiman dun Anggota DI'RED dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri hothor 6H2 Tanun 2007 tentang  Pengelompokan
Kemampuan HKeouanean Daoerah serta Pelaksenazn dan
Pestanpgeungjawaban Danas Operasional.

Untuk 1tu, FPemerintah  Daerah Kada Bakittinggi  agar
menganyparksn Pelaksanasn Medwa! Check Op Phopinan dan
Ariggeia OPRD belurm disogearkan dalam Bancangan
Feraluran Daerah Kola Bukilinggi tentang Perubrehan APRD
Tahun  Angparan 241353 sebagaimana  diamanackan dalam
Pergtoran Pemecmdal: oo 18 Tahen ALY sebhagaimana
telah diubabh dengan Peraturan Pemerintal Nomor | Takun
2023, tutir 3.4 L.2.2 h (10} Lampiran Pecataren Menteri Dalam
Neger Nomor 15 Tahun 2024 dan Burat Mentlen Dulem Negen
Nomor 18B.31/7807 /5T langwnl 2 November 2017 Hal
Perjulasun derhadap Implomentasi Substanzi Peraloran
Memerintaly Nomor 18 Tahao 2007 1eniang Hak Keuangan dan
Admimistratf Pimpinan dan Anggata DPFRD dan  Peraturan
Mendect Dulam Negeri Neomer 82 Tohuan 2017 leptang
Pengelompokary Kemompoasn keaangan Doacrall | sorta
Felaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional.

4] Belama [uran Simpanan Peserta Tabuogan Perumahan RHakoeat
ASN digrggarkan daiam Hancangon Perauran Daerah Knla
Bukittinggi tcntang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
sebesar RplO3.3H 501,72 Peomerintah Dacraly Kota Bukittingei
telah menganggarkan Belanja Iuran Simpanat Peserta Tabungan
Ferumahan Hakvar ASN dimaksud dalam Rarcangan Pecatuean
Dracrah  Kea Bulkittinggl tentang Porabahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpadomran paca Undang-[Indang Momer
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4 Tarun 20l tentang Tabungan Perumahan Rakyar +den
Peraturon Pemenntah Nemor 25 Tahun 2020 fentang
Penyclenggaraan Tabungsn  Perumaban Raloran, butic 52010
Lampiran Peraturan Menleri Dalam Neger Homor 15 Tahun 20034
serla Hural Ddaran Mentot Dalain Meperd Nomor 64847 10,/%.)
tanggal 24 Apastus 2020 Perihal  Pelaksatasn  Penghentios
Permalomgan Tabungan  Perwmaban  pada Pembayaran  Geyi
Pegawal Megeri Sipil dan Calnn Pegawal Megeri Sipil Tharrah.

Hak Keuangan dan Administranf Dewan Perwskilan Rakyat
Lraerah-

al Penycdiaan anggaras Belasjo Gaji dan Tunangan GPRD tetap
schesar  RplCO33.833.000,00, vang diperuntukkan  bag
Pimpman dap Angeota DPED antara lsin diuraikan pada:

[l] Beaanim  Uang  Representpsi DPRD tctap achesar
RpSR0.000. 000G 00, dalaun Rancangan Peraturan  Baerah
Rota Bukithingsd tenteng Perubahan APBD Tahun Anggaran
2035, diangeatkan dalam Rancenpan Peraturan Daerah
kota Bukittitiggd tentang Porubahan APBD Tahun Anggaran
2025 eebagaimara maksud Pasal 3 Poraturan Pemerineah
Mumnor 18 Tabun 2017 sebapaimana telabh diubah denpan
Peraruran Pemerimtah Nomor 1 Tahuan 2023,

i) Belanja  Tunjunpgan  Jabatan DPRD  telap sebesar
RpE2AN.000,000.00 dalain Ranesapzn  Perpturan Doerah
Koa Bukitlingyn lectang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, telab menenald smeamag Pasnl & Poratuesn
Prmerintah Komor 18 Tahupn 2017 sebagmumana  celah
diulmb dengsn Peraturan Pemoerintat Nomor 1 Tahun 2023
gebezar 1€3% |seralus empal puauh lima persen) dati vang
[epresint s,

Untuk itu, Pemerinlsh Taerah kota Bukittingei hams
mempertahankan  scecara torus menerus dan konsisben
Golam messgalokaskan ::zmeg.pran untuk Bolanja Tuojangan
Jabatan DPRL sebesar 145% (seralus ernpat puluh lima
persen) den vang repreaerias, sebagaiortang maksud Pasal
2 Perwluran  Pemenntah Memor 18 Tahun 2007
sehagaimana telahy divbah dengan Peraluran Pemerintah
MNonpor | Tahwao 2023,

{3) Belanja Tunjanpa:: 42 Kelengkspan DFED tetap sebosir
KRB 000,000,000, dianggarkan dalam Rancangan Foraturan
Daerah Kela Bukttinggm tentang Perubekhan APEE} Tahun
Arggeeran 2025 dan dalam pelaksaraannya [elap
memperhatikan  aspek  ofckinatas,  efisiensy kewajaran,
kcpatuzan, penglietaatan das ragionalitas dalam
pengpHnasn  angearan dimaksud sebagaimara malksued
IFasai 7 Peraturan Pemmecintabdy Nomor 18 Tahun 2017
schagaimana elah dwmbal: dengas Peraluran Pemerinlah
totmee | Tabuyn 2020

(<

Belanga  Turgangan Kemanikesi [ntensif Pimpinan  dan
Angpota DERD telap sebesar BEpl 200,000, 000,00, dalam
Fanvanpgan  Preraturan Tagrah Kota Bukittinggl  tenta—mg
Perubahan AFPBD Tahun Anppacan 20248, diangearkan
Calarmn Huncangun  Poratarsn Taerph Kota Buldttingg
iealeng Pzrubhanrn APHEIY  Tahun  Angparaon 2025
sehagaimana maksud Pasial 8 Peratuiran Pemerintah Nornor
13 Tahuan 2017  sebagaimanas  telah diabah dengarn
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dun Pasal &
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahwan 2017
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tentang Pengelompokan Bemampuan Kewangan  Daersh
Ferta Pelaksangan  do Pertanppungjawaban Dana
Operasional.

{=] Belanja  Tuanjanpgan Reses TPRM tetap selwsur
Rpd TR MMEGOC 00, dalam Rancangan Persiuran Doeroh
Leota BuRillingg 1enlzng Perubahan APBD Tahun Aoggaran
2025, dianggarkan dalam Rancsnpan Peraizran Daerah
Kota Thakithimgg tentang Perubahan AFBD Tahun Anggaran
2025 sebaprernuma maksud Pasal & Perataran Permerinigh
Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pererintah Nomaor ] Tahun 2023 dan Pazal ¢
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 62 Tahan 2017,

{6) Belanjo, Tanjangan Perurmahan deun Tranasportasit DPRD
yang croantum dalam rencian atjel belanga:

[4) Belangn Tunjangan Perurnaban OPRT tctap scbesar
R, 300,000, 000, 00; dan

(B Bclaja Tunjangan Transportasi DPRED ketap schesar
Rp3.652.000.000,00,

diangearkan  dalam  Rancangan  Petaturas Dacrsh Kota
Bukillingg tentung Perububan AYBD Tahun Anpgaran 2025
dan dalam polaksanusnnya telap memperhatikan aspek
efeklivilag, ehsiensi, kewajeran, keduatutan, penghomatan
dun rumonaditas dalam pengewnann anegaran dimaksod
sesnal dengan ketertuan peraiuran perdsdang-undangan.
sebapaimung digmumnatkan dalam Peraturan  Pemecrinzih
MNomor 18 Tahun 2017 sebapadrtana telas diabah dengan
Persluran Pemerintoh Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Mentert Dalam Negen Nomor 62 Tahun 2017,

SBelanjutnya, ainkas anggeran  funjangan peramahan dan
funjangaan transperlasi OPRD uga harus memnperhalikan asas
Fopaturan, kowajaran, ramonaiicas, standar harga setempat
vang beclaka, dan stamdsr loes bempunan dan lTahan namah
negara schagaimsng maksud Pasal 17 avar (1) dan ayat [2)
Pergtuzan Pemienniak Nomor :8 Tahun 2017 scbagaimana
triah diubabh denpan Peraturan Peroerintabe Nomor 1 Tahun
20K20 dar Peralyran Menten Dalam Negern Momor 7 Tahun
00 tentang  Stoncdasisas)  Surana den Prasarana Kega
Pemerintahan Dacrah, schagaumanz felah diubah  dengan
Perslacan Mentenn Dalamn Negen Nomor 11 Tabhun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Mentec Dalam Megern
MNomor ¥ Tahun 2006 1entany Sandwerisasi Sarapa dan
Fresarana Kerja Petnerintabia Daerai.

Pecyediaan  anggaran Belan'a Dana Operasional Bimpinan
DPRD letap sebesar Rpl30.000.000,00, dalam Rarcangan
Perataaran Narrah Kola Bukitingg, lentang Penabahan APED
Tahan Angegaean 2025, dimpprakse cdalam Bancangon
Feraturan Daerah Kota Buloutingg entang Perulbahan APBD
Tahan Anggaran 2025 dalam rangkn menunjang kegiatan
operasicsal pang beckaitan dengan represenlas;, pelavansn,
duan kebutohaz lain puna melsncarkesn pelaksanaan rgas
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-harl sesual dengan
kumarmpusn kecangan daecrah serts ridak digunaksn antak
keperluan  pribadi,  welompok,  denface polonpgan, dun
proggunaannaka harus soernpoerbatlikan asas onenfaat,
efellivilas, elisiens, dan akoooatelrles, sehagammana makesacd
FPagai 22 TDoraturan Pemerintah Momor (8 Tasun 2017
achaggmmana lelah dmbah dengan Peraturan Pemerintah
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Mormor 1 Tahun 2023 dan PPasal 8 Pera‘uran Menterd Dalarn
Megeri Nomor 652 Tahun 2017,

Pemnesinlalk Kats  Bukittingg!  agar  mengasgyyearkan dan
malaksanakan belanja gaji dan lunjangsn DERD sesuai denpan

peralusan erundang-undangon dan melakukan penghitungan |
pengelompoklan kemampuan keaengan dacrak secara cormrat |
gesud]  xeleniuwsn dalam Perpturan Menterl Dalam Negen

Womeor 92 Talhun 2017 tentang Pepgelompokken Kemampuan
Keusngar NDacrah serin Pelaksanaan dan Pertsngeungjawaban

Dane Operasional.

o Belanja Poncrimaan Lainnya Kepala Dasrah dan Wakil Kepala
Daereh

Fenvediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WEDIT
tetap sebesor Bpr50.000.000.00 atan 0,.10% dari toral oelana
dacrah dalam Rancangan Peraturan liacrah Kota Bubittinggi
tentang Perubahan APBD Tahun Angearan 2025, dianggarkan
dalam Rancangan Feraturan Tdaecah Kota Bukittingg tentang
I'crubahan  APBD Tahun  Anggaran 2025 dan penentuan
besaraninya discauaikan dengan berpodoman pada Pasal @ ayat [2)
hural 1 Peratutan Pemennlah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Redudukan Kewangar: Kepala Daerah dar Wakil Kepala Thaorah,
vallu uniuk kategor PAD cdi aias Rp L0 milvar maka Dana
Operasional KROII/WEDII diangrarkan prling renidah
Rpi0 0. 000, - dan paling tingg scbegar O,13%: (0ol koma lima
helas persen] dari targel PAD dulam Bancangan Peratucan Dacrah
Kola Bukitlinggi tentang Perubahan APBD Talie: Anggarvan 2025
¥aily RpSod2d 354 251 saitu Rp 243.666,350.24.

Karena itu Pemerintah Kola Bulilinpg harus menycesusikan
angguran Beianja Dana Operasionzl KDH/WEDH scsum peratararn
dirnoksud dengan alokasi  paling panyak BEpe0d 000 000,00,
Svlanjuinya, penpeunoaan anggaran Bolampa Pana Oocrasional
KUH;/WKDH harus betpedomen pada Pesal 8 huraf b Peraturan
Pememnntal Momor 109 Tahen 2000,

&) Tombalian Penghoslon Pegawad [TPP] ASK

Ponyvediaan anpga-an Belanja Tambahan Penghasilan ASN scmula

sehosar Eplid4 569,906,001 5,00 bertarmbah sehesar

Rpt.aey 44| 287 ad atag 4.81%, mrjach echosar

Epl4l.Q37.347 302,00 atau 17.9%%% dari total belanja daerah

dalan: Rancangan Peraturan Dacrah Kota Bulkittinggl tentang

Peubaharn AP Tabun Anggarasn 2025, vapg anlard  lain

dauraekon ke dalam rincian abjek belanja scbagai herkuat:

a] Tamhabhan *enghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sepmla
sobesar Bpd5.TEL. 297, 154,00 vertarnbaby svbesar
Rpaa2 Q37 530,00 Ata 1. B8 menjadi schesar
Rpd6.6.41,554. 689 00

k) Twmhahun Penghasilan herdasarkan Kelangkaon Proiesi ASN
telap sebesor Bp2 295 000 000, 00;

c) Tambabhan Penghasilan Dberdasackan Prestast Keoa ASN
semula sehesar Bp 31.399.047. 732 00 bertambah sebesar
Rp3.271499% 711.00 =) 2. 34 % trieryarls sebesar
Ep3>4.871.046 843,00,

Dapa. diangeartan dalam REancongan Peraturan Daerah Koln
Bulittinggi tentang Perubacan APBD Tahus Anpgaran 2025
denpan memperhalikan jumlah pegawai, aspek elelbviiag,
efisiensl., kepatutan dan Aewajarar PerilAEEn sTEEEran denan
betpodoman pada Pasa: 28 Peraturan Pemennlen Nomor 12
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Tabun 2019 dan bour 24112 lampiran Peraiuran Meoderl
Dalamn Megert Nomor 15 Tahuan 2024,

Berkaitan dengan hal tersebot, dualam hol Pemerintah Dacrsh
Eota Bukiltingg mengajukan permwohonan: persetujuan PP ASN
Tahun Anggaran 2025 mempoerhatizan:

(11 ‘besaran lolal TPP ASN \siah memperoleh perseldyuan LHPRD
Pada saar pemnbabasan kLA dun PPAS,

it penpgunaan  kyiteria pads penjabaren TPP ASY wajh
didumarkan puda kertas kera dan ovidence yang memadad
serza diinpul dalewn aplikasi Sistern Monitoring Evaluasi
Anahsg Jabalan (SIMONA) don

(3] pengajuan permcloinsn persstafusn TPE ABN haros sesuai
dengan nasil verifikasi dan tidek meletaht papu anpgaron
yang leriuang dolam Peraturan Dastah Keta Buldttnggi
ceprtang Perubahan APRD Tahan Angraran 2035,

belamutnya, Kehijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Dacrah
Rotn Bukittinggi Tahun Anggarsen 2035 juga memperbatikan
rekumendas KPR dalam rapglkea mendumung prapeam kooecdinasi
dan supcrvisi KPR sebagairmana makaud %asal & hurat o, huruf b
dan hurd ¢ Undang Undasg SNomos (% Tahun 2019 eacg
Merubahan Kedua atas Undang Undang Momoer 30 Tahon 2002
tenlang Komisl Pemberantasan Tindak Padana Kesaosi, dan balic
3.+ 1.1.2.19 Lampiran Petaturan Menten Dalam Hegen Momor 15
Tahun 20644

gl Tambahan Penghasilan terdasarkan Pectimbaneasn Objekodl
Lainnya  ASN  scmula sebesar Rp62.752.475.000,00
bertammbah sebesar Bl 618,316,600,00 aau 2 35% menjadi
sebesar Rpod 37079160000 atan 74% dad tomal belanja
dacran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kuota Bulkitlieggn
leriany Peruhanan APBDY Tahun Anggaran 2025, yang antara
lain divradlkan ke dalarn vincian objek belanga:

[} Belamga Tumangan Profesi Guro TG MNSD zemula
Kp2a 532977 280 00 bertaribah echosar
Kpl.459.624,02000  alau 3,20% menjadi sebesar
Rp27.992.6]11,300,04;

12} Belana Tambahan Penghaelan (Tarnsil) PRNSD semula
Rp7T3.000.000.00 bertambah schesar BEple 25000000
atau 2 1.675% mengadi selesac Bpf 1250 000 000

3] Bclanma Tumangan Prolesi Goro (TREG) PPPE semula
R O3% 000 920 00 Tieramhbah gehesar
Aplo9 150080,00 atau 4. 17% menjadi | sebesar
By DR TSI 000,00,

141 Belanja Tambahan Ponghasilan  (Tams]) Gura PPPR
germla Rpl130.000.000 00 hedamban schesar
Rp_ 9973000000 atan 1330175 menjadl sebesar
Rpld4s. 75H0.000,

capat digngearkan dalam Hancaagan Peracuratt Daerah Kota
Oukiltingg Lenlang Perubahan APRD Tuwhun anggaran 2025
denpan serpodeman pada:

(1) Fasal & gval (1] hural & Peraluran Pemenniah Nomor %9
Tatun 2010  tentang Tata Caora Pemberian  dan
Pemantaatan Insentift Permunguian Pajak Daerah dan
Retsibusl Daerah untek  insentif  pajak  daerah Jdan
reipibuasl daerah.
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Sclanjutnva, Tunjangan Profesi Gorn ASN Daersh, Dana
Tambahan  Penghasidan CGura ASN Dacrsh, den
Tunjangan Rhusus Guro ASN Thaerah di Daerah Khusus
yanp bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalg
DAR Non Fisik, mzenlldl perreungutan pajak dasrah dass
retrimdst daerah, ingentlf darnfalau tunganpan kenagds
pcjabat atau pegawal borupa helanja jasa pengelolaan
Rarang Milik Daerah serta hoenorarium yang diamanatkan
dalazn kelenrgan peraturan perundang-gtidangsn,
sebagumana  makwud hutic 3411205 Lampirar
Perabaran Menterd Dalaon Negerl Nomer 15 Tahun 2024,

Berkaitan cengan hal terschut, pemberian inseardl pajak
dacrah dan retribusi daectah hanys dapat  diberikan
kepads pencnima insentif sebagaunana maxsud Pagal 2
Peratoran Pemoerimtazh Nomor &Y Tabhun 2010 apalthla
terilat dalan kepialan pemungutan pejak dacrah dan
Terribngs dacran sCTta clalaen prlaksanEannya
berdasarkan kepalulan,  kewajaran dan  rasionalilas
disesuaikan dengan besarnys tanggungjawain, kebutihan
serle karakeenislik dan kondisi objekiif dawcab.

2] Pasal 3 avat (1] dun Pasal 51 ayat (5] Peraturan

Pemerinlah - Nomer 12 Tohun 2019, Selanjulnya,
honorsrism  tetap  memperbatiksn pnosp  elistenst,
elekivilag, kepatuhan, dan kewajaran daiam pencapaien
sasaren program den keplalan sesaad dengon kebutuhan
dan waktu pelaksazaan kegiatan dalam rangka mencapad
target kinerjo kegiston dirmaksud serta standar harga
saluan yanyg citetapkan oleh Kepala Daerah.

dan aspck tekortis EIETERET P TRITS, PETIEEEEATAD
Tambauhan  Penghasilann Serdasarkan Pertbnbangan
Oljektl Lamoya haous dislihkan ke dalam rincian objek
belanja sebagaimana maksud Kepuilosan Meslec Dulam
Neger Mornor 900.1.15.5-3406 Tahun 20324,

b. Belamja Barang dar Jaks

Fervediaan anggaran Belanja Boarsng dogy Jass serula sehesar
Rp29d. 141 710847, 00 Dertamba®  sebeser  Rpdd, B0, 390,447 20
atau 11.65% menjadh schesar Rp3dB432.10L.29%4,320 ataa 41 594
dar total belamys dacran delam Rancangan Peraturan Docral: Kota
Bukittinges tentang Perabahar APOD Tahun Angpa-an 2025, hams
digunakan wntuk pengadaan barongfasa yang nilai mactfeatoya
Earang dari 12 (dua belas] bulan, termasuk bareng/jasa vang akan
dizcrahkan atau dijual kepada masyarakat/pihai lain dalam rangka
melaksanalkban progrars, kegiatac dan sab kepiaian Pomerintahan
Dacrah puna pencapaian sasaran preeritas dacrah yang fercanipm
dalam RPRIMD/Rencana Pembaneunsn UDscrah (RPN pada SKPD
terkait dengon mermoerhelikacn aspes efekinvitas, ehsiensi, kopatutan
dan kewajzran penggunaan anggaran schagmana maksad Pasal 3
ayal 41| dan Pasal 5% Peraluran Pemennlah Nomoer 12 Takun 2019
dan mpir 3.4.1. 2.4 Larmpirsn Perzluran Menler Dalam Negeri Nomer
153 Tahun 2024,

FPetvediaan anpgaran Hemwnia Barang duan Jasy vang antara lain
lereantum pada abjclke belanga;

1| Helunja Baranpg

Penyediaan angesran  Bearja Barang semula sebesar
Epd4? 111905 473,00 Serlambah  sebesar Hpl.357.770.172.00
dlau 3.17% menjadl schesar RpoQ.n6Y9.0760,630,00 atan 3.17%
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dar total helanix dacrah dalam Rancanpan Peraturan Dacrah Kota
Bukittinggl temtang Perubahan APED Tahun Anggaran 2025, vang
divrailtan ke dalam nncan ehjok beladja:

a)

tH

Relanja Barang Pakai TTahia semula sebesar
Rpd9.0RA.G08, 478,00 bertalatt sebhosat
Rpl. 270 85077200  ataw 2860% menjadi sebosar
RpS0.363,459 250,00 atau 6.42% dari total helanja daerah
tflacral dalarn Rancangan Peraturan Dasrah Koty Buxitlingn
tenitang Perubahan AFBD Tahun Aoggpsran 20025, vang antara
lain diuraikan ke dulam sub rincian objek belanja:

{lt Eclanja Bzhan-Bahan Bangunas dan Koostruksi serwla
sebesar Hp=3d, 200,00 Lrertambwh sehesar
RplOO52.000.00  aau 97670% menjadi sebesar
RpY. 124 200,00

(2] Heanjs Bahan-Bahoan Bakar dan Pelumaz  senula
ek Rpe72 127 300,00 berlrarang sebezar
Bpl28.532. 050,00 arau (4.25%)  menfjad]  sebesar
Eptdd g 5. Do, 0y

(-3 Beargz  Bahan-Rahan lLainoys semuala sebesar
Fp529 500 800 00 berlambah sebesar Eo774.836, 016,00
arag 114 33% men’ad: sebagar Hpi 304 236,916,000,

Penyediaan aneggaran wang tercantum pada:

[4) Belanja Bacang  owatuk Dijuai/1Nserahkan kepada
Muosvarakat  semula sebesar REp 3 27E.753.566,00
bertambab setesar Rpo LHOL7S, 103,00 atou 9%.13%
menjadl sebesur Epld459.228.47 1 ,00.

Dapal diznggarkan dalam Ranczngan Meraturan Laevih Rola
Busittinggi tentang Perubanan APDBO Tahuo Anggacepn 20025
cungEn memporhatikan asas kopotutan,  Kewajasan,
rasienalitas  dane  efektivitas  dalam  peccapain 9asaran
program, kegiatan den sub kKogistan pomedntahan doerah
guina mencapal targel lanera yang ditelackan berdasarkan
¥isi danm musi kepala dacrah yvang  tertuang  dalam
REFMD/ Rencana Pembuangunan Dasrah [EP) dan dejabarckan
dalam EhPD, sebapaimana maksud butir 341210, bubic
2414 1.z, butr 3.4.1.2.1.d can butir 3.4.1.2.1.1f Lampiran
Peratutan Mueoleo Dulam MNegen Nomeor 13 Tahun 2022 3cra
dalom oeiaksanaannya “etap memperhatikan aspek ehsiens
serta ponghecmatan ponggunaan angearan don discsuaikan
dengan lebutahan nyata paca Masmg-masing  keggdtian
sebagaimana maksuwd Pasal 3 avat 1) Poraturan Pomorintalh
Fomor 12 Tabiun 29149,

Penpgadaan belanja barang uetuk dijual/dizerabzan kepada
maAsyarakat fpihek kelipafpihalk lain dismpgarkan sebesar
narga belifbangun atas barang vang akan disemazkan xepada
masyarakatiphak ketiga/pihak lain ditambal belanja varg
terkadt langsung dengan pengadaan/pembatginan  saanpad
sid  hserahkao seiagaimana meaksud buur 3.4 1,20 e
Loumpiran Peraturan Menteri Dalam Megert Norowr 15 Tehun
200204

Eelanjn Helanjo. Barang Tak Habis Pakai seronla ddal
cietipgarkan, coenjadi achesar Bp23 1 000 400, 00,

Helanja Asct Tolap vang Tidak Memeonuhi Knileria BEapitalisasi
aorula sebeser Rpd5 29800000 bertambah scbeser
Fpdy.9 100 000,00 atau 9T A% menjadt sebezar
Rp?5.208 00000 atau 9.01% dari total belarja dasrah dalam
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Rancangan Persturan Dacrah Kotz Bukitlinggl 1entang
Prrabahan AFBD Tahon Anggeacen 20735,

Dapal disnpuarkan  alam Rancangnn Peraturan Deerzh Kotz
Rakirringgl teniang Perubahan APBI} Tahun Angearon 20325
nanun dulzm peliksanpannyn disesuaikan dengan kebutihon
nyata pang didasarkan sias pelaksansan tugas dan fengst SKPD,
standar kebutuhan yang ditetapkan gleh Kepala Daerah, juntlah
perswal dan volume pekerjanr serta memoerhilungkan cstumasi
sign perwedivan barang  Tanun  Anggartan 2024 dengen
mencrapkat digitalisas: pengelolzan administrasi dala:mn rangka
chsicnsi dan cofcktivitas penggunaannyva sechagaimana maksud
Fazal 9 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2004,
schapaimana telah diubahk dengan Perabursn Pemcrintah Nomor
2M Tabun 202U, Pasal 3 ayatl (1] Peraturon Petrerinlab Noooar 172
Tahun 2014%dan Pasal 28 Peraturan Merten Tlalam Megen Moot
19 Tahun 2016 sebagaimana telas diubah dersgan Peraluran
Mentern Dalam Mepen Nomaor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1
Lampirat Meraturan Menlent Dalar: Negeo 8Somec 15 Tahan 20024,
Be.anja.Jasa

Penyediaan Argiraran Fielen)a Jasa BCIMUla sebesar
Epld46. 7039417833, 00 hertamban scbosar Hp o7 520079 &b 00
arau 1L 45m menjadi sebhesar Rplad 03 302,589, U0 ataa 20,9605
dan total belongn dasrah dalam Rancangan Peratucan Daersh Kota
Bulitinge \cntang Perabahan APBL Tahun Anpgaran 20235, yang
antara lam diwcaban ke dalam nnoian objek belanja:

a| Delanja Jasa Kentor sernula sebesar Bpl LA1000 3684500
bertambah sehesar Bpl7. 989004814 00 atau 15.23% mersjadi
sebesar Bp 136,089 731 654900 ame 17 38% dari wtal belanja
daerah dalam Rancanpgan Peraturan Dacrak Kota Bukittinggs
lentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 202353 wntara lam
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Marasumber atau Pemabahas, MModerator.
Permbawa Aocara, elan Panitia semLls guhegar
RpTa04 2 500000 berrambah seoezar Rp2. 119 365.000,00
alau 27 B rucrgadi sehosar Bpt 723 5800000, (040;

21 Honoraum Tim Pelzksana Kegigtan dan Sekretomar Tim
Peiaksana Kegiabtan semuia sebesar Ho 10811 100000, )
berrurang sebesar Rpbl2 702,500 atau 36.67%W menjmdi
scacsar Hipl.993.81 2. 500, 00;

(4 Belanmia  Jasa  Tenaga Keschatan  scmuala scbesar
Rp2. 262 235 000,00 berkurang selbwsar RpS31.7200000,00
atau (23,304 menjadi sebesar Rpl, 1 730,515 000;

(4] Belanta Jaxa Tendapa Peranpanan Benocang semula sebhesar
Rpl. 25200000000 berkurang sebesar RpdS 15 000,000, G
At (41, 13%) menjudi seoesar Rp? 37, OO0 000,00,

[S) Blelanja  Jdasa Tenapa  SAcdminisiras: semuola sehesar
Rp10.004 500 Q00,00 Derkoarang selesar
Ppl5 A80, 3000000 atan  [(36.84%) men‘adi  sehesar
REp737.000,000,00,

10} Belana Jasa Tenaga Operarcr Kompuzer semla sebesac
Erpfreh 00000000 berkurang schesar Rpld57.500.000,00)
alau (49,4080 menjadi ecbhesar Ep4ad, B0400 000, 00;

[71 Belanpa Jasa Tenagn Polayanan Touum seomualia schesar
P 020, 40000, 00 bherkurang sabwuar
[Kp3 86 200000 00 way  {32.323%] menads sebesar
el Bie.500.000,00;
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8] Belurja  Jaza  Tenapa Kebersihan  semuls sebemar
Rpp e 407 A0, 00 00 berlambah sehezar
Rpd L60680 583,00 atauw 28.20%  menjadi sebesar
Rp2 i 157 910060 L,00;

(Y] Belamgs  Jasa  Tonaga Keamanen  semnula scbesar
REpl. 360 63500040, 00) bertambah anhozar
Epd 9485 382,451.00  ataun  J34.90%  menvadi selwesar
Epll.549.032.451,00;

[19) Belamga Jasa Tenagn informasi dan Teknologt semula
sebegar Rp29%. 000.000,00 berkurang sebesar
Prp121 000 Qo000 atau 40.46% menjadl sebesar
Ry 178 006, 004,00,

Qupad ehanggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Ketg
Bulottinggl tentany Perubwhan AFBD Tahun Anggasan 2025
namun dalam  pelaksanaannya bars ncmperhasiban asas
hepatutan, kewajaran, rcasionalilas dan elektivitas  dalam
POcapalan  sasaran  program:, kepiatan dan osubh kegigtan
sexual dempan kelrtuhan dan wakiu pelaksanzan sulb
kegiatan dalam rangka muncapai arpot kinena sub kegiatan
dimaksud serla standar hargs saluan yanyg ditetapkan oleh
Kepala Tiacrah sebapaimana maksud Pasal 3 ayal (1} dan Pasal
549 Perararvan Peraerintah Momaor 12 Tahyn 20010,

Sclanjutnya, btolara fasa digunakan untul menganggarkan
pengadain jasa vang didasarkan pads pertimbangon bohwa
keberadaannya  memilki  peranan  dan kornrebosi oyvata
lethadap pencapamn inena pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan., Penpganggaras jasa sebagal imbalan yang
dibenkan kepada ASN dansatou Non ASBN berdasarksn
keablan/protest  secarn spesihk yang  dituangkan dalam
pet‘jﬂ_'leﬂ.l'L,.l']:renug_Elsii]n tlar DAEHHCHTIIVH 1] dongan
ketembuznn  poraturan  poiandang-undangan serte sceleagal
unbmlan yang diberikan kepada plhak lain alaz pemberian
laranan antara lain liserk, air, telepon, flemel dan jasa-jasa
lainnya, achagaimana  maksud  budr 341,22 Lampiran
Peratiran Menteen Dalarm Negen Nomor 15 Tahun 20024,

Belanja [uran  Jarcinan/Asuranai semula achesar
Bpl18.21%w374.100,00 berkurang scbesar RBp|@38.154. 100 00)
alan (5,14%) menged schomar Epl 7281220000000 aou
2.°20% dar total oianja daerah dalum BEoancanpatl Peratutan
Dografy ota Bukillinggs 1entanp Perubahsp APBLY Tahun
Angparan F0%h, vang antara lan diurnikon ke dadann sub
rincian abjek belanja:

(1) Lralam rangka mesujudkan Driversal Fleolth Coveraege (UHC)
¥ang tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan
Kesehalun Masyvarakat tetap achosar Rpl5,.305,682, 100,00
alau  1,95% deun Anggaran  Dbelanja  daesrah dalam
Bancangan Peraluran Daccah Kota Bulottingm  rentang
Prrubahan APBD Tahun Angearan 2025 vanp anlara lain
diuraikan ke dalam sub nncian obiek helanja:

[2) Belanja Turan Jaminan Keschatan bag Peserta PBPU dan
BF kelas I tctap schesar Rpldwov21e.500,00 atoa
177 dari total belaa  deerah dalam Rancangan
FPeraturan Uacrah Koeta Bukithngm tentang FPerubahan
APBD Tahun Anpparan 2035,

[B] Belanja Baatwan luran Jaminan Kesehatas bagl Peserla
PBFU can BF Kelas 3 lelap sebezar ¥pl 398 465 0000
atru [} 18 % dan tolal belanja dacrah dalam Eancangan
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Peraturan Dectah Kota Bulattingrl lenisng Perubahan
APHND Tahun Anggaran 2025;

Dianggarkar: dulam  Eancmigan Peruturan Dacrah Kota
Bulitiinget rentang Perubaban AL Tahun Aoggacan 2025
dalar rangks menjomin keberlangsunegan don ketersed aan
prmbiayaan @@s  ppmman loyonoan Keachatan  sesuas
keapumitay fiskal dacrah dan seoesar kebatuhan Penerime
Bantuan laran |PBI]  jaminan keachatan dan
mengangietksn pembayaran bantuan iuran bagi penduduk
yane mendaftar secara mandir dengan maniaat pelavanen
di Ruang Perawatan Kelaz [ untuk pembiaysan 1 (satu)
lahun  @nggaran yang dianpgparkan pade SKPD  yvarg
menyrlengparalksn umisan  pemericttahan di bidang
kesehalan pembert pelayaran  keschatan, sebopaimatia
maksud Duaur 3.3,3.1.1.%,¢.¢) Lampiran Peraturan Meonrerd
Malam Heger Momor 13 Tabun 20024

Sclaniuinya, dalarrn rampks mewujuckan UHC miencapai
riinitoal WEYN iscmibilaay ouluh delapan persend darl wetal
penduduk pada rahun 2024 sebapaimans telah
dimmanalkan DMeraburan Presiden Namor 36 Tahun 2023
Lenlang  Pela JJalan Jaminan Sosial Tahon 20273-2024,
Femerintaly Daervah Koty Bukitlingg untuk menganggarkan
ba seoagEn st selwuh penduduk yang didaftarkan oleh
Pernennizh Daerah  Reta Bukittinggi  dengan manfaar
pelayanan diruang perawatan kelas [II selain pesesa JRN
vauta  Pekerja  Peneriena Upale [PPU) dan FBI, wajib
relarukar mlzpras jJarunan kesehatan daerah dengac JEN
melalui kere sama poadaliaran PBPY dan Bakan Pekerja
(BF) Peraennlab Daerabh dengan BRIS Kesehatan guns
lerselenggaranya jarmninan kesehazan bagi selurah pendudalk
dan tidak roelakukyn realokasi stas penganpgaran JEN dan
monganggarkan kerja sama  dalam prrn-:i.'.aj-'ta_ra_n Pekerja
Fukan Penerima Upak (PRPU] dan BPF denpur BRIS
Kesehalan untuk 12 jdia belas) hean sebagaimasa maksnd
Pasal 12 Poraturan Presiden Womwor 82 Tahun 2018
sebagaimana tefah dinbiah beherapa kal: terakhic deopan
Peratuaran  Presiden Momor 250 Tah=un 2024, bair
d.4.1. 22 ol glampiran Peraruran benieri Dalam Negeri
Momoer 12 Tahon 2024, dar Peoaluran Hadan Fenyelengeara
Jamman Sosial Keselatan Nernor 6 Tamun 2018 tenisng
Admirustrast Kepegertaan Progran Jaminan Kesehatan.

Berlnitan desgan Bzl lecsebut, Pomenntah Daerah Koto
Haknttings tidak diperaenankan metigelola sendicl (sebaggan
atan eelwruhnyal Jarniran Kesechatan Dacrahonya dengan
manfaat yang samn dengan JEN. tewnesuk  trenpelcia
sehagian Jammnan Keachatan Dacrahnya dengan skema di
luar program JKN [skema pards). scbagama-sa maksad
btz 3.4.3.2.2.8.7) dan butir 3.4.1.2.%.b.#) Lormpiran
Peraturan Menteri Dalam Negerd Normor 15 Tahun 2024,

Selanjutnya, dalam hal Pemernntan Dacrah Kota Bukittinegi
wctnilibe tung@akas: atax Tocan Wisgite MW hagl  poeserte
pekera upah Penwcrintah Dactaly, iuran Kepala Desa dan
PNMerangikat Desa [KP Desa), lentnbost suren bagi peserta PRI
mran PBPU Pemenctah Dacrah. bantuan uren PEIMU/BR
dan bantwen uran PBIPL mendiri tehun angearan
sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittingg
nntul mengatggacLan Kewanhan Bionggakan atas W bam
peseria pekerja upail Pemerimtab Daersh, juran KPR Tieaa,
kontribasl turas bagl peserta PBIL juran PBPU Penierintalh
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Lacrah, bantuan iwran PEPL/BP dan bantoan itran PRPU
mmandi dimaksud dalam Peratira: Daeran Kota Buldttinggt
tentang Perubaban APBDY Tahun  Anggaran 2025,
scbagaimana  oakasd  butir 33.1.2.3 b6} 0  Lampiran
Peraturan Menter Datarn Negen Momor 15 Tabuan 2024

Penvedizan anggaran vang lercantum pada.

fa] Beianga huran Jaminar Kesehazan Dagi Won ASN sermula
sebesar RplO10540.000,00 berkurang sebesar Bpl-
52, 20,000 00) alau [, 1) tetipad;
Rpl.2a7.820.000,00 atau 0.16% dari towal belanja
dacrah  dalam  Fancargan Peraturan  Duerkh  Kota
Bulkillingye lenisng Perubohon APBD Tuhur Anggaran
2025

(b)) Belanja luran Jaminan Keocelakaan Kerja bagi Mon ASH
scmula sebesar Rp 190956000, M0 berboarang  selwosar
Ep(lH2.279. 6000000 ataw [33.09%] menjadi  scbesar
RpAd8. 676,400,000 atau $04% dari total belanja dacrsh
dalam Rancangan Peraturan [acrah Hola Buidttingg
terrtang forubahan AFBO Tahun Argggaran 025 dan

2} Belaaps luran Jdsminan Kemation bagi Non ASN torap
serlila sgebesar Rp3127.194.000.00 berkurang sebes:a
Bp(123.154 50000000 alau [24,04%} men’ad] sebesar
Epabe 047 500,00 alan 0.053% dard total belanja dacrahk
dalam Rancangan Perarazan Deerah Kota Bulattines
tentang Perubahan APBD Tabhun Anpgarcan 2025

thanggarsan  dalam Rancangan Peraluran Daerah Kota
Bukitlingpi Leriang Perubahan APBD Tahun Angparan 2025
bagi pckerja) pegawal vang meneriima gaji/upah antara lain
Pepawni Non Pegawal Negeri 3ipil Daernh (PNPHNSD) yang
dipekerjakan melalul  perianjian kerjslontrak sehagai
perlindungan keseliatan, perlindungan  alas  risiko
kecelakasty  lera  alau penvawn akihat kerja berupa
pETAWAtAN, santunan, dan tunjanpan cacal, serld sebhaga
peclindungan otas risiko keinatian sebageimana  maksud
balir d.4.1.2.20.b 1, butir  3.4.1.2.28 b 11| dati buter
3.4.1.2.2.0.12] Lampiran Peraluran Menterl Daam Megeri
MNommer 1o Tahun 2024,

Menyediain angmaran vang tercanilm pacda:

al Holanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ketja bapl Zekega
Eerlan dudak disnppac<an dalam Rancangan Peraturarn
Duerah Koeta Bukiltimgg tentang Perubahan AFBD
Tahur Angearan 2025

bl Bolama [uran Jaminan kematian Bagl Pockeja Rentan
tidak dianggarkan dalam Rancanpan Petaluran Thaerah
Kota Bukitinga  lenlang Peoubebarn AFBD Tahun
Angaaran A

Agar dianggarkan dolam Roncangon Peraturan Zracrah
Eota Bukiltinggi tentang Perubahas APBD Tabun Asgraran
2085 dalam ranglks penyelenpraraan jaminan gosial Acogan
berpedoman pads Undang-Undang Nomor 40 Tahutn 2004,
Undang-Undang Nemor 21 Tabun 201 1, Peraturen Prosiden
Netno: 10 Tahun 2013 tentangp Fenanspan Kepesertazan
Progran: Jaminan Sosial, [nstruke Presiden Nomor 2 Tahun
20321 tentang Optinsdisas) Pelaksanoen Progract Jartinan
Sosial Ketenggukerasn can lnstraks Presiden Nomar A
Tahun 280322, zebagainana maksod bBobir 5.2.6.2,9), baur
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A e 0], e 5.3.6..11) dan hatic 5.3.6,8,12) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahan 2024,

¢l Penyediaan anpgaran yang tercantum padad

[1) Belanja  Sews  Perialalan dan Mesin scmula scbesar
Epld 86 HTS . Q00 D0 bertacutzal. qelrrsar
Epl SRR 42500000  atau  &l40% menjadi  sebesar
Eps | 72.400.000,00, vang antara lain diarsikan ke dalam
2k nncian objek belanja;

{z] Briuma Scws Kendaman Dinas Beormotor Perorangan
semula sebesar Rosq7. 000,000,000 berlosrang setesar Kp
Epsd? DLO.COG,00  atau [100.004) menjadi  sebesar
EpO,0C;

(I Brlanjp Sewns Alal Angkatan Apung Bermotor untuk
petranipaty serula sebesar Rp 335 000 1, (40
hertamhah  sebezar Ep282.1C0.000.00 atau &4, 20%
meryadl sevesar Rab 17 100.000,00;

{2} Beianja Scwe Cedunp dan Bangunan  scmula sebesas
Epf 0G0 LOG.OC0. 00 bertambeh schesar
Epl.0&87 300 00400 atou 10871 menjad sebesar
Epd 087,400 000,00 yong antasa lain diarawkan ke dalam
subh nonciac ebjok Belanga:

{2l Belanje Sewy Bangonan Gedoog Terapat Pertemesn
semula  sebesar Hpl4 100000000 berlcarang  sehesar
BEp|& 000.000,00]  ataun (4.25%]  menjadi sebesar
R 135000 000, CH;

{tr] Belanja Sewds Banganan Gedung Toempat Kerja Lainnyva
sermula sesesar Kph o000} berkurang scbhesar
Rpd Q0000000 atau 12307 menjady sehesar
Kyl Q00,0000 00,

Dapul dianpesckan dalazn Bancangan Peratursen Daecah Kora
Bukittinggi rencang Perubahan APBE Tabun Acpparan 2035,
namun dalam pelzksanaannya disesuaikan dengan kebotuhan
myaly pada masing-rnawmng keEalsn dengsn mempniontashen
rerlebil dahulu aenppucaan barang milik daerah, Selanjaingas,
apatild ek lerdwpat barane milik dierah terkoiit malkia
penganpgearan dan  oelaksanaan kepalan  dimaksad  ietap
memperhatikon aspek  elektivicas. efisiensi, Kepaturan dan
kewajaran  sorta penghOmaldan  ponigg@unesan RIggaran
sebagaimana maksud Pusal 3 avat |1 Perdcaratr Pemetinoah
Mamor 12 Tahun 2014,

Selaryutonya, selisii: lebih dari elisiens peonyediaan angzaran
terschut diabhkan pada jemiz Belaya Modal dalam rangka
penimggalan kuaantitas dan kuabilas fasilitus aset cacrah
dengan didesarkan pade perencanean keboiaban barang ik
dacrah yang disusun dengan memperhatikan kebutuban serta
keteraediman harang milik dasran pang Ada. Perencanaan
keburuhan barang milik dasrah dimaksud berpedoman pada
stendar barang, standar kebutuhan danfataw standar harga
sebapairnans diamanasikan daleon Peraluren Peonerinital: Woroor
27 Tauhun 2014 sehapaimana telah divhah dengan Peraturan
Perperinitab Noror 28 Tabiun 2020, Peratwran Mentert Dalamn
Mogetd Moo 19 Tohun 2016sehagmmana telah diobah
dengan Perararan Menteri NDalam Neger Momor 7 Tahan 20024
dan Tmtr 3.4.1.2.2.¢ Lampitan Peraaras Menteri Dalam
Megori Momaor 15 Tahun 20249,



-

€] Penyerliaan angparan yang {ercanoum parda:

e

(1] Belanja  Jasas  Konsultansi  Ronstroksl  semula sebesar
Rl o0 ML bertambab schesar . Bp20, 000,000 00
ataud 3,22 menjach sebesar Koo 1,000,000, vanp anlara |ain
digrankan kedalom sub rineian objek belana:

() Belarya Jasa Konsuitanst Merencanaan Rekavass-lass
Desain  Rekayasa  untuk Pekerjaan Teknik  Sipid
Transportas: semmula lidek dianpggarkan menjadi selesar
B L0000, 26,

|k Belanja Jasa Konsallansi Perencunman Bekavasa Jass
Dreswint Fekayasa untuk Peleergjaan Teknik  Sipil Adr
sermtula sebesar Rp. 3000000000 berkurnng sebesar
Ro(200.000,000 00;  atau (00.67]  uenjadi sebesar
Feps L0003 00000, 03,

lct Belanja Jasa Konswlta=si Perencanaan 1crataan Ruang-
Jaza Ferencanaan Wilaywah totap schesar
RHp. 131 Q00 000 00

Dapal banggarkan dalim Rancangsn Peraturan Daerah Keta
Bukiitinggi tentang Perubahan APND Tahun Angparan 2023,
namun dalam pelaksanaannys telap mempechatikan 2eapek
cfrkiividas, chsiems,  kepahisan dan Kewsiaran  serta
penghematan penggunaa angparas den disesamban dengin
kehutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebapairnana
maksnue Pasal 3 wayal (1] Pecaluran Bemerdplah Nomor 12
Tahun 20149.

Selain (lu. uraian terechut di atas jupa hamis memperhatika:
agpek urpensi doan elektivizas hasil jass konzsultansd dimakesud
lethadap  koalilas  peromusan kebygakan  2alk dibidang
perenconann dan pelaksanaan pombanguran dasrah maapun
prlayAnan kepada masyaragat.

Selpniutnya ponyvedigan angearan belanja fasa konsgaltans:
Ronstraksi menpgisoll eonsep felloestieg alan milal aset relap
vang diangearkandatam  bolamga  medal adalah sebeesar
hargabei/bangun aser dilambah seloruh belanjp pangrerkait
drunean pengadasn/oembangonan asctsampal siap diganalkeare.
kevuell dimtur lam oleh keleniuAar pecataran penandang-
undangan dan diakuor sebagar Konouksi Dalam Pengerasn
(KDP|, scbageimana maksod butir 341,225 Lampicaon
Peraturan kMenben Talam Negen Momor 15 Tahun 2024,

Belanja Kuorscs/ Pelauhan, Sosiaisasi, Bimbingan Texnis sera
Penclicdikean dan Pelatihan semulsa scbesar Bpl 248 71700000
bertambahl selesar Rpd@2 196 000,00 atau 39.4 1% menjadl
sebrvar BD1T.740.%13.000,00 dianpparkan didam Bostcasgan
Peraturan Daerah Kora Bukiliinggi t2ntanp Peruboahan aPHD
Tahun Anggoran 2025, vang diaraikan ke dalam sub vincian
obayed Telunifac

{11 Belanja  Kursuz  SmgkatPelatibzan semala sebesar
Rpl 040900000, 00 Bertarmulah sebesar Rpd92, 140 000,00
alig 47 E8M menjadi sebesar Kpl.332.090.000.00; dan

12) Belanja Dhikelat Kenermimpina lelap sebrzar
REA0T, 51T 00,00

Dapat dianggarkan dalam Hancapgen Peraturan Lacrah Ke'a
Bulkirtinge tentang Perubahan AFED Tahun Anpgparan 2025
dalam rangks peningkaton kompetensi oelalui pendidikan
danpelatithan atzu kegpatan scoms, upl kompetensi dalam
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ranghka  serbfikisi  Rompetensi hagi setiap ASN O |jabatan
prmpiman  hnggl, jabatan adminisiras), jabatan Tungsional),
apinan dan Anggate TIPRDN, serta unsur laimnya vang
dibutuhkan acsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan calam  pelaksanaannya  dilskukan  secara
selekliy, efimiensidan efektivitas oengorunaan anpparandaserash
sorta tertih anpgaran daoadminisitasi dengan mempernatikan
aspekurgensi.  kualitas  penvelenpgaraan, mualansubstnne],
Leonnipererisi narasnmber kualicas advckasi dar
Pelavenan penyvelenggara  serla manlsal vang  skandipercleh
bap pejabat daerah danstaf Pemnerintah Daerah, Phopinan Jdun
Arpeata DPET, seris TR lninna varp
dibutuskansebapaimana  maksud  ballr 54,02.262),  outir
4.4.0.2.203) dan butit 34.L.2.2F4) Lampiran  Peraturan
Mentert Dalam Negeo Nomor 1o Tahun 2004,

Selamjutnyva,  penvodizan  darggaran  yasg  lercenium pada
Regiatar: Penitghkatan Kapasidas DIFRTY Epd 0063, 830000000,
yang divraikan aas:

(1) Suk kegiatan Pendalaman Tugas DPRED Epla7s, 703,000, 00,

{2} Sub keglntan IPenyedinon Tenapa Mhli Fralesi
Ep362,. 210,000,040,

EHBub kepiatan Publikas! dan Dokamentesi  DPRED
Rpl. 079685, 100,00

Dapal d:angearkan rdafaom Rancangan Peeelaran Daerall Kola
Buxittinggl tentang Poirobahat APBD Taliun Aongearan 24025
tdengan herpedoman peda eraluran Menter: Dalam Negeri
Bumor 133 Tataz 2017 tentang Grientast dan Pendalimean
TitZas Anggota Dzl Perwalilaz Fiabewral Drasrah
Katmipaten/Kesa  dan Trewan Perwakilan Rakovat  Daeeah
Ralmpaten  Kota sebapaimans lelabh doubah dengen Peraturan
WMenten Dalam Neperi Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Fetulahan atas Perawdran benler: Dalam Negen Nomor 133
Tahun 20617 teatang Chencasi dan Pendaiamean Tugas Angaota
Dewan Perwakclan Fakval Dasrah kabupaten/Kota dan Dewan
Ferwnkilan  Rakya! Dacrsh  Kabupaten/Kotadar  batir
34012403 Lampiran Peraturan bMenteri Dalam Negeari Momor
13 Tahun 2024,

Dalara hal pendidikan dan pelatihan, binchizgan lexnis alan
seermsnya  terschut disclenggarakan ei luar dacrah haras
songal ibkilas dan dilskukan secara sacgat sclcokof -:jd:n_ga_n
mcmpcrtimbangkan asprk-aspek WCEEELSL, kualilas
penvelenggarasn, mualan subalans], kompolensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelavanian penyvelengeara serta manfaat
yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelalihan,
bimbingzn teknis atau sejenismys punas efektivitas penpplinssn
ATIRATAR: daerah.

Berkaitan denpann hal tersebur, Pemmetiotal Dacrah Koty
Buliliingy lidak diperkenankan menyolenggeralkan pond:dikan
dan pelathan, bimbingan  teknis, scosialisasi, workshop,
tokzkarya, semmar. ujl kompetensi dalam cangka seriifikasi
ormpetens dan pemgembangan kompetens S0DM Aparatur
otan  scjenisnya di laar wilavah  Kabupazen/Kata  yang
bersangkutan kecuali cenvelenggarasnonys dilabukan scoara
selekif dan terdapat kebustuhan atau terbatasnya kapasitaa
gumnbet dava serta lembags ponpembarnpan SO vang
kompeten sebagarmana maksud butir 3.4, 1.2.2.12|b] Lampiran
FPerataran Monten Dalam Yegerl Nomor 13 Talian 2084
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Gelanjutnya,  dalam rangza memaksimalkan  pemanlastan
ickiologl  informmsl,  efeklvitas, dan efisiensl  pepdanaan
penvelenpaaranm serlilileas i kompetensi, dan
renpombangan kempetensi SDM Apacatur{seininarf warkshopf
aursas/ lekabkarys)! sosialisasi! bimbingan teknis/pendidikan
dant pelatihan] alauw sejenisnya dapar dilaksanaxan secara
tirfuicd manpun fubnd, sebagaimana maksind buslir 3.4.3.2.2.{,.41
Lammpiran Peraturan Menteri Dalam Neger? Nomo: 05 Talon
2024,

Belarnja Peroeliharsan semmula schesar RBp24.232 352 736,00
berrambah sebesar Rp7 621 955 155,00 alay 31.43% menjads
sebesar Epdl 834317 89100 atau 41.06% deri lotal belanja
daerab dalayn Rancanegan leraturan Daerah Kota Guldrtingg
rentang Perababiaz APBD Tabun Anggaran 2023, yoang antara
lann diurai=an ke dalamn rincian objek belanja:

L} Hedanga Pomchharaan cralatan dan Mesin semuola sebesar
Rpd 8493441 400 00 herlambah Rpi 881,545 704,00 atau
21A58% memadi scbsar Rp22 375040144 00 alew 2.85%
ddari total helanis daerah dalam Rencangan Peraturan
Dacraih Kora Bukitvngeg tentang Perababhan APED Tahun
Anggaran 2025, vang antara lain diuraikon ke dalam
Tineclan obek belanja

[al Brlanjn Pemelihoraan Alal Angkuran Alar Aagkiien
Dary: Bermoolor-Kendaraan Iknas Bormotor Berorangin
sendla sebesay Kp3. 501 7E0.000,00 berkurang svbesar
Rp(46.240.000,00]  artau  (1.32%) rmenjadi  sebesar
Rp3. 455540000, 00,

| Belanja 1emelihoraan Alar Angloatan Alar Anglatan
Apung Bormotor-Alat Anghutan Apung Bermotor anluk
pehlmpang  aemla o sebesar Rp2.64%9, 000,000 00
boertambab sebesar Epl 15 0000GHIEY O stz 9,34%,
mcryadi sebesar Bp2. 7od J00.000,00;

i Delangn Pemmelibarasn Alst Haotor don Ruamoadi Tunegn
alat Fumal Tangga-Alal Pendingin  setnuls  sebwsarc
[Kp24 200,000, 00 hertwmbah schesar Rp6, 000,000 00
atauw 34,09% menjadd sebesar Rp30.900.000,00,

idl Belama VPomeliharaan Komputer-Peralatan  Komputer
Uni-Peralatanr  Persomal Computer semaa scbesar
Epddl. 560.J00,00 bertaumbah sebesar Rp L3 140,000,040
atau 5.93% menjadi sebesar RE2a4, 700000, 00,

[ Beianja Pomchharaan  Gedung dan Bangunan  seoiula
sebesar Rp2 415 4007530 a0 bertambah schesar
Rod 004988 451,00 ataw 21405 menjads achesar
Hpd 420.389,200,00 atau 9.0649% darl total belana daerah
ilalarn Banwangsn Peratu-an Tlacrah RKota Busittinggi
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
antard lain diuraikan ke dalam sub rincian objck bolanja.

la] Be.anja  Peruelibarazn  Bangdean  Gedung-Bangunuan
Lpdung Tempat Kena-Bangunan Godung Kontor semula
gehrgar Hpl. 419,337,399 00 hertormnbah sehesa
Rpt 878.413.651,00 atan 132.34% memadi aebosar
H[}Ii-:.f_"*—':l?-?ﬁ-'. AT ThLy

b Beianja  Pecoclibarasn Banguran Gedong-Bangonan
crechaneg Tempat Kege-Bangunan Gedung Pertokoan
Koperas fFasar letep Bl 99 999 80001,
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[ Belaniu Pemelharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula
sebesar Ll 3205 508477 (0 berambsh sebasqr
Ep&H3s 380,003,00 atau 20.62% 1eng Al sebwsar
Rpd D0ESE8 477,00 ataa 0,51% darl total belanja daerah
dalam  Raneangar  Peraturan Daesrabh Hota  Bukitlingm
tentang Perabahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
divratkas: pada sob mocan otiek belanfa pada HBelanja
Prmeliharaan Jalan dan Jembatan-Jadan-Jalasy Kota sermnula
srbewar Bpl 148 308477 00 berkurang RpiBR.ROS.4TT 00
alan [7,20%] menjadi sebesar Rpl 049 500000, 00.

Dopat dianggarkan dalan Rancangan Peraturar: Daerah
Kola Bukiltinggm tcntang Perubshan AI'BED Tahun Anggaran
2025 vong Derada dalam penigmiasasn pengetola barang,
PCOSEINA Darane atau kuasa pengguna barang berpedoman
pada dafrac kebutuhan pemelibarsan barang sesum dengan
ketentuany  peratwrar perundang undangar roengenial
Barang bhilk Dacrah, namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efcktivitas, efisicnsi. kepatotan dan
kewdjsran serta penphematan penggunaan anggaras dan
digesiainan dengar mebutuhan nyvatla pada masing-masing
kegiatan sebagaimana maksud Fasal 3 asab (1) Peratucan
Pernerintaly Mooere 12 Tehoe 2019,

Belanjurnra, penvedinon aneparan Belanjy Pemelinaraan
Bursne Mik Dacrah yang borada dalam  penpuasaon
petipelomm bararna, pehggita barang Atay) Hussy prngouna
barang berpedoman pada:

(7] daftar kebuluhan pemelthacasn Tarang Wik Tracrah
sebagaumanyg maksad Pasal 40 avat (1] dan aval (2}
Peratiiran Permenniah Momnpr 27 Tahyun Mird
sebagaunana ielabh dintwah dengan Peraturan Pemenniah
Momor 28 Tahun 2020 dan Peraturan bMenteri Dealam
MNepert Momer 19 Tahun 2016 sehagaimana 1eah divbah
dengan FPeraturan Menteri Dalam Megers Namor 7 Tasun
2024 dan

(b slanda=r kehaluhan darnfeian strnelar hara
pemelittaraan unlig garman biava pemeliharaan pecdong
asang sangmuman dalam ~epen, kendarnon dimos  don
sarang kentor ditelaplosn desyan peralbaran gepaka
daerah dengan berpedomae: pada Ketentuan petatotran
perdang-undangan;

sobagamana maksod  botre 540123 Lamperan Paraturan
Menteri Dalatmn Neger: Nomor 25 Tahun 200624

Helanjs Frijalanan Ninas semmuda gchegar Rp
A1.856 373,996 00 Dertambal, sebesar Rp 2702759941 1)
ataw 8,35 mesjad: sebesar Rpdd af063. 937,00 atau 4.43%,
dari total belanta daerah datam Rancangasn Peraturan Dacral
Kata Hukittinggd tomting Perubahan APBTY Tahun Anggnran
2025, vanp 1epdin dari.

Il Belanja Penalanan  Dinay Hiasa semiula seoesar
Rpad 7. 35370635506, 00 hertamhbah schrsar
Bpd D67 e ] 00 ataan 11,32 memcadi schesar
Rpdl. 434 145,237.00;

21 Belania Poralanan Dnas Malam Kota semea seoesar
Rpl. 5000 000000 beramsal sebesar HMp2O35. 1 00000 (1
atau (32 He) menjadi sabesar Kpd 033 480000, 00,

3 Belama Peralazan Lunaz Mestirg Dalam Keia semula
sebesar Rl by 37 000,00 berkurang SCICSAr




==

Rp(5.271.000,00)
Rpl.761.104.000,00.

4} Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota semula sebesar
Rp1.019.019.000,00 berkurang sebesar Rp[688.686.000,00)
atau (67.58%) menjadi sebesar Rp330.333.000,00,

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Mecting
Luar Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Dacrah
penyvelenpggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah
Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung
oleh Pemerintah Daerah peseria, sebagaimana maksud bulis
3.4.1.2.4.a.7| Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
15 Tahun 2024.

Mhstribusi Belanja Perjalanan [hnas pada setiap SKPD dalam
Perda APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perda
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai
berikul:

atau 10.35%) sehesar

menjadi

Tabel 13
Distribusl Belanja Perjalanan Dinas Setiap SKPD Tahun 2025
Porsl Belana
Mo Perangkat Daerah APBD 3025 “"“‘;ﬁ""’ S0 setiaih (o) HKPD the
Totel Delunja
1 Diimns Pendifiican Kebudnrin BE% MR 000 &7, 227,700 [ 35 0T HK)| 151
2 Dinos Keselaton L. EME. 621480 L4208 S2G 184 (i el Ll a1 L
1 D‘“"Fm‘"“ Umum dan LR G o] 138457 500 (@13 340 500 {1,385,
Dinas Perumabmn don Sewwehn
4 M : A : X X 1
vl 25000 0 216, 500000 | B S00, D) £ 2
Dran Pemodom Kebakaran dan)
5 P Al 1, 1D 3. a1 000 .73 1008 0, 56
5] Sarivan Palin Pumong Progs | B CHRE () "T:’lﬂm.ﬂ'ﬂ I-?E_{EI'D |'.H'.':I_L U.E'F‘H-IH
b, JETR IR L L4 UG OHG LA N ERE RO (L R n ] 0,50,
a5 rinan Sowial AL 0ES 0 S5, 575000 TEEN0. 80 155
iiman Pemberdayumn
Perempuen dan PerdEndungan
3 Anak, Perperdslion Pendodik L T4R DOAG | TR, e 100 {30, L0 4,8,
don KB
1] B Linghoangan Hidup A, POLDO0 3TE DD |SOEE00; 00| 1,00%
LL Damny. Kependiduken den Copil LW, & S D00 L 15, 328 000 |4 51328, () 005,
12| DHsus Peshsihuagun A OO0 L0 go0 ji L BB, LN 0 dhr,
[Fias Koinunikns don -
13 | ar pri o B | T LG AR, (O CHHA i DO, DD 01, %
Thpan Kaperasl, LM dun .
t4a Kei kerann AT SORDO0 53, 55000 ST RE5 KN 2,.46%
Fimas Penononman Medol dan .
s Pel nE fis Butis Pt Ly RE0LD00 LAk 48 T 00 20 EBET O 00,
- inas Pemuda dan Olahram BTS00, 230 B3 G0 D00 480 193780 2,45
Diinas Perpuslaknnn dan :
'T_| Wearsipin st I At S it iRk
I | Danas Parioissim 00,3 TG00 447 Bl A LT 282 BaA 1,26
by Dimas Pertanmmn don Pangan 450,973 HH) 290,956 100 (155 Sds, | ) A5
[Fman Perdagrogan doan . y =
. Priisiirais XS QL0000 [ B L s B | h5E, T 23440 5174
21 Lekrednrint Dagrnh LRSI E R 5.481.341 387 | RET. 000, TRY L5, Te%
27 | Sekretarial DFRD 14.022 530800 | 19908 """':'-':'E (55t 77 0L A0 18 A,
Faelan Perencanaan
23 Pemhnngunan, Penelitian dan a0E. T EA.D00 A 15550010 {193, F8E, 0oy 091
PFengembnngan Ooemb et
24 Bodan Eedsngan 1508 760,776 THT. 06T EHE (AL T HER) R
25 BEPSIN a3 (00 o IR e ] ZHE, OO OO 2.50%
26 Inepekicrml Dagrah m.sun.mu_ R0, REEE ]S [Te-2L 1. 1ET) ], 743
27 Ker. Mandinngin Kotn Selayan 3834 5,050 2104323 0 b el LHEHE







e [

[ Porss Belann
Peroxdm
Hn Porangiort Deerah APDID 2028 R, PAVED | getiaih g SKPT (had
Y ToLul Belamin
Prradin
L] Koo Gugnlk Panjang A BN R 1 S5 B0, 000 (54, 3060 00HD) DAFR |
29 | Kee. Aur Birago Tigo Faled 46 235, (0D IOOOITEN | EAG1TS00 0.87%
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Berdasarkan tabel di atas, 3 {tiga) SKPD yng memberikan porsi
Belanja Perjalanan Dinas terbesar sebagai berikut:

(1) Sekretariat DPRD, anggaran semula Rpl4.022.520.800,00
berkurang sebesar Rp(556.770.800,00) menjadi
Rpl3.4565.750.000,00 atau 3B.83% dari total Belanja
Perjalanan Dinas di  Perubahan APBD  sebesar
Rp34.659.063.937,00.

(2) Sekretariat Daerah, angegaran semula Rp3.903.442.504,00
bertambah sebesar Rpl1.557.900.783,00 menjadi
Rp5.461.343. 287,00 atau 15.Y6% dari total Belanja
Perjalanan Dinas di Perubahan APBD.

(3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, anggaran semula
Rpl.144.636.856,00 bertambah sebesar Rp746.493.144,00
menjadi Rpl.8913.130.000,00 atau 5.46% dar total
Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan APBD.

Belanja  Perjalanan  Dinas, harus dikurangi dan
diefisiensikkan secara signifikan dan dirasionalkan
alokasinya dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan  disesuaikan dengan
kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan
sehagatmana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas
yang melebihi alokasi awal dalam APBD Tahun 2025
bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 lentang lentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerak Tahun Anggaran 2025 dan
Sura!l Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/833/5.J Tanggal
23 Februari 2025 lentang Penyesuaian Pendapatan dan
Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanjao Daerah Tahun Anggaran 2025,

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Pegalanan Dinas
dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan
sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam REPD,
KUA dan PPAS vang menunjang pencapaian 17 [tujuh belas)
Program Prioritas dan pencapalan 8 [delapan) misi atau Asta
Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesual
dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi,
penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% {empat
puluh persen) dari total belanja deerah di luar Belanja Bag
Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/fatau Desa,
alokast anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada
Inspektorat Dacrah paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen)
dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan
tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, alokasi anggaran
untuk pendidikan dan pelatthan bagi ASN dalam rangka
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chibenbpn  ancara lain dalam bentukpembedsn hadiah  pada
Kegratay yang bermfal perlombaan atan penghargaan atas suaio
prostasl, beasswa kepada masyacalal, penanganan  dampak
sonial  kemesyarakatan  akibal  peapgpunasn 1snsh mililk
Pemmerniilsh Daerah Kotz Bulocinggi ontuk pelaksanasn
pembangunan provek siratepis naswmal dan non proyek stratlegis
nasiwnal  sebapamana maksud  butir 341250 Lampican
Peraturan Menleri Dalarn Negeri Nomor 15 Ta-en 2024

Boerkaitan dengan hal torsebut, penganpgearas belanja barang
uniuk dijual fdiserahkan secta helanja gyeng danfatas jJasa untak
dibenkan kepada moasyorakat/pihak  ketipa/pibak lzin agar
memperhalizan:

al  bagian yang tidak “erpisghkan dar ranghsian pencapaian
larpel  kinerjs  yang  lerluang dslam EPIMD/EPD dan
dijabarkan dalam REPD;

bi tujuan kegatannya tidak lermasuk daam arilesia bibah dan
Bariuan sosial;

ol dala dan informast vang telah diverifikasi oleh SEPTY 1erkan
bagi  belanja barang  wocuk  dijual/diserahka-n sepadda
masyaraksl fpihimk keligys fmibak lan; dar

di  usulan atas barang, wang canfatau jasa diccaksud dilagukan
aleh SKPT terkonit tanpa ada pengajunn propaesal daci caon
prerle ritna.;

mebagrimana malksud ootie 3.4.1.2.5.4d  Lampiran Peratiltan

Menteri Dalarn Negerd Nomeon- 15 Tahun 20024,

43 Belaya Bubsidi

Penvediaun wngparan Belamae Swhbsidi etap scbosar
Epld 500000 000,00 dalam Rancanpan Pergiuran Dacrah Kota
Bukittinggi tentane Perabahon APBD Tabran Anggatan 2025

3| Belanpa Hibao

Frnyodiasn anpggaran Belanja Hibkah semila sebesar
R225.1i=4 832 .04 00 Derkurang  sebwsar Rp[1LB7Q.670 500400, 00
atau [7.43%] menjadi sebesar Rpli 253885 83500 atay 2.974%
dari totod belanjx daerah dalam Eancangan Peraturan Daeran kola

Buaiungs lenieneg Perubahsan APBL Tahun Anggarar 20235,
sebugaitnana Tabel, sebapal brokuot:

Tabel 14
Tren Helanja Hivah ierhadap Belazja Daerah

ReaAnss

*a1um Anggeran Beltia Hiliah Bilrya H ban W Talal E‘-az}f Jaar Ly
i Rpy AE] ] ; S . !
1 ; . K ot S 3 | A=
APBD S5 i EIAIRNIRI [ SARTENCHIMR %33, TIZIEWIGMI BTG,
| APED TR Cowesewyary | staean @i 808 Reniaasamn | e
" APET Mg O ad 552 1M E0 | 13 GEBEGS 19100 5330 1M IS AT M | 7
pessppagm  DESITTMe | TESOTRMGRSEED | 246

«  Kondisi 27 dgustus 2025

Herdusurkan  label  seboaguimans <1 alas,  Pemeriniah kata
Bukittinggi, pada AFED Tohun Anggaran 2025, Belanjs Hibah
riencapal B 1A%, kemoelian meniskeal meciedl V525 pada APBL
Tahun Anguaran 2024 Naroan, sade APBD Tabiors Anggaran 2035,
persentaze Ini menurn meifadi 3.42%, dan seelah penyesuaian
dalam Eancompan Perubahon AaFBD 2025, alokas Belanjn Hibah
vedibul mennekeat menjucdl 2.95%
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Selain ila, leent realisast Helanjs Hibah lshun anggaran
sebelumnwa, dinralkan sebagzi bertkut:

] Hentizasi Belarga Hilith prT 232 ApEas 2095
Rpl3.1853.806.191,90 atan 33.30% dari tomal Beluma Hihah
dalam Rancangan Veraturan Daoeran Kota Bukittingel tertang
AFBD Tahun Ahggaran 2025 Rpdd 743 852 104 00,

Bl Rl Eclansa Hibah Tahun Anggaran 2024
Rp31 330007 280,12 atau 89.90% dari total Belanja Hibah
dalam Hancangan FPoraruran Daccain Ko Bukimneg tentang
APEL Tahun Angegaran 20024 sebesar Rpa7, l05.915.374,00;
tian

c] Realisasi Belan a Hibalh Tahun Aclggaran 2023
Rpd3.670.370.940,00 atau 94 .353% dan toral Belanja Hibah
fdalan Peraturan Daeral Koto Bukittinggi tentacg APBD Tahtan
AnppaTan Y023 gehesor Rpda, 304, 120,026 00,

Selanjumya. pemyedizan anggaran Belanja Hibah veon diorcaikan
Yoo ddmlarn oinel Deluogs -

ol Beolanja Hibah keopada Poemenntah Pusat semuala sebesar
Rpl 1&9.670.000,00 berkurang sebesac Rp2LB.570.0040,040)
atan [ 13.09%: menjadi scbesar Bp9a1 000 000,00;

hl Belanja Hibhah kepada Badan. Lembaga, Organisasi
Remasyarakatan vang Berhadan Hokoum Indonesia semuls
selesar Bl 5oRaT 006 a0 00 herkurang webiermr
B 2,077 625,000,00] atau [(13.09%) menjadi  sebesar
B 3. 789511 .690,00;

] Brlanja ilibah Dana BOS semula sebesar Rpd 157.330.0C0,00
bertambah sebesar Hplan. Yol 0000 atau 2.31% menjadi
avhasar Rpd A28 080 000,060,

di Belanja Hikah Banuan Keuangan kKepada Farrat Pold ik

Ponyedivgn  angparsn yanp leocanium pada Belama Hibah
Bantuan Heuangor kepada Parton Politik tetap  sehesas
RpRon 8454 14,00 atag 0 12% dan tntal pendepetsn dascsh
dalam EKancangan Perateran Daerah Kola Bukitlinggs lentang
Perubaban AIMBD Tebun Anggaren 2025,

dianggarkan dalarm Rancoangan  Peraliran Daerair Kola
Bukittinggl tentang Perubahan APRD Tahun Anegaran 20025
dengan berpedoman pada Peraturan Pementilah Nomor 5
Tabwn 2000 tentanz Bantuan Keuangan Hepada Parcta Politik,
schapgaimana  welah diabwmbh betberaps ksl terakhic despgan
Peraturan  Permerintgah Nomwor 1 Tahue 2018 tentang
Porubanan Kedua alas Peraturan Pemenplah Momor S Tahun
2009 1enteng  Dantoen  Kegangan Kepada Pasctar Politek,
Peraturan Mcnileri Dalam Neogeri Momor 26 Tahuno 200158
sebapaimana telah dinhah dengen Poratoran Meolees Dalam
Neger Nomor 78 Taltan 2020, dan bube 3 4, 1.5.2 4} Lampiran
Peraturan Menteri Tralam Negeri Momnr 15 Tahun 20024,

¢! BHalanja Hioah kepada Koperes: scmula tidak diangesrksan
menjadi  2ebesnr REp2B1 000,000 00 atau 008 dan racal
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Roto
Hukittingg tentzne Perababan APBD Tohun Angggatan 2025,

khasua untuk  paga enpgaran belanta  hivah joga hatus
herpedoman pada pagu aneggaran belanja hibah vang tercantum
pada kelormpok Belana Oeerast dalam Perubahan BKPD,
Peiubahan KUA dar Perubahan PPAE,
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8] Belanja Bantuan Sosial

Heaanja Bantuan Seosial Semmml:  sehesar Rpl 471 700.000,00
bertamlah selesar Rp203 300,000,000 atau 13.81%  menjadi
schosar Rpl.675.000.000,00 delam Rancangan Feraturan Daerah
Kata Haatonggi tencang Perabahan APET Tahur Anpggoran 2025
vaknl partla Belenja Bantan [nsia, Uang yang Diceicanskan kepada
RKeluearga

SeCHTH PITISIR, pROganggarian rencans belans Bantuan Sesial
vang tercanium dalam Laioperan [V Rancangan Peraturan Wely
Kota Bakitingg tentang Penjabaran Perubahan APBLD TA, 2025
harus mernenuhi kriterin paling sedikit:

I11. selelktil diastksn bahwa bantwan sosial hasiya diberiksn
kepada calon penerima vang ditujukan untuk melndung dam
kermungkinan dsike sosgial,

(2], memenuhi persyaratan penerma bankgan diartikan meriliki
entitas kependudukan sesvai dengan ketentuzul perabaran
perundang-ynoangan;

A1, bersifat sementara dan ridak rerlz menenas, kocuali dadom
keadesn  tertenie dapat  berkaeianjutan diertikan oehwa
pemberian  bantuan  sosial tidak wapb dan udak hasas
dilrenkan actiap Tahun Angearan dan keadaan lertentu dapat
berkelanjutan  diattikan  babwa  hantuar sosial  depat
dibembkan sctiap Tahun Anggaran sammpai peoerima hantean
reloh levpas cari risika soslal; dan

4. sesuad bujuan pengeunaan diartikan babwa fijuar pemberian
Bantua-: sosial meliputi: cehaoilitazl gesial; porlindungan
apsal;, nomberdavaon sosial) jaminan sosial; penrlmggu]angan
kemiskinen; dan penanggulangan bencana,

Terhadap alokasl anpearan banioan sosial yang direncanakan
dalam rangka menunang progrem, fegiatan dan suo kegialan
Pemecrintaly Dasrah, dafler calon peoemimz bantuan sesiol by
rarne hy address haras dicanlamkoon dalatn Perdbahan BEPTY
Talhun 2025 berdasarkan hast evahias oleh SKPD rerkadl yang
telah mendapatkan pertimbangar TAPD atas usulan Ledulis dad
valun penesime banlouan sosial danfacac kepala SRPD dengan
memperhatisan:
(1], kelengkapa:  admunisitast caln penerma bantuan sosial
antara @m nama, alamat, besaran, dan tujuan pengg anaan;
{2). lujuan  Pemerintzh Gaerah  dalarn melindungl  individu,
kelvarga, dean kEeloempok danfatan maspuarakar dari
kemungkinan terjadmya misike sosial sesual dengan
ketentua-: peraturan perumdang-vesdangan;
(). kemampuan  keoangan deersh osetelah memnrsritnskan
pemenuhian  urusan  pemerintahan wajibh dan orasan
peaneriiiahan puicen.

Alokasi anggaran bolanja bantuan sosial yang relah dicantumkan
dalam Perubahan REPD} Tabun 2025 meomad: dasar dalam
peEncantunan alakesi aspparan belanga bentuan sesial dalam
Hancangan Perubahan KA dan Merubahan PPAS  Tahun
Anogaran 2%, Sclenjutnys poneganggaran bantuan zosizl vang
direnconakan diatgearlan  pada SKPD terkat dan dicine
menarat iems bolanja bantuan sosial, objock, rnc.an objek. dan
subrincian ochjek pada program. Kegiatan, dan soblepiatan SesDai
dengan Logras dan [ungsi perangkat daesrah terkait.

‘v, bantuyan sosal yane bdak dapat dircncacakac
aebelumnya, diadekasikan anluk kebuiohoen akibal raiko sosial
vang tidak dapat diperkcrakar pada saat penvasanan APBD vang
apatila ditunda Zenanpanannya akan memimbwkan nsiko sosial

Bementara o
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varg lebih besar bagh individu  dandsiau kelvarga  yang
bersacghutan. Peaganggaran Banroan sosisl yang tidak dapat
dircncanakan  scbhoelumnys  disnggarkan  dalan Belanja  Tidus
Tercupa. Peogpunaan atas bantuen sosial vang tidak dopat
direneatakan sebeinmnya tidak melebih! pagu alokasi acggaron
vang divencanakan, kecusli kesdaan tidak stabil vang rergad
sechra Fha-tibe schagai akibar dar situesi krosis sosial, ckonomi,
politik, bencana, dan fenomena alam sesuan denpan keleoloan
peraturan poundang-undangan. Selanjurnys,  pengangooecan
Lamtuan sosial dajam Perubahan APBO Tahun Anpgarsn 2025
berpedomar. pada peraturan kepala dacrzh yang mengatur tala
CATA DENEATIEEAIA. pelaksanaat dear: penatansnhaan,
perlangnungewabian dan pelaporan seria monitering dan evainasi
hantuan somal, sebagaimans dionanatkan dalam  keteatuan
peraturan pordedeng-andangan, sehaparmmana diacur dalam buatir
J.4. 1.6 Lampiran Peratora Menterd Dalarn Nepern Nomar 15 Tahun
2024 lenlang Pedoman Peivusunan APBD TA. 2025,

2. Bolanpa Medal

Penyediaan WP EELCETL [elania Maodel sCImnuka sebwesar
Hp2d 37091205100 bertambah  sebesar Rpld 2000254 35700 atau
41.92% mernjadl sehesar RpdB.OT1. 206,400 00 ataw 6.13% dart tolal
belanju dacrah dalan Fancangao Perziutan Maerah Kota Bu<ittings
tenlang Porubahen APBD Tahue Anpgaran 2025, diaspparkan dalam
Rancangan Peraturan Naerah Kota Bukittinggi cencang Perubmhnn APRD
Tabhun Anggaran 2025 yvang diprioritaskan untuk sembangaoan dan
pEMEEMoangan sarsng dan prasarana ving leekait lanpsusy dengan
percngkalan peiayaran . puhlik o serls permmumbuhan ekonomi
dacrah, schagaimana maeksug butly 3.3 Lampiran Peraiuran Menten
Dalan Negen Momor 15 Tahan D074,

Penpunpearan belasnje medal rersebut digunakan gntuk pengeluaran
vang dilakulesn dulam rangka pengadaon asel telap dan azel lainnys
yang memenubt kriterin mempuryal masa manfaat lelh dan 12 {daa
besas) bulan, digunakan dalam kepiatan pemerintahan dastah, roelewsats
hatas minimal kapitalisasi asct totsp yvang diatur dalam Peraturan
Fepals Dagrah, bervasjudatau tidak beramjud, biava peroichan asel
Ielap dapal dukur secara andod, tidak dimaksudkan uncok dijual, dac
dipero.eh atau dibangoan dengan meksud untuk diganakansebagamana
maksud Pnzal 64 Peraturan Pemorintah Nomor 12 Tahan 2019 ,dan batr
4.4 2. e Lampiran Peraturan kenteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2024,

Ponganpearnn jpenpadadn Barang Milik Deacrah harus didasarkan pacda.

a. perencanain Keouinnan Baranp bMilik Daershyang mendukung 1ugas
dan fangsi SKPD serra ketersedinan Barang Milik Daerah yany ada;
darl

b, standar 2arang, standare Kebuarmhan danfateu standar harga;

sebagaitnana massod Pasal % Peraiuran Pemenntanh Nomor 27 Tahun
2014 achapaimana tela’ divkah dengan Peraturan Pemennlah Xomor 28
Tanum 2020, Pasal 20 Peraturan Menteo Dalam Kegeri Romor LS Taln
20160 senapaunana wlah dionhan dengan Peraturan Menten Thalam Megen
MNomor 7 Tahon 2024 dan bule 34250 Lamoican Peraloran Menien
Dalar Nepert Nurnor 15 Tahan 20024,

Penyedisan anpparnan Belanga Modal vang antara lamn tercaniao: pada:

a. Belama Modal FPrealatan dan Meain sEM.Ila sehesoy
Eps Ll 135032255 00 Sertamban scherar RKp@. 27103892300 atau
133, 14% menjadi sebezar RplE. 584591178 00 atan 3_13% dari total
belama dasrah dolarn Eaccangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
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tenlang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara jan
draraizan ke dalam aljek belana:

11

2

3

4

Belama Modal Alat Besar semmuls schesar Ep337.277.500,00
bettarmhah schesar Rph32.861.280,00 arau 1683.91% menjodi
schosar Kpa9t 138 7B000 vang antara lain diuraikan ke dalam
s=uby rincian objck belanja.

al Helanja Modal Alat Bewar Apung, semula Udak disnggarkan
rrenysddl serbesar Rpot 649150, H);

bt Belatja blada]l Aat Bantu semula scehesar Bplad? 200y SO0 00
bertaumkbah sebesar Rpd493,212, 100,00 atau 146.27% menjadi
achosar KpH30 49 600, 00,

Belanja Modal Alat Angkulan semula sebesar BptS pEE, 000,00
bertambah sebesar Rp2 406 363,200 00 ataw 15,843,584 menjadi
selesar Rpl421,551,200,00 yang antars lain diuraikan ke dalam
sub rincian abyck bolania:

a. Belanjs Modal Alar Angkutan Darat Bermotor  sermuala tidak
diangparkan roenjach sebesar Bpd 300 2538 200,00,

. Belenja  Modal  Alat Anglaatanr Angng  HBermeloer  semua
Eplo JHE.000.00  bertambah scbesar Bo? 12500000 atan
40,9 1+ menjadi sehesar Rp22 310G D

Belamid Modal Ala: Kantor dan Ruinah Taupgz semula sebesar
Rpl 638758 800,00 berlamba sebeszar Rp2 530,826,221 ,00 arauw
155609 menjadi sebesar Rpd 186 543021 00 vang ancara lain
divraikan ke dalam rircian objex belanja:

i) Belanja Modal Alar Kartor semula scbesar Rpl70.670.700,00
berlambah sebesar RpSEI S8 300,00 artaun 330.21% menjadi
sebesar Rp7 34,232 000,00,

bl Belanja Model  Alat Humah  Tangga semula sebesar
Epl 408 058 100,00 lwrtwembshb sehesar BRpt 965 518471 .00
ataa LMY menjads sehesar Bp 2.4060,0606.771,00  yang
antarocain dinraikan ke dalame sate rizatan objek belanja;

(1) Bekanja Moda' Mehel semuia sebesar Bp 56541352000
Dertamlmb:  sebresar RpACD346 500,00 atauw 58.809%
menjadi sebesar Bp 1.063.759.820,00;

12 Belamja Modal Alar Human Tangga Lamnya [Hlonte Useol
semella sebesar Rp §533.211.600.00 becarmbeh seoesar
Epl 177493171400 ataw 220.704% menjodi sebesa-
FEpl,711.004,771.04,

Bolamia Modal Atar Shedeo, Roroumkosi, dan Pemancar scroola
sebesar KpZ 053 (00, (HY hertambah acbesar Bp2, 059,440, 761,00
atang 10V, 75 menjady sebesar Rp2 I71.525.761,00 vazg
diirraikan ke dalam rnincian chick helania;

a] Belanja Modal Alar Stodio semoia sebesar Ro20.085.000 00
bertambah sebesar Rp2 018,357 ,<26,00  ataun LO0S0,12%
tnenjadi sebesar Rp2. 038450424 ,04;

B} Belonja Modal Alat Keomunikas: semuola udai dianpparxan
menjadi sebesar Hp 6 0 4350 U0

Belanja Modal Komputer serwla selbesar Rpl 75203278000
herratmbah sebesar Bpl 107 3985980 00 atau 63,204 meonjadi
gabesat Rpd 835,421 .7600,00 yvang antara laan dioraiksn ke dalam
mncian ohjek betanjas
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al Gelanja Miuclial Kompuler Lot sl gebegar
Epla17. 7492, 400.00 berambsbh ecbesor Ppl 013475300 00
atou T7.03% mmenjadil scbesar Bpl 33353267 7000k

bi Belanfa Moda! Peralatan Kompater  gemula sebesur
Rpa34. 240 080,00 bertambah sebesar Rp2@1. 9235 8R0,00 atan
21 16% menjadi sebesar Rp326. 164060040,

b, Brlana  Modzl Gedung dan Bangunan scmula  sebesar Rp
A2 537052 280,00 berlurang sebesar Rpld 487 6005 4492 000 atan
122, 30% ) maenjadi sebesar BEpdX 0459 352 7HE 00 atau 3,82% das talal
belanga deerzh dalam Rancanpger Peraturac Dacrah Kota Bulkittinpgsi
tentang Perubaban APBL Tahun Anggaron 2025, vang anlara lain
diarubean ke dalam objek Beianja:

11 Belanja M iclal Bangaran Credung wernula sebesar
Hp4d 3BV 002 280,00 berkarang schesar Rpi@487 629 492 00
atau (22 .38%) menjadi sebesar Rp 32.899,422 785 .00 yanp hanys
diurakan ke dalam rminoan objek Belangs Modal Hanganan
Geduny Tempal Kerja, yang antarn lain diuraikan ke dalam sub
nucian ohick bolanga:

4] Belanja Modal Banpunan Cedung Kantor semmulz sebesar Rp
S0005. 733.280,00 berkurang sebesar HEpll, 300,135,149 2,04t
sl [3,00%] menjodi sebezar Bp 28,503 508 138,00,

B Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustokaan tetan sebosar
BEp 2,830,000, 000,00,

21 Belamga Modal Ty Tionk Kontrol/ Pastl sconula sebesas
REplo0.000,000,00  perkurang sebesar Fp70.000.00) arao (O,05%)]
mrent el selwesar Rp 149 0000000, 00,

. Belanjz  Modal Julan,  Jannegan, dan [Opss semula sebosar
Rp3. 10606 451 420,00 Dertamban sebesar REp2.oT00073.620,00 alszu
51.7RY% menjadi scbesar Bp7 825 827,126,000 atan [00% dan total
belatija daerah dadatn Kasmcangan Perajurun Dacsrah Koela Bukitunpsi
teniang Perubahan aPBG Tahun Anggarcn 2025, vang divrailan ke
dalam objelk belanja:

1| Belanja Modal Jalam  dan Jemmbatan o semcila sebesas
Epd.196.451.494.00 hertambah eebesar Rp2. 160000 000,20 atau
2l TE%M menjadi sebesar Rpd 6576451 435,00 vang divraizan ke
dalam sub rincian objek Belonja Modol Jalan vang antara lain
diuraskan scbhagal benlint:

3l Belanja bodal Jalan kKola seroula sebexar Rp933.951 498,00
hertambah schesar Rpl 575,000 000,00 atau 168 63 menjudi
sebesar Bp2 508 551,498 .00,

b Belanja Wil Juliem lainnar: BCTTILA srbrzar
Epl 3524503093 00 Derarmbah sebesar Rp|200.000,000,00)
wlgu [100%] toeogadn sebsesar Byl -

21 Belanja Modal Bapgunan Aur semnula sebesar Rpl 720 000,000, 00
boctambah scbeosar KHpaOl, 37562000 atou 27.95%  menjadi
sebessr Rp2 290 375.62(L0) yang diaraikan o dalam nncian
objek Belama Madal Basnpunan Aur Katar,

3 Belanmjz Bodal Tnstalasi tetap scbesas RplOQu00o, 000,00 vang
d:urakan ke datamn rinciat obyek Belanja Modal lnstalas Ad Kulor.

Mape) dianguearkan dolam Ronenngan Pernturan Dacras Kot Bukittingg
tentang Prrubaban APBD Tahun  AnggAren 2025 dalam rangka
pengadaar  aseft telap dan ase! leionyva vanp  memenohn kriienia
metnplnyal magza manfaat leoih daei 12 [dua Delag) bulan, digunakan
dalam kegiztan pemerintaban dacrah, dan batas minimal kapitalisast
exel aesusl dengan kewenangan Pemetrintah Dwoerah kote Buldctizyp,
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sebopaimeana fmaksud Pasal 64 Peraturan Pemieriniah Nomer 12 Tahun
2014,

Penyedinan  acgearan  belanja modal  dilsuboksn sesund dengan
kemampuan ketangan dan kebutithan daerah berdasarksan  prinap
etiziens:, efek:if, transmaran dan terbuka, bersaing, adil, dan wkuntabel
dengan menpulamakan preduk dalam negeri sebaga.mans discnanatkas
dalam LInsoraksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanzgal 340 Marer 20058

Pengacasn Barang Milik Daerah dimaksud pelakssnsannya jugn hacus
gesunl doengan standamnsam sarana don prasarana ke—a Peomerintah
Duerah sebegaimona diamanalkan dalam Peraturan Meotern DNalam
Negenn Nomor 7 Tahun 2006, sebapmimana telah diabah  despgoan
Pergturan Menter Dalam Negernl Momot 11 Tahun 2007 dan bulir 3.4.2.1;
dan  bunr 3440 Lampiran Peraburan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 20249,

Selanureys, penyediaan anggaras yang tercanlum pada:

a. Belanja Moda!  Alat Hedokteran  dan Kezehalan  semala
Fpdo 26100000  bertambah sehesar Rp 472,977, 383.00  arau
422 41% rienjadh schezar Bpd72.977,383,00; dan

b,  Betanja Modal Alat Laboratoriom sernula Hdak disngparkan menjadi
sebesar Ral2.642.040,00,

Dopar dignggarka dalam Rancangan Peratyran Laerah Kota Bukiitingegl
feniony  Ferybokan APRD Tohun  Anggaron 2005 dan  dolam
pengadasnngg fures memperhatikan  kualitas dan renfoat alat-alof
fedokleran dan labordionum tersebul dengoan haroe pang fompetitif
talarm rangha merengkaikan pelayanan kepada mesyerochad, sebaligus
torsndianya pelayanan purafedl ool Keberungsungan  operasiona]
peralaion dimaksed dan kepastion dalam pelaganan kepade mesgarakal,
sesual darigan ketentuun peraluran perendang-wRadangan.

Penganggorar befanjo modal difekuboon sesen elemgen Ketrenongnn dar
keelampidnt kendangan don kebutuhen doepedl berdasarkan  prinsip
efiswensi, eFklf, transparan dan terbukoa, bersaing, edil, Jdun akuntaheal
derngai retglitormakan prodhete diolem negen, Selanfulngg, pongarggaros
pengedaan barang mutk dacrah didesarkor pade Rercana Kebulu b
favarg Mtk Dasrah (REBMIY pang disiisun dengan memperhoifion
kchltuhon pelabsancer fuges doan fungst SKPIDY seda kelersedioon
frarang MUtk dacrah yarg ado.

Permerintah Kola Bukilttingg?! tidak diperkenarnkan
menganggarkar pengadaan/pembangunan gang Hdok tercotot
pada RKBMD daon tidaok merupakarn kewenangan deerah, dan
selanfutnye agor dialihkan poada program kegiotan prioritas
daerah.

Pempodaan barang mfik gdaeroh dimaksud dalam pelaksanadainya Lo
horus  sesual dengare standarssos sdrgne dan prosarane kenog
Pemenniah Daocrah sehagaimana dwialur dalam Peraturan Mernter? Daiam
fNegert Nomor 7 Toliwn 2006 tendang Stafdorisost Sorgng don Prasarend
fega Pemerintal Daerah, sebagommann divbah dengan Paraturan denter
Didam. Negerl Nompe 11 Tahun 2007 lentang Perubohan Atas Peraiuron
Menteri Dalam NMegert Nomor 7 Tahun 2006 fentang Stordoarsost Sarend
dan Prazoranc Keng Pemerntaban Daenah.

3. Buelanja Tiudas Tesduga

Belaaya Tidak Terdugz menipaxan pengeluaras angearan aias beban
AFBD wuntuk keadaan darucat termasik kKeperluoan mendesab serio
priogertbalian alas  kelebihan permmbavaren alas  penenimaan daerahb
tahun-tahan sekelumnya dan belanja bantuan sosial vang tdask dapa:
direncmlakean sebelumnya.
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Petiyediasan  anggaran  Heloopa  Tidak  Terduga telap schesar
Rpl 000000 GO0,00 atau 0,03% dar total belamja daerah  dalam
Fanvangar Peraturan Dacrah Kota Bukitling! Lleslang Perubahan AFBD
Tabun Anggarac 2025, dianggarkan dalam Bancangan Peraturan Dasrah
Kata Bulathngm tecntang Porubaban APBD Tabhun Angearan 2025 secara
memadal yang dihituhg secsrs rasmnel dengan mempectimbangkac
realisazi Tahun Anggaran 2023 don kenungkinan adanya kegiatan-
kegaten vang =sifatnya tidek dapet diprediksi sebelumnya, di Tuar
kendall dan pengaruh pemerinloh duceah, sertaz amanat ketentnan
peraturan perundatg-undangan. sebapgamana maksud Pasal 682 dan
Pagal bY Proraturan Pemmerolah Momor 12 Tahur 2019 dan butic 3.4.0
Lamiparan Pecaturan Meonteri Dalam Negeri Nooer 15 Tahun 2024,

4. Belanja Trans{er

Penvediaan BTIEEaTAN Beianjz Transter serrzula sehosar
Epd. ra0a2i 000,00 berkurang sehesar Rp(G, 101, 700000 00)  argu
turun [62.57%) menjad] schozar Bp3 628.920.000,00 dalam Rancang:Hn
[Meraruran Daerali Kela Bokittingm ienlang Perubahan APRT Tahun
Angearsn 2025, yiuig didraiken pada Belanja Bantoan Keuargain
Belanja  Tianraan Keumnear Khusus Daerabh Provinsi acaw
Kabuparen,/Hola ke Proving.

D. Laun-lain
Dalatn ranpka mensukseskan pelaksanan MTO Nasicnal Tingkat Sumatera Harat
Tahun 2025 yapg bertempat 0 Kota DBukittinggi, meka Pemenntah Ko
Bukittingm agar mengalokasinya asiggaran vang memadar untak  partisipasi
achapan “uan numab MTOD Nasicna Tinglkat Provins: Sumatera Baszt Takun 2025
terschul pada Perubahan AP2D Tahen Angparan 2025

VII. KEBLIAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A Kebiakas Umuym Pembisyaan Dacral

1.

t

Poembiayuan Laerah merupakan setiap penceimaan yang perly disavar
kemhah danfatau penecluaran vang akas dilerina kembali, haik pada
luhun  anpgparan berkenaon maupan pada lahun-lishun sngearan
bembatnya, seoapaimana maksud Pasal 28 ayat [3) Peratiran Pomenintsh
Nornor 12 Tahnon 2019 dan Batir 2.2 & Lampiran Peraturan Meneo Talam
Neperr Momuaer 15 Tahun 20024,

Klasihkas akun Pembeayaan Tmeerah yang dmrakan menuril kelompok,
Jenis, objelk, tincian obiek, sub o orineisn chjek dikelolsn berdasarkan
kewenangan pedgelelaan keoangan padz SKPKD aschagaimann maksud
batir .20 Lamoran Peraturan Menter Dalam Negeri Nomer 1753 Tolan
2024

Pombiagasan neto digunakan antuk mensgpunakan suerplas angearan atau
menubup  defisit anggaransebagaimana makszud oulic 3.2.3.d Lampiran
Perotaran bMenter; Dalemn Negeri Nomer 15 Tolwan 2024,

Iralamn hal APBD diperkirakan surplus. APBD dapal digirnakan uniok
perpeluaran pemblavasn doaeroh vanyg diterapkan dulam Poraturan
Decrah  Hota  Bukittingeitentang APBD Tahun  Anggaran 2024 yang
prlaksanmannya sesual dengan ketentaan peralasan perdadanp-undangan.

Daletn hal APGD dipetkicalsn deflsit, APELD dapatl didanar dari pergeiuaran
pemymayaan daerabh vang  diletapkan dalam Peraturan Daccah Bors
Bukittuyggitentanmg  Perubaben APTID Tahun  Angpsran 20345 yanp
pelaksanaaniya sesugi dengan keleniuan prraturan penidang-undangsn,

3. Analisis Pustac dan Rasio per Sub Rincian Ohjsk Pembiayvaan
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Icnyediaan alofast perbiayaan daecab dalam Ranoanean Peraturan Daerah
Kota Bulnttingei icnilang Perabahan AFBD Tahuan Anggaran 2035 sehagaimana
Tatwl setmayal berikui:

Tabtw:l. 13
Pembiayaan Daerah
- .

—_—
N

Sbelum |Rp) Beaudub {Apl Selinlh| KR

Jusn ek Ry}

Hraimg

| PEMERIMAAN FEVALAYART

| FEMEIATAAR PAEFAN I

T EFR ARG, 00 Fu Al 273,089, 49 | IR 13F433.7IT.ER 106 0055 |

U Sinn Ledin Perasumgar

| anggrm Tahan Sobehue v H'i oy E-u..J-, ] JEL R .'.:'!- :f-.e-fll.ua' B .2&!- 145407, 737 Fa A
. PEMOELUARAN PEMBIAYAMLH o, 0 2, 7S OO, DO 2.7, N, ey, ] LM G, '
L - . e - — . — H
I Fempuriaun folal Lt ! | DoTanEY L | ATl guned MINYH A :
i . U R
FEMBIAYAAN HETTO T.25%. 519 683,00 | 33.084.273.309 8% : 25.844.433.737 k5 10, D

C. Analisis Akun Fembiayaan sampal dengan Sub Rincian Ok ek

Bercdazarkan tabhel sebatmmana di atax, kebuakan pembiayvaan daerah dalam
Rancangan Peralaran Daerah Bota Rukiningg teniang Peruobahan APBD
Tahun Anggaran 2025 sebagra beokoys:

1.

Penerimazs: Pernlbig yaas

Dalaty Rancanpgan Peraleran Damecsh Kala Busittingg! tentang Perubalan
APBDRY Tanhun Anpparan 2025 dianepgarkan  pononmodn  pembiavaan
gebesar Bpdb 363 273,389 89 vang sciurubnya beraumber dan Sisa Lebih
Perhitangan Angearan Tahun Sebelumnnya (SILPA) APBD Tahun 2024
gemala disngraralan Ep7. 239 5349 652 menjadi Gebimnr
Epd& dbd.273.385%,8% scsual hasdl audit BPK-R] atas LEPD Kuala
Rukirtinggs Tahun 202

Untuk ilu, Pemenntah Tlacrsh Kote Bubkittinggi harae  medasukan
perhitungan secara cérmnal dan rexional proveksi SiLPA Tahuan Angsaran
2024 wvang akan dianggarkan &i Tahun 2025 densan cormperhmbanghkan
tealisasi  beberapa tabun Aerakhic delam rasgka menghindad
kemunglkindn  adarya senpeluaran yang ldak dicanai aldbat  tidak
rercagainya SILPA yang direncanakan sesba dengan kelenfuan peraturan
oerustdang-unclar gan.

MDedarn hal  terdapat SiILPA vang  wlabh  ditesioksan penpgunsannys
perdasarkan  pera-uran  perondang-uhdatgan padas tashun angraran
sebclumnya, emenntalb, Hola Bukillinggl weiih mengangeackan SiLPa
dimaksud sesunl pengeunaannya =ebagaimana maksud budr 350001
Lampiran Poraturan YWenteri Dodam Negerl Nemeor £S5 Tahoo 2024 .

Dalam hal S5iLPA dacrah tinge dan Enera loyanan tineggs, SiLE& dapat
dinvestaskan dan/alan dipunakan uvnlas pembontubkan Dana Abacdi
Dacran sesoedl dengan kelentusn perdluran perandang-undanzan dengan
tmemperhankan Kebuthan vanpg menjadi poontss dacrah yang hanis
dipenuhi sebagaimana maksad bance 351100 Lampitan Peraturaon
Menilerr Dalam Negern Noziore 15 Taban 2024,

Zerla dalam hal RILPA daerah dingei dan kinegja layanan  rendah,
Femerintah kKota Bukittingsd dopal mengarahkan  ponggunaat SiLPA
dimaksud wuntubs beloma anfrastruktar polavanas pudlilk docrah vang
Eermrientlas: pada perobangongn elooound daerab sebapaimanas e xeard
i G2l 142y Lamparan Peraturan Meowerr Dalstn Negen Momor 1S
Tahun 2024,
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2. Penpefusrsn Pembiayaan

Malam Rzncangan Peratwran Daerah Kula Bukittinggl tertang Perubahan
APBD Takhun Angparan 2025 Peogeluaran Pembiavaan Rpd.00 atau tidax
dianggarkan. diangka dengan becpedoman pada Pasal 78 Peraturan
Pemerniah Nomer 12 Tahur 2019

Borketin dengary hal tersebnt, Pemenntah Dacran Kota Bukittinggs
terlelh dabulo menvuson analisis investasl setbelom melakokan investasi
oleh penasehat investasi vang independen dan profesional. dan ditetapkan
aleh Kepala Dacrah sebagoumana diesnanatkan dalam Porataran Menleri
Dalam Negen Momer 522 Tahues 20172,

Malam hag jumlah penyerlqan oundal dimaleeesd telah disetapkon dulam

peratirar: daerah lenlang penyerlann modal dar alekast penvertaan modal

dirmaksud ridak melebihi jwolal: yang tercaniom dalam peraturon daerath
rentaty  penvertaan  muxdal fersebul, maka Pemerintah Daerah  Kota

Fukitii—gei tidak perla melakokan perobehan dgigs peraturan dacrah

detriaksud sesuan dengan ketentuon peraturan peruncanp-undangan.

Behubungan dengan penpganeparan Penyertsan Meds, Dasrah pada BUMD

pada Perubahan APRD TA. 2025 maka Pemerintab Kala Bukitttingel agar

memperhatikan hal-hal sebapas beriloge:

A, Pernerinlsh Kabupaten Tanali Datar dapa; melakuzan penyeriasn
modal pada BUIMD dac: fatau BITMS,

b. Penyertman medal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yane
akan disertakan dulan APED Ta. 2025 telah ditetapkan dalate Perda
rengenai peryertaan stocal daerah borsanghutian dan pelaktsanaann ya
sesuat dengan ketenuan peraturan perundeng-vndangan,

o, Perda dimaksod dilctankan acbelum persetujuan kepala  daerah
bersama DPRLDY atas rancangan Perda rentang: APBEL

d. Penyertaan ivodal daerah tidak dapet dilakulkan pada peruhahan
AFBD Tahun Anggaran beckenaan, keooual? diatar lain dalamm
keteniuan peraturan perundang,

Sepagaimana dimaksud pada hutir 3.5,2.2 Lampiran FPordturan mentar

Lalam neger Nomor 13 Tahuo 2024 Llenlyng Pednman Peranasunan AFPBD

Ta, 202%, Uniuk iin, penganggaran peoyerlsan modsl kepada BUMD A

Merubahan APBU TA, 2045 agar ditinfau ulang kembeli

VIE REKOGMENDAS]
Femernlah Daerah Kole Bukibiingga dalam mensyusan Hancasgan Peraturan
Pmerah Kota Bukitringyi tentang Perubaban APED Tshyn Anggaran 2025, selain
memperlatikan kebijakan dan fekius peoyisunan APBED, juga berpedoman pada
antara Lain sebagai berikut:

A Fermnenstahe Daersh Bola Bukitineesi daiom pemyusunan APBD Tahun
Anpparan 2025 ook menonang pencapaizn & (delapan) misi ataun Asta Cita
Presiden dan Walal Presiden R, achaps: heridont:

1. Memprerkokob ideolngl Poicasiin, demokrasi, dan Halk Asast Matiasia [HAMY

2. Memantapkan  sistem  pectabanan kensnanan negara dan mendoreng
ketrandivian bangsa melalyi semsemboada pangan, onergl, mir, ckonomi
kreatll, ekanomi hijal dan ekooomi Dane;

3. Merungkatlhen lapangan kerja vang Serkualitas, mendoreng kewiraasaliaan,
mecgembangka  indastrn kreatif dan melanjutkan oengembangan
nfrmstrukour;

& Melanjualkan penpemnbangan 530M, sains, foknologl, pendididean, wesehatan,
presfas) clanruys, Keselariian gencaer. seris pengudtan peran perempuan,
petuda dan penyvandang disaoililas:
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belanjuikan hulinsast dan mdustrnalivas unmak meningkatkan aital taroabes:
di dalatn negern,

. Membangun der desa dan dan hawsh antak pemeraiasn ekesomi dan

pembarantasan kermiskinar;

- Memperaoat reformeasi politik hbukum dan bicokrasi seria memperkual

poncepAnarn dan pembrrantasm korupsi don narkoba; dan

- Mempersuat penvelarasan fehidupan yetyy harmoois dengen lingloongan.

alam dan budaya scrta peningkatan toleransi antaramat beragammas 3nfuk
mendanal masvarakat varg adil dan meskenar,

B. Pemonniah Dacrah Kota Bukittings dalam penyusuactan Pe-abahan APBD
Tamun Anggaran 2035 unmk mendukung 27 (tuwjubh belas) Progpram Prioritas
Presiden dan Walil Presiden R1. yvait

e

-
LT

=

11.
[,
13.

[7.

Yvascmhbaca pangan. cnergl, dan air:

Penyermpurnean sisteTl peienmdan TREAe;

Reiortasi Politik, halkum, dan birokozsi:

Ponoegahan dan pemberantasan konapsi:

Pemiberanrasoan kemiskinan:

Prncepashan can pemberantasan narkcha;

Jaroinan tersedianya pelavenan keschatan bag schuman raiorat;
Penpuatan pendidikan, sains, dan teknologi. serta digilalisasi;

Penguestan oerahansn dan kesmanan negars dan pemeliharasn hooangan
internaswmal yang Kondusif;

Penipuatan kesetarasn pender dan perandungsn hak perempuan. anak,
serla penyondanyg disabilitas;

Menjamim pelestarian ingkangan hidup:

Menjarmin fetersedisan pupuk, benih, das pestisida langsung ke polani
Menjamin rumma® murah dan zanitasi untuk masvarakat dess dan raicyat
vang membutuhkan:

o Melangutkan pemerazasn ekooomm, peogoatan OREM dan pembuanganan

by Kota Nusantara [[EN);

Melan ulkan hiloasast dan industrialisag berbasiskan sumbcr daya alam
[SDAY don marilizn unlak memnbwba lapangan kega yang acluas loasnya
dalam mewwudkan keadilan ekonomi,

Momastilean kerobunan antar umet beregama. kebehazan benbadah, dan
perawaton nnas ibadah), dan

Peleslomen sem bodeys, peningkalan ekoenomi keeatil, dan peninglaran
prestasi olahraga,

O Pemennlah Dasras Kola Buwitlinger dalam poivusunan AMBL Tahun
Anpraran 2025 unluk mendukung target pesiumbuhan ckonomu schosar B
(delapan persen) dalam ranpies meningkatkan predaboavings daerah untook

alesrleras) periumbohan vkonomm, yailu antace laim oelalo:

IS

Mendorong hilirigusi SDA untuk menjacli salah sam source of growtks
Meripercepat penverapan dan meningkatican kualitas belanja APHLD;
Menuruniean wila meremeandol Caprtal-Chetput Rafboe (00D yang
menandakan  babwa  serpwkin ceodah nidan 1JCOR akeo menangokloan
chimenyl vane Ilchin bak dalam pomanfaatan mvestast schingea dapat
meninekatlan produklivitas dalam oeger melalal pememnilaalan
imfrastraktur yang tersedia 2emta peningkatan akses can koaektivitaa.

I} Penganiggaran pendapatan, belanjz, dan pembiayaan dalam  Rancangan
Veraturan Dacrah Kota Bulattingg: teniang foubahan APBLD Tabhun Anggaran
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2025 dan Hancangan Peraloman Wali Kola Buitlinggr rentang Penjabaran
AFBD Tahun Aoggaran 2025 horos berdasarian pade kEetentuan peratucan
perundang-undangat sebrpaitnana maksud Pasal 24 ayat () das ayat (9]
Feraturatt Pernerintah MNomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikat  denpgzan
susuhan  orgatusasi  yang  ditctapkan berdasarkan  ketenluan  pecatucan
pernutdang undatgan aebappimena maksad Pasal b3 Veraturan Pemerintah
Nomer 12 Tahun 201%

Pomaorintah Dacrah kota Bukittingg dulam penyuasunan Bancongan Perubahan
HKPD. Rancangan Perubaban KUA dan Perubsham: PPAS sertn Roncangzsn
Peraturan Daerah kota Bukiluinggl tentang Perubatan APBD Tahan Anggaran
2005 dan Hancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Pe—jabaran
Perubihan APEBD Tzhun Anggaran 2025 haras mepnpgunakan klasifikasi.
kesdefikasi cdan nemenklatur perencanaan pembangunan dan kevenpgan daeruh
yang ciamanatkan dalam Pesataran Menteri Dalam Negerl Nearoor 940 Tahun
2019, Keputusan  blentesy Dalazn Mepernn Nomor GS0-588% Tahun 2021
sebagaitmana telah diubali beberapa kah terakbic deogan Beputusan dMentoer
Tialam Megeri  Momor ©00.1 15534106 Tahun 2024 dan pemutakhirannya
serla  cilaksanakan  secara  elekitonik melalus SIFTD Bl sebaguimana
diamaratkan dalam Peraluran Menteri Dalam Neged Nomor 70 Tabun 2019
tentang Sistemn Infottnast Pemenmilahsn [lacrah, Pasal & aval [ don butie
3.1k Lampiran Peraturan Menten Dalam Neoger Nomor 15 Tahun 2024,

Datamn rangha menjaga stabilitaz perekononman di dacrah dan mengarasi
permasalahan ekonosmi sekoor il serta menjapga stabilitas harga barang d=n
Jjasa yang terjangkag olel masyarakar, Pemerintah Dastal Fole Bukillingg:
menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Dacrah Koda Bakitiings
tentang l'crubahan APBD Tohun Anggaran 2025 untak mendulmng tuens Tim
Peneendali Inflesi Dacrah (TEID) dan pengendalian kargn sarang dan jasa yang
mergach keboluhan masyarakar, sepertt penyedigan 9 [sembdlan) bahan pokok,
meelalur Belanjs Twdak Terduga yang dapat dipunakanr  sesual  deocgan
kebutuhan achagaimena maksud buiir 2,20 Lampiran Peraturan Menten
Lralam Negen MNomor 13 Tahun 2024,

Penganpearan jerus Pajak Dacrah dan Retnbust Dacrah hornos ditetopkan
dingdan perataran dacral vong menjudi dasar pemunguacan Fojok Daerah dan
Fetribust Deerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Namat 1
Talar 2022 dan Poraturen Pomcrintah Nomaor 3% Tahun 2023,

. Pemerntah Daerah Kota Bukittmpgel apar mempernatizsan realisasi orogram,

kcpatan, cdan subh kepalan dalam APBD Tahun Anpgsran 2024, guna
menghindan kemunghinan adanys penaclastan yvang tidax dapat dibayarkan
[defimit appgaran| di Tabun Anggaran 2022, vang menalilkd porenst mengacdi
kewwilan Patnenndah Dastah Keda Buladizger unlsalke dibayvackan i Tahun
Anpgacan 223, gerta memaalikan kemball alokasr anggaran program, leegiatan,
sUub kagiatan tersedia atau evaup lersedia dalam Banvangan Perasdran Dacrah
Kotz Bukitlinggl tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

SBetigp pejabat dilarang metaadbkan lindaken yang becakibal penpelugran gias
hubun APDD [ ka angedran uniuk membidaya)r oenpeluaran tersebul eadak
tersedia atau tidak cakup tersedia sebagaimans maksud Pasal 2 oavat [3)
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Lndang-lIndang Nomer 1 Tahuan 2004 tentasg Perbendaharasn Negara dac
Pasal 124 ayal [1] Peraluran Pemenntsh Nomor 12 Tahun 2019,

Calamm hal erdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi
alas belanja, dan/etau sueb reian obpek 2eian)e vang tidok memiliki koreelasi,
tidak rmenggambarkan peopors] capalan kinerja soh kegiatan, dan BT R IET=TY
alokasl pagu belan’a yane bdak sesual standar herga saman dan analisis
standar belatija dalamm Rancanpan Peraturap Dacrah Hota Bukirlingg tentang
Ferabatian AFBD Tahutt Angparan 2025, herus dinlhkan untuk oendanod
program, Kegialan dan sabr kematan orortas schagaimana tercantum dalam
Perubatian REPD, Perubehac KA dan Perubaan PPAS vang menutgang
pencapdian 8 |deiapar] mim arag Asta Cita menuwigang poncapgaian 17 {tujuh
belas) Propran Poociles dan mendukung target pertumbehan ekonomi sebesar
B (delapan persen] sesusl dengan kewenongan Pamerintoh Dasrah Koo
Bukittingge. penwnganan mfllas, memenuht aboleas anggeran dalam rangka
Fengaatan Pembinaan dan Pengawasan pedas [mepektorat Dacrah Koa
Fulkirtingm paling sedildt sebesar 1,00% [samu persen) dan total belanja dacrah
tidak lermasuk Gaji, Tunjangap. dan TPP ASN pada SKPD  Inspekiorat,
memenahi alokasl anggaran nntuk Pendidikan dan Pelatihan bapi ASY dalam
rangka Sengembangan Kompeiensl Penselenggara Pemerintah Dacrah, paling
redildr O, 16% (nol koma enam belas persent dags total Belanja dasrah di luar
Belanja Pegawa) dap Belanja Percellharaan pada SKPD yang menyelengrarakan
unsur penunjang di Hidang Pendidikan das Pelatihan, dan menyesuaikan
alokasi anpparan Belamja HBagl Hasil Paak bPracrah Kepada KabupazenfKota
sesu dengan lafeel Pajak Daerah,  sesuzl denpan ketentuon peraturan
perunclang-umdangan.

. Dalam rangka opiimalisasi pelaksanadan penataan pegawed Non ASN melalui

aelebesl peogadaarn PPPR, Pemerintan Tacrab Kota Bukidinggl agar mengaobil

lanpliah-lanpka= astarca iait:

1. mengangsarkan gaj bapgl pegawal Bon ASK yang sedanp menpiketi proses
gcleksl Pongadaan PPPK Tahuan 2024 ingea diangkoat meniadi ASN: dan

£, Apablla jumlan pegawal Moo ASN yang telabh menpikute selelesy peelebili
Jurnlahy penetapan kebuotluhen, pegawas Moo ASh dapat disnghal meqjadi
FPPL Faruh Wak:u dengas mengangparksn gan bam PPPA Paruh Waktu
yanp duwsecidkan di laar Belanja Pegawan;

sehagamana diamanailkan dolam Sucal Menteti Pendavaglipuan Aparatur
Mepgara (dan Relormast Bimelkeast Nomor B SA97 RSO 002029 tanggal 12
Degomhor 2044 Hal l*engangesran Gajt Bag Pegowai Mo ASK.

Dalam rangka mendukung pemulibhan ekonomi nasionsl den meoingkatlan
kualitas  petencanaat  pengadaan baranpfass yany  tepat walkty  guna
mnencapal pemulilan nilal manfaa. belaegs peegadann yaog sebegar-bessrnyas

fvalue for mwoneyl, Pemmecittah Daerab Keda Bokiolingg) haros melakilosn
loangkah-langlkioh atrategis percopatan realisasi anpgaran daam Ranosngan
Peraturan Daerah Hotn Bulattingg? lentang Perubahan APBD Tahun Anggararn
2025 denpun melakusan lelang Larang, jgsa pade awal abon dengan
borpodoman  pada  Peraturen  Tresiden Nomor 16 Tahun 2018 tontang
Fenpadaan Barang/Jfnsa  Pemeriniah, sebagamana ledah dinbah  dengan
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Peratiran Presiden Nomaor 12 Tahun 2021 lentang Mermbahan sles Perafuran
Fresiden Momar 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BEarangy Jasa Pernerizitab.

M. Dalam rangks ophimalisasi perecpatan realisasi sondopatan dacrak, belanja
duerin, dan pemibieyasn caersh dolom Rancangan Peraturan Daerah Kola
Bukiltmpg fentang Perubahan APED TA 20253, miaka Wall Ko Bukillingg
diharapkan untibk memgambil langkah-langkah strategis, antara lain.

1. Mengopumalkan penermmaan Pajak Daerah dan Becribusi Dasrah, secara
hertahap medalui penpelolaan pajak dan refrilyasi denpgac beclasis eknolom
informasi;

2. Menyusen cencana kogiatang suh kematan |modeap dengan poiradwalan
secara periodik, konsisten, dan terubiyry;

A Meinlukan percepatan realisasi dengan odek medunds  adminisirasi
pertznpeung jawaban prlaksanaan kegiatan/sub kegiatan, dan

A0 Unmik melakokat asistens dan moridornng techadap vang masin mendahk
PENVETADALN ANZE&IANya;

5. dengan tetap berpedomon pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Dalam rangks perocpatan pelaksasaan pregrah pengpgunaan  kendaraan
bermator histnk berbasis bateral |pattery clecinic vehicle] sebagnl keadaraon
diuas  vparasiona]  donydetoa keosdarasn perorengan dhinas . instansi
pemerintahon doeroh, Pemenntah Doerah Kela Baxitbinggi wntuk mengambit
langkah-langksah percepatan pelaksanaagn program dimaksad antara Jain varto:

1. menvusun dan menelapkar Peratdvan Bepals Duerab dan aloksel anpeaesn
dalam roanglka mendukung percepata pelalisanasn program poodpinaaAn
kendarsan bermatng listrik bechagsis bateray fhatlery flacine vefucie) sebagal
ketidargan  dinas  operasional  danfatay kerdarasn perorangan dinas
instansi pemosintahan dacraly

2. mendorong BUMD untak meningkatkon pengouiann berbagal  jenis
kendaraan bermesor Esird berbasis bateran Tatfery electne semcle),

?'-'

melakukan siperge dan pengawasan kepada Lap satuan hena peranghet
daerab anluk mermanlao peckemnbAEngan penggunaan keodaraan bermotor
listric Terbusis baterad fhattery electric ehicle) sebagai keondacasn dinas
operasional danfarau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahban
Daerah di Doeras masing masmeg; don

4. memberikan insentd fiskal dan nonfiskal bherupa kemudahan dan priorilas
Lapi sengmrasta kendaraan bermoror lisoik berbasis barera’ (bartery electric
vefacle) acsual dengan kotentuan peraturan perrundang-undangan:

dengan berpedoman pacds Insimiksl Presider Nomaor 7 Tahen 2022 tentane
Penggunaan Kendaraan Bermotor Listitk Berbasie Haterai [Bottery Electene
Vofucle] Sebagal Ronhdasaan  Duas  dlpcrasional  danfataun Kendaraan
Perotangmn [2inas Ingians, Pemenniabh Pusat dan Permermtahan Lacrah den
butir 5.3.2.7 Lamgnean Pecaturan Menceri Dalam degeri bomor 12 Tahun 2024,

2. Dalam rangka mengantisipas pendansas keadaan darurat termasuk elanga
untuk keperluan mendesak, emenntah Dacrah Kota Bukittingm  hamas
mencAnlumkan kritena keatdaan darorat dan kepercloae mendesak dalam
Peratwan Dacraly Kota Bukittingel tencung Perabahan APED Tadnan Angearan
2025 senagai bermkut

1. Weadaon darurat mediont;




T

d. Hencana alam, benesnos pon-alam, bencana snsial danfatat kejadian
lhiar hiass;

tr. Pelaksanazun operasi pencarian don periolongan: dam/atan

Ferunzakatt  saruana/ prasarans vang  dapat mepngganpgel Eegintom
pelayanon pubhik

2. Keperluan mendesak meliputi

z. Hebutlsha- daerah dalam ranpka Pelayonan Darar masvarakal yaog
anggatrannya pohom rerscdia delam tahin anggaran benoaoan,

b. Delanja Daerah wong hersifat menmkat dan belanja vang borsifat wajis;

c. Pengeiuaran Daerah yang berada di luar kendal Pemerintah Dacrah d=n
lidak dapalr diprediksikan sebelumnyns, serla amanal peraluren
perundiang-undingan; den fakau

d. Pengcuaran Dactah .wnnya vang apsbila ditunda alen menimbylkan
kcrugienn vang leth nesar bam Pemennigh DAereh Kola Baboibnga
danfatau masvarakbal;

schagalmand muakaud Pasal 6% Peratyran Peinetincah Nomor 12 Tahun 201%.

Peinerintah Daerah Kota Bukittingsi menyediakan alokasi anggaran daiam
Rancangan Peratvran Deeran Kola Bukilingm tculang Perubahan APBL
Tahun Anpraran 20235, anfara han unbux:

1. Mendukune poiungkaten Kapasitas Kelembagaan Lembags Kemasvaralealan
Desoe fKelarnghan, Lembuaga Adal Desa fKelutahao fMugan dan Masyaralosl
Huklm Adar sesoai dengan Kewecangan yang diangearkan melahs program,
kepiazan dan sub Kepidtan pada BKEPD teqkait dengan berpedoman poada
Kepuitusan  Menten Dalam Megenn Nomor GRO-5884 Tahon o 20021
sebmgaimane  Llelah diooabk beberapa kali terakhor dengan Kepulossan
Menteri Dalam Negeri Momor 9303.1.15.5 3406 Tahun 2024,

td

Mendukuong pelavanan pendidivan di bawah binaan Kercenternian AgsSuns
sopett. madmassh, pondok  peasntren,  oaents pendidikan ggama dan
keagamaat, lernrasak gum, pengawas dan peserta didiknra sebagai bagian
intepral pendidikan namonal dan oengcmbanpan hudaya keagamaan dalam
ranphka penmgkatan gkses, muto, deys saing, dan eeevans: sebagaimana
madesud Duatr 5.2.9.b Lampiran Peraturan Mootel Dalam NMegeri Nomoe 15
Taliun 2024,

3. Mendubkung pelwransn kepada  umar sertsn mewwudkan  porungkatan
kuahtas akudah dan akhblak i Keta Bololnpg kepede Majelis Ulama
[ndonesia {MUIL dalam rangka dalam bentuk belanja hizah, sebagaimeana
diamanatkan dalam l'eraluran Presiden Momoer 151 Tahun 2014 1cntane
Baniwan Fendandan kegiatan MUIL,

& Mendukung pelavanan kegiatan hap berupa transporias, blaya akomodam,
konsims jemaab hail regiler dar daerah asal Ke emnbarkasi can/atan dari
debarkas) ke dacrah assl, scria blara operasional potueas hapy docrah,
arbiagaimans dismanatlest dularm Undang- Undang Nomor 8 Tahon 200109
fentang Fomyelenppasaan Ibadah Haji dan Umnrah sebagaimana riaksud
Trutir 5.2.1% a Lampiran Peraturan Mewten Nalam MNeperi Momar 15 Tabun
2024

3. Mendulung percepolan petigembangon skonon syarah o Koto Bukittinggi
anrarg lain mendorong peroepatan pembenicksn Kooore Daerah Elernerni
dan Wruangar Syarash (KDEKES). peoyusuran peraturas dacrah rerkait
petipembangan Ekonatni Syariah, memiasilitazn penvelengegaraan Sertifikasi
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Halal bagi pelaku usahsa mikee dan kecil sebagaimana maksod oo
».2.19.b Lempiran Peraturan Menten Dalam Negen homor 13 Tahon 2024

& Mendultung pelaksanaan BAZNAS Kota Bukithngsi dalam bentbk Dednja
hihah sehpgaimann moksud batir 53,2940 Lampiran Perataran bMenteri
Dalam Megen Nomeor 15 Tahun 2024,

O Penganpgaran keglaran tahun jamak mmesapakan kegiztan lebih dari 1 (saiw)
tohun onggaran. Kegietan tahun jomak tersebuat harue memerahi kriterna
pealing seddilil:

I. pereraan konstriadsn atas  pelaksanaan kegiaan  yanpg zecara  tekois
rrerupEkan safu kesatuan untuk menphasilkan 1 dzard) keluaraon vasy
roernerlukan waktu ponyelesaian lebil dari 12 (dua belas] bulan; atan

2. pekeriaan atas pelaksanaan kegiatan yang menwrol sifatnva haras terap
berlangsang pada porgAntian tahun angearan.

Belaniinya,  peEn@AnpgAardn kegistan fehoan jamak berdasatkan alss
perseiljuan bersamna antara Kepala Daerabh dan DPRD vang ditandatanpat
Fersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAYS, scria paling sedixit
[eTLEES

1. nama kegialan;

2. jangka waktu pelaksanaan kegatan:

3. jumlah anpgaran; dan

4. awbas anggaran per takon.

Jangka  walitn  cepganggaran  pelazsanaan kegiatas  @ahun jamak  tidak

telampaal akbir talnzn masa abatan kepala dacrakh beraklir. kecuall kepaton

tnhun jamak dimeksod merupakan poocilas nasional das fatan kepentingat
stearepis hasional, sebagaimana maksud Pasal 92 'eraturan Pemenniah Nomor

12 Tahun 2019 dan butic 4.1 2 v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Meper

Momar 153 Tahun 2024,

R itelam cangka poemcopaian ponmphkatae peesias sepall bola nasional guna
tercapainya peestasi scpakboela sebagm kebangeasn bangsa, dan menjadi
rdustel clahraga vang dapal menggerakan  roda perekonomian merta
pembangunan manuma, dipetlukan dukungan Pemecnab Degstabh Kota
Fukirtioggt sesual dengen kewenangan ook mengambil langkab-langkah
aritara laiz:

l. pembanpunar [rasarand AN SATATH,  pemaiatiaan,  koeropelist o amaltic,
kompelist kelompok umur sepax bola eld (unggulan) dalamm APBD sesuad
dengan kewenangan dan kemampaan keuangan dacrah;

2. penyelengearaan kompetisi amatr yang tidak dilakxukean dengan perelekalan
chononu dan emis gosual dergon kewrnangan dan Kemampian Keuangan
daerasy, serla kernudahan ataw insentf dalam petgunaan prasarana dan
Adrana seoek bola kepada pernecintah dacrak yang melaksanakan Kempetisl
Sepak Baln Amatic Indonezin melabnd sews olzo kerjs sgma petnan(@elon
stadion milik pemerintah darrah yang elah dibangon untuk mencdukung
keberlanjutan pemaniaatan ciadion dimaksdd dengan berpedontan pads
ketemtaan prraluran peratciang-undangan; can

3, pencantuman kepiatan kefusrsan kompetizi amatir, kompetist kelompok
umur sepak hola clt langgalan] i unglalr Kabupaten/kota mauapan
kegiatan lainnya  yang mendukung  pembinazn pengembangan  agar
berpedoman pada Peraturan Menieri Datamn Kegerl Norior 9C Tahun 20149,
Keoutusan  “Memter  Talamn Nepern Nomar  050-35839 0 Tahon 2027
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sebapannana 1elas diubah beberaps kali cerake-ir dengon Kepuusan Menter:
Drolam MNegeri Bomor 900.1.15.5 3406 Tuhun 2024 dan permmutakhirannya;

gehagaimana diamanatkan dalam Insiruksi VPresiden Nomwor 3 Tabwon 20319
temtang  Percepatan Peombangunan Persepakbelaan MNasional, dan
ditmidaklanjun  dengan Surat Menteri Pemoda dan Qlabrags Nomor B
PO« 22/ MESPORA Y] 202 angeal <1 Juxi 202« Hal  Permehonan
Mukurgan APBED Lniuk Kompesi Amatic dan Surat Bdaran Mesues Dalam
Negen Nomor 400.2/38837 50 rentang Dukungan Pendanaan Pelaksanasn
Rampeles Sepabk Gola Amatir yang Becsumber Thar Anggaran Pendagatan dan
Eeclanja Dasrah.

5. Dalam rengka melsksanabsn Thessun Besar Olahraga Masional (DBOM|,

Pemer.nton Dieerall Kota Bulatzicoge unme menpambiol lapgkah-langkah sntara

ETE

1. menyelenpparaken DBON sccara bertahap dengan borpedoman pada peta
jalan OBEON berdasarkan petiode DBECN;

4. mengelala paling scdilkat 1 (sata] cabang clabrapa vnggulan berdesarkan
LOOMN:

3. membeniuk tim keordinasi tinghat daersh Kabupaten /Kols duan
Faupaten,/ Kota daiam menvolenggaragan DHOM di docras:

1. menyediatan angdgaran vang hersumhber dar APEL scsuzl  dengan
kemammuan keuangan dastah dan mempertimbangkan  targel capaian
OBEON yang menjadi kewenangan I'cmenintah Dacrah:

3. menyedinokan dukungon angegaran dalam APBD dalam rangks penglluran
Srart Developrmerd fnodex [(BT31) di dacrah;

f, menyediakan dukungan untuk  permbinaon atler dasrah melalul  Powat
Peadidikan dan Lathan Pelayar (PPLE, Sckolan Ehusus Olahragavwan [SEO),
dubkuripan &port soerue yany bekeqasaso: denpgan Tverssias; dan

T.ornenyusun desain oluheaga daerah ergdasackean HUON;
sebogaimana diamanatkan datam FPeraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021

tentang Desain Bessr Olaheaga Masional dan buadr 33180 Lampican
Peraturan Menter Dolam Neperd NMomor 15 Tahun 2024,

. Dalam rangka pengelolaso BMD vnook merncdubung proogram koordinas dan
superviel KPK dolam meloku=<an tagas pencegahan, keordinasi, dan monizoring
sehinpra dulak  terjudi fiodak  pidana kacapet, Pemerimab Tracceh Kota
Rulactinge: untuL mengambil langkah-lanakah anrara lain:

1. mclaksandakan kegiatan poncrtiban asct bowgpa Proasacsano, Socana, dan
Iiticas [P3L) vang harmis diserabkan oleh pengentbang kepada Petnerinlah
Duacrab Kota BukIthinggai;

4. melaksanakan kegiatan penertiban Jdan/atan penyelamatan asel /Batang
Muix Dacrah yang dikuasal secara UGdal sab oleh pihak lain, baik yang
dilabubkan secara manditi oleh perangkat daecah yang erkal maupun
roecalul ke same dengan piheds Kejahsann Tingg S Kejalsaan Nepen;

A, roenpangparkan sersoy BMD begn vang {elab roetalsaakan sensous terakar
wihith dao 5 (lima) -ahun;

3. mnenpuanpearkan serUficast wnoh itk Pemeoniab Doaerah Kota Balitom g
delaun rangka mencapai target sertifikasi onals;
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5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif
bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan
Pertanahan Nasional; dan

6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kota
Bukittinggl mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019,

. Pemerintah Kota Bukittinggi harus mematuhi dan melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 1| Tahun 2025 tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan
Angearan Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negen
Nomor 900/833/5] Penvesuaian Pendapatan dan Ehsiensi Belanja Daerah
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah kota Bukittinggl tentang
Perubahan AFBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Bukittinggl tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang
tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurmnaan dan
penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittingg
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRD secsuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Pengangegaran pendapatan, belanja, dan pembiavaan dalam Peraturan Daerah
Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan
Peraturan Wali Kota Bukittmggl tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 vang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ind, tetap harus
berpedoman pada kefentuan peraturan perundang-undangan.

. Evaluasi terhadap Kancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggl tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wah Kota
Bukittingg: tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang
tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan kebenaran atas
informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jewab Pemerintah
Daerah Kota Bukittinggi.

GUB SUMATERA BARAT,

MAHYRLDI



